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T ABSTRAKSI

Dalam WTO, AFTA arus perdagangan merambah ke segala bidang, tidak terbatas
pada aspek sosial-kultural-politik-ekonomi tapi masuk kesemua . aspek kehidupan.
Indonesia sebagai bagian dari dunia, telah berada dalam arus itu, pada saat ini dan masa-
masa yang akan datang. Meninjau langsung Imigrasi sebagai intitusi yang bersinggungan
langsung dengan lalu lintas orang sebagai pelaku bisnis atau negara, dalam fungsinya
sebagai penjaga pintu gerbang negara, sangat relevan untuk melakukan pengkajian atas
pelaksanaan tugas dan fungsinya dikaitkan dengan dampak AFTA tersebut itu. Trend
yang terjadi di negara lain, terutama di negara-negara yang secara teknologi lebih jauh
tinggi, perlu mendapatkan pengamatan yang seksama dan dipelajari kemungkinan yang
akan segera terjadi di Indonesia.

Dampak perdagangan bebas dapat dipandang baik dari aspek ncgatif yaitu
kemungkinan merugikan, atau sebaliknya justru di manfaatkan dengan baik untuk
memperoleh banyak keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan’ bangsa. Baik dampak
positif maupun negatif akan menjadi tantangan bagi tugas-tugas imigrasi.

Menghadapi WTO AFTA dan perdangan bebas, Hukum keimigrasian dituntut
untuk menyesuaikan kebijaksanaannya dengan perkembangan dan. kebutuhan masyarakat
baik masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasional. '

Peraturan Perundang-undangan yang kini telah dimiliki berupa U.U.No.9 Tahun
1992 tentang Keimigrasian sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagai sumber hukum
bagi kegiatan keimigrasian, karena sebagai diuraikan di atas banyak mengandung unsur
pelanggaran Hak Asasi Manusia, sehingga perlu diubah dan direvisi agar dapat memenuhi
kepentingan perkembangan masyarakat kini dan masa yang akan datang. Demikian juga
peraturan dibawahnya seperti Peraturan Pemerintahnya dan peraturan-peraturan lainnya.

Dengan melakukan perbaikan peraturan perundang-undangan sebagai dasar
hukum, mereformasikan Struktur Organisasi yang lebih sesuai dengan perkembangan era
globalisasi, diciptakannya suatu sistem dan prosedur yang baku yang tidak setiap kali
dirubah sesuai dengan selera pimpinan serta dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya
Manusianya, dapat diyakini bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi dapat menunaikan misi
dan tugasnya dengan sebaik-baiknya menjelang era keterbukaan dalam perdagangan bebas
pada Milenium III ini,

Dengan melakukan reformasi di bidang peraturan perundang-undangan, penataan
kembali organisasi yang lebih mantap dan memenuhi kebutuhan dan perkembangan
masyarakat, diciptakannya suatu sistem dan prosedur yang baku yang dijadikan pedoman
bagi kegiatan pelayanan dan pengawasan, dilakukan usaha-usaha peningkatan
kemampuan sumber daya manusianya baik di bidang teknis, maupun dibidang daya
manusianya baik dibidang teknis, maupun dibidang manajemennya dan dengan suatu pola
pembinaan karir yang mantap serta diciptakan suatu prosedut proses peradilan yang
mantap dalam penegakan hukum atas tindak imigrasi sesuai dengan hukum yang berlaku
dengan memperhatikan dan menerapkan  prinsip-prinsip kelembagaan nasional,
memperhatikan ketentuan WTO, Afta dan perdagangan bebas serta tidak terlepas dari
sistem hukum nasional,
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ABSTRACT

‘Il} WTO , AFTA, the trade gels into all aspect, not only limited on
aspect of social, culture, politic, cconomic but also (o ali aspect of life. Indonesia
as part of world, has been in that change , {or this time and the future. Considering

on immigration as institution that deals directly with the people as aclor of

business or country, their function as guard of the gate of country, is very relevant

1o make a rescarch on the implementation of their tasks and function related with
the impact of AFTA. Trends that happencd in other couniry, nced scrious

controlling and observing the probability that would be happened in Indoncsia,

The impact of frec markel can make a good sense in point of negative
aspecl, itis the probability of sullering loss, or even can be used well to get much
profit for developing social wellarc. Both the negalive and positive impact will
become challenges for immigration dulics. )

Facing to WTOAFTA and [rce marke!, the immigration law
demanded to fir its wise wilh developing and socicly’s needs ,cither Indonesian
or International socicty.

The regulation of laws that has been owned , U.U No. 9, 1992 about |
immigration ,duc 1o as mentioned above, there arc so many human right violence

* that have to change and revisc in order to meet the inlcrest of today and fulure’s
“development sociely .Thosc are also the sub regulation such as government
* regulation and other regulation,

With revising rcgulation of laws as a basc law, reformation the better
of structure of organization agree with development globalization era, creating a
system and slandard proccdures that cannot alter every time in leader’s interest,
improving the quality of human resources as well, it can be sure that General
Director of Immigration can run the mission and their duties well, on
liberalizalion era in free market in third millcanium. '

By reformation in rcalim of regulation of law, restructuring tmore
stable of organization and mect society’s ficed and development, making a system
and standard procedure that being compass for service and controlling activity,
doing the efforts for developing the  quality of "human resources, cither in
technical or managerial ficld, and with a way of guiding a good carrier as well as
crealing a procedures process of stable judgment 1o uphold the law on
immigration action agree with the valid law with considering and applying the
national institution principal, noticing the WO decision, AFTA and Free markel

-and depending on the system of national faw as weli
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BABI

PENDAHULUAN

LATAR BELAKXANG

Dalam menghadapi masa denan yang penuh dengan ketidakpastian dan
gejolak yang tidak menentu semacam konsensus di kalangan para perumus
kebijaksanaan makro dan mikro bahwa tingkat persaingan ekonomi dan bisnis di
tingkat dunia, regional (seperti di kawasan Asia Pasific), sub-regional (kawasan
ASEAN), dan nasional akan meningkat dengan sangat tajam. Di masa lalu kalau
sebuah ekonomi merasa terancam oleh gelombang persaingan yang datangnya dari
“luar” maka untuk mengurangi dampak negatif sering kali pemerintahnya segera
mendirikan dinding proteksi (melalui instrumen tarif bea masuk dan kebijaksanaan
non-tarif). Kalau temyatg tindakan ini dirasakan masih kurang ampuh maka
pemerintahnya tidak segan-segan membantu para pelaku ekonumi yang terancam
tersebut dengan berbagai subsidi, fenomena seperti yang telah disebut tadi telah
berjalan selama lima dasawarsa terakhir, melalui kebijaksanaan yang bersifat
protektif tersebut telah tumbuh dan berkembang, Kelihatannya sulit untuk terulang
kembali karena sistem proteksi dan subsidi (yang berlebihan) kini dianggap tidak
sesuai dengan prinsip-prinsip yang melandasi kesepakatan perjanjian multilateral
Putaran Uruguay yang bertujuan membuat sistem dan struktur perdagangan dan

investasi dunia di masa mendatang menjadi lebih bebas dan lebih terbuka.

Putaran Uruguay (Uruguay round) dapat dianggap sebagai tonggak sejarah

karena sejak GATT (General Aggreement On Tariff and Tradé) didirikan pada tahun

.....
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1947: baru pertama kali sebanyak 120 negara (termasuk Indonesia) mencapai
komitmen politik untuk memasukkan komoditi pertanian, tekstil, dan jasa serta
barang manufaktur dalam kesempatan multilateral ditandatangani tanggal 15 April
1994 di Marakesh (Maroko)."

Untuk mengawasi pelaksanaan ketentuan multilateral tersebut maka per |
Januari 1995, telah didirikan sebuah lembaga dunia “baru" bernama WTO (World
Trade Organization) yang menggantikan fungsi GATT. Adapun secara garis besar inti
ketentuan WTO bertujuan mengatur empat bidang, yaitu :

i, Kegiatan perdagangan internasional yang meliputi ﬁroduk manufaktur, tekstil,
garmen, dan produk pertanian ( yang diproses dan murni );

il. Kegiatan jasa-jasa yang terkait dengan perdagangan (GAATS) seperti a.l. jasa
keuangan, asuransi, angkutan, turisme, telekomunikasi, dan konstruksi;

lii. Aspek sosial yang terkait dengan perdagangan (TRIPs), seperti Hak Azasi

Manusia (HAM) dan Hak Milik Intelektual; dan

iv. Kegiatan investasi yang terkait dengan perdagangan (T'RIms) seperti national
lreatment.

Jadi ketentuan WTO adalah: Pertama, bertujuan menghilang-kan berbagai
hambatan yang dapat mempengaruhi arus lalu lintas barang, modal, informasi
teknologi, dan jasa bisnis, dan Kedua, bertujuan meningkatkan “akses pasar” seluas-
luasnya ke berbagai pelosok dunia.

| Mekanisme untuk menghilangkan berbagai hambatan dalam perdagangan

internasional dan investasi adalah dengan mengurangi secara bertahap secara tingkat

" Daud Silalahi, Aspek-aspek Hukum Dalam Era Perdagangan Bebas (Maialal Dalam Penataran Hukum Aktifitas
Perniagaan Internasional, Fakultas Hukum Unpadj, Bandung, 25 Juli —28 Agustus 1997), halaman 24,
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™ tarif bea lmasuk di seluruh dunia hingga mencapai tarif akhir (ending rate) sebesar 0%
dan paling tinggi antara 5 - 10%. Selain itu berbagai hambatan yang bersifat
administratif diskriminatif seperti memberi kemudahan bagi investor dalam negeri
Jjuga secara berangsur-angsur harus dihapus.?

Kepada anggota WTO diberikan waktu fransisi sampai tahun 2005. Setelah
tailun itu ketentuan WTO akan mulai diberlakukan secara bertahap. Selama periode
1995-2005 diberikan kesempatan untuk melakukan perubahan dan penyesuaian
terhadap berbagai peraturan domestik yang mengatur akses pasar térﬁtama yang
menyangkut arus impor dan investasi asing. Dengan lain perkataan, semua Hukum
Nasional yang dianggap bertentangan dengan ketentuan WTQ harus “ditulis
kembali”. Tanpa meiniliki perangkat hukum domestik yang “baru” maka ketentuan
WTO tak mungkin dapat terlaksana secara baik,

Kesepakatan diantara negara-negara World Trade , Organization (WTO)
mengenai perdagangan bebas telah membuka pintu bagi negara-negara anggotanya
untuk melakukan perdagangan tanpa hambatan (bavier) lagi termasuk di dalamnya
penggunaan jasa manusia (service). Kebebasan ini akan disusul dengan tuntutan
penyediaan fasilitas yang memudahkan terjadinya perlintasan manusia sebagai pelaku
bisnis ;:ersebut.

Di dalam perlintasan manusia sebagai pelaku bisnis tersebut, yang mengatur
adalah hukum keimigrasiar. Menurut hukum positif (hukum yang berlaku), ketentuan
kaidah keimigrasian mencakup penyelenggaraan masuk dan keluar orang dari dan ke

dalam wilayah Indonesia atau perlintasan manusia,- pencegahan keluar dan

P Anggito Abimanyu, Ekonomi Indonesia Dalam Era Globalisasi dan Liberalisasi serta Faktor Empiris,
Yogyakarta, 1996, halaman 13.
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"~ penangkalan masuk dan keluar ke Indonesia, pelayanan dokumen keimigrasian dan
pengawasan orang. asing di Indonesia, penyelidikan atas dugaan telah terjadinya
tindak pidana keimigrasian serta penegakan hukumnya (law enforcement).

Selain fungsi yang bersifat pelayanan dokumen keimigrasian, pejabat atau
Badan Keimigrasialll ‘diberi pula wewenang penegakan hukum yang bersifat
Polisional (politik menurut catur Praja van Vollenhoven), dan penegakan hukum (Jaw
enforcement) yang bersifat pro yusiticia yaitu penyidikan sebagai bagian dari proses
peradilan pidana (criminal justice system). Pejabat Keimigrasian berwenang juga
melakukan penyelidikan baik untuk kepentingan tindakan polisional keimigrasian
maupun untuk kepentingan penyidikan,”

Dua fungsi penegakan hukum tersebut berbeda dan harus dibedakan secara prinsipil.
Fungsi penegakkan hukum polisional keimigrasian mencakup hal-hal seperti menolak
orang asing untuk masuk ke Indonesia karena tidak memenuhi syarat-syarat yang
ditentukan, tindakan-tindakan keimigrasian seperti pengusiran atau deportasi,
pembatalan izin (pembatalan dokumen keimigrasian), karantina keimigrasian.
Penegakan hukum keimigrasian polisional bersifat final, berbcéa dengan wewenang
penyidikan yang bersifat pro yusticia, hanya merupakan salah satu rangkaian dalam
proses peradilan pidana dan karena itu tunduk pada ketentuan Hukum Acara Pidana.
Keberatan-keberatan terhadap tindakan atau keputusan penegakan hukum polisional
keimigrasian, diatur menurut asas dan kaidah hukum adm‘iniﬂstrasi dan peradilan
administrasi. Sedangkan kebefatan terhadap tindakan atau keputusan penyidikan

merupakan wewenang peradilan pidana.

3)H. Soeraﬁardjo, Drs., 8.H. Pengantar Hukum Keimigrasian, Jakarta 1995 hal. 41
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Kebijaksanaan keimigrasian sebelum diberlakukannya UU No.9 tahun 1992
tentang keimigrasian masih didasarkan pada peraturan perundang-undangan Hindia
Belanda sesuai dengan pasal II aturan peralihan UUD 1945 dan Peraturan perundang-
undangan Repbulik Indonesia Serikat dan UUD Sementara 1950, dan dalam bentuk
Undang-Undang Darurat No, 1 tahun 1961, maka Undang-Undang No.9 Tahun 1992
tentang keimigrasian di dasarkan pada UUD 1945, Dengan dasar hukum yang mantap
diharapkan kebijaksanaan keimigrasian yang telah dirintis pada periode ketiga
tersebut di atas,

"Hukum keimigrasian dan kebijaksanaan keimigrasian Indonesia hingpa saat
ini diletakkan antara lain prinsip-prinsip “Non Migrant State” yaitu Indonesia tidak
boleh menjadi negara tujuan imigran. Pemakaian prinsip ini di dasarkan atas
kenyat.aan negara Indonesia berpenduduk banyak dan kemungkinan pengarvhnya
terhadap lapangan kerja dan penguasaan terhadap sumber daya ekonomi domestik.
Bahkan dimasa akhir-akhir ini, kemungkinan ikut mempengaruhi terhadap tatanan
politik, sosial, budaya, dan keamanan ikut mempengaruhi berbagai politik
keimigrasian dan hukum keimigrasian, Ungkpan-ungkapan! seperti subversi budaya
dan lain sebagainya atau kemungkinan pengaruh negatif kehadiran orang asing di
Indonesia, dalam satu dimensi bertalian erat dengan keimigrasian dan hukum
keimigrasian.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa hukum keirmigrasian dan Undang-Undang
Keimigrasian disesuaikan dengan perkembangan perdagangan Internasional terutama
mengenai kesepakatan dan ketentuan WTO mengenai perdagangan bebas pada masa

kini dan masa yang akan datang perlu mendapat perhatian.



B. PERUMUSAN MASALAH

1. Sampai sejauh mana peranan hukum keimigrasian mengatasi adanya persoalan
yang menyangkﬁt :perdagangan bebas dari membanjirnya orang asing sebagai
pelaku bisnis yang masuk ke wilayah Indonesia.

2. Bagaimana masalah Human Right (hak asasi manusia/HAM) di dalam hubungan
pefdagangan yang menyangkut hukum keimigrasian yaitu mengenai cekal bagi
pelaku bisnis.

3. Bagaimana pelayanan, pengawasan dan penegakan hukum (law enforcement)

keimigrasian terhadap pelaku bisnis di dalam perdagangan bebus.

C. KERANGKA TEORITIS

Bahwa kewajiban untuk melaksanakan sistem perdagangan  “baru”
berdasarkan ketentuan WTO ternyata tidaklah sama antara kelompok negara sedang
membgngun liberalisasi perdagangan yang lebih luas dan iebih cepat serta lebih tajam
diban;iingkan' déngan yang akan dilakukan oleh kelompok negara sedang
membangun.

| Prinsip-prinsip WTO ternyata juga dipakai sebagai landasan kerjasama
ekonomi tingkat regional seperti APEC dan di tingkat sub-regional seperti AFTA
sebagai anggota APEC dan ASEAN, maka Indonesia secara otomatis juga harus
meléksanakan berbagai ketentuan yang berlakukan di kedua lemiaaga tersebut.

Perihal APEC, ternyata program kerjasama ekonomi yang ditanganinya

|

beragam jenisnya dan tidak hanya terbatas ada masalah perdagangan, perindustrian,

dan investasi melainkan juga meliputi bidang sumberdaya manusia, infrastruktur,



e

usaha skalu.a kecil dan menengah, energi dan lingkungan. Adapun ruvang lingkup
kerjasama ekonomi APEC dapat dikelompokkan menjadi tiga bidang yakni :
1. liberalisai perdagangan dan inevestasi. 2. Fasiltas perdagangan dan investasi.
3. Kerjasama pembangunan termasuk kerjasama tehnik.

Dalam rangka mempercepat pelaksanaan ketentuan WTO maka berdasarkan
“Deklarasi Bogor” (Nopember 1994), APEC telah menentukan jadwal pelaksanaan
sistemn perdagangan bebas dan terbuka bagi anggotanya dinjulai tahun 2020. dengan
adanya komitemen tersebut maka arah perkembangan APEC telah menjadi semakin
Jelas, walaupun cara dan modalitas untuk mencapai tujuan tersebut masih harus
dirumuskan lebih lanjut. Di Osaka (Nopember 1995) para anggota APEC telah
menyetujui sebuah kerangka dasar Agenda aksi sebagai tekad untuk melaksanakan
kesepakatan Bogor, Agenda aksi tersebut masih akan dibahas secara lebih rinci dalam
tahun 1996 dan diharapkan pasa awal tahun 1997 sudah dapat dilaksanakan secara
penuh.”

Perkembangan APEC yang begitu cepat telah menjadikan APEC bukan saja
sebagai kawasan ekonomi yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tercepat di
dunia tetapi juga sebagai pusat kegiatan ekonomi danl bisnis.

Ditingkat sub-regional tujuan memperluas akses pasar juga telah mendapat
perhatian besar dalam rangka melaksanakan kerjasama dibidang ckonomi. Scperti
diketahui, sejak tahun 1992 ASEAN telah melakukan banting stir yakni setelah para
pemimpin ASEAN sadar bahwa strategi pembangunan ckonori bersifat inward-

looking akhirnya akan membawa malapetaka bagi bangsa ASEAN sendiri. Oleh

4 Absori, Penegakan Hukum dan Antisipasi Dalam Era Perdagangan Bebas, 1999, halaman 22,
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karena itu sti:ategi semacam itu diganti dengan strategi pemBangunan vang bersifat
outward-looking dengan menerima risiko yakni menghadapi langsung persaingan
global yang akan semakin memuncak.

Pada tahun 1992 lahirlah kesepakatan AFTA (Asean Free Trade Agreement)
yang bertujuan sekaligus mencapai “perluasan” dan “kesatuan” pasar. mekanisme
untuk melaksanakan AFTA adalah skema CEPT (Con*;rnon Effective Preferential
Tariff atau tingkat tarif efektif yang sama). Adapun mata dagangan (pos tari fy yang
masqk dalam skema CEPT dibagi dalam dua “daftar inclusion” dan “daftar
exclusion”. Khususnya bagikomoditi pertanian “murni” ditambah dengan daftar
ketiga yakni “daftar sensitif”. Tujuan AFTA ialah agar semua produk yang termasuk
dalam daftar exclusion dan sensitif berangsur-angsur dipinﬁah ke dasar inclusion.

. Pada tahap awal, komoditi yang masuk dalam skema:CEPT AFTA hanya

meliputi dua kelompok yakni produk manufaktur dan komoditi pertanian yang telah

]
1

diproses. Kemudian ditambah dengan kelompok komoditi pertanian murni (yang
télah diproses) dan kelompok sektor jasa yang ada kaitannya dengan kegiatan
perdagangan. Selanjutnya telah disepakati bahwa Jadwal penurunan tarif efektif
(produk CEPT) dilaksanakan secara bertahap sampai mencapai tarif akhir (ending
rate) sebesar 0-5% pada tahun 2003. Untuk pelaksanaannya dapat ditempuh dengan
dua cara, yakni memilih “jalur norlnal” atau “jalur cepat”. Sedangkan jadwal
penghapusan hambatan non-tarif akan dimulai pada tahun 2008.

Jadi kalau dibanding AFTA dengan WTO dan APEC ternyata jadwal
penurunan tarif AFTA adalah lebih cepat. Untuk membuktikan bahwa Indonesia
sangat mendukung terhadap AFTA dapat dilihat dalam jadwal penurunan tarif

seperti yang tercantum dalam Pakmei 1995 dimana pada tahun 2003 sebagian besar

8



v dari mata dagangan Indonesia dikenakan tarif antara 0-5%. Dalam Pakei 1995 jumlah
pos tarif 0:~5% telah ditingkatkan menjadi 4070, Sebelumﬁya jumlah baru mencapai
3232, Kerﬁudian dari seluruh 9398 (pos tarif) yang ada sekitar 6030 pos (64%) sudah
mengalami pénurunan.

Demikian pula sejumlah 81 pos tarif yang mengatur tata niaga telah dihapus.
Kini masih tersisa 189 pos tarif yang mengatur tata niaga impor. Dalam tahun 1994
nilai impor barang yang kena tata niaga impor. Dalam proses liberalisasi ekonomi ini
pemerintah | ternyata masih memberikan proteksi kepada SME yakni dengan
menyediakan 37 bidang usaha khusus untuk SME.

Dalam pembangunzn pada dasarnya dapat berasal dari dva sumber yakni
dalam negeri dan luar negeri. Sumber dalam negeri mempunyai keterbatasan
mengingat pendapatan perkapita Indonesia kini baru mencapai sedikit dibawah US
$1000. Maka tidak ada pilihan lain bagi Indoresia kecuali sumber dana dari luar
négeri yakni dengan mengandalkan pertumbuhan ekonomi yang dimotori oleh
kegiatan barang dlan jasa.

Untuk dapat masuk pasar dunia maka ekspor non-migas memégang peranan
sangat strategis. Agar komoditi dan jasa Indonesia dapat bersaing di luar negeri perlu
dihilangkan berbagai hambatan terhadap terciptanya peningkatan perdagangan bebas
dan investasi di tingkat dunia. Maka berbagai hambatan berupa tarif (bea masuk) dan
non-tarif (dikenal dengan istilah NTB) perlu berangsur-angsur dikurangi di kelompok

negara anggota WTO.%

9 Dresnan dan Gruegex (1991), Black (1991) Dalam Karya Poesad, Absori, Penegakan Hukum dan
Antisipasi Dalam Era Perdagangan Bebas, halaman 20.



Jadi perlgasan perdagangan antar negara dan pengurangan tarif seperti
tercantum dalam ketentuan WTO dilihat dari kepentingan nasional adalah sangat
sesuai dengan strategi pembangunan Indonesia. Dengan pengurangan tarif bea masuk
ke Indonesia maka berbagai bahan baku dan suku cadang serta barang modal yang
diimpor dengan dukungan infrastruktur fisik dan Jjaringan ditribusi yang baik serta
peranan lembaga keuangan yang kondusif akan menyebabkan biaya produksi menjadi
semakin rendah. Apabila kalau mutu pekerja Indonesia semakin trampil dan disiplin
maka dengan menggunakan tekno_logi yang handal Indonesia berpotensi untuk
menghasilkan barang ekspor yang kompetitif,

Sebagai anggota APEC sebenarnya Indonesia mempunyai peluang baik untuk
memperluas pasar ekspor. Pada tahun 1993 gabungan nilai produk domestik bruto
anggota APEC telah mencapai US $ 13 trilyun. Dalam segi ekspor, pangsa APEC
dalam ekspor dunia terus menunjukkan arah yang meningkat yakni dari 35% pada
tahun 1980 menjadi 64% pada tahun 1994. 'Selama kurun waktu 1980-1994
pertumbuhan ekspor APEC berkisar antara 7,6% dan 9,8% yakni melampaui tingkat
dunia.

Kekuatan ekonomi APEC ditunjang oleh saling membeli hasil produksi
sesama  anggotanya. Selama priode 1980-1994 perdagangan intra-APEC
menunjukkan arah yang meningkat sehingga nilai ekspor hasil hasil kedua jenis
komoditi industri tersebut dalam takun 1991 telah melampui Eropa.

Perdagangan di bagian Asia Timur dan Tenggara menunjukan pola sebagai
berikut : Jepang yang ekspornya semula mayoritas dalam komoditi consumer
durables mulai beralih ke capital goods dan parts. asian NIES dari non-durable goods

beralih ke capital goods dan parts. ASEAN pun demikian yang tadinya banyak
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v mengeképor bahan baku industri dan intermediate goods beralih ke capital goods dan
parts. écdwgkan China yang tadinya ekspor bahan baku industri dan intermediate
goods beralih ke capital goods, dan bagaimana kesiapan Indonesia di priode pasc
AFTA ASEAN? Seperti telah dijelaskan di. bagian terdahulu ternyata jadwal
penurunan tarif AFTA adalah lebih cepat dibandingkan dengan yang berlaku di WO
dan APEC. Oleh karena itu periode pasca AFTA merupakan uji coba pertama
Indonesia dalam melaksanakan persaingan global. -

" Angka statistik menunjukkan bahwa dari tahun 1990 ke 1994 ekspor
Indonesia ke ASEAN meningkat lebih dari dua kali yakni US $5,8 milyar. Pembeli
terbesar barang Indonesia di ASEAN adalah Singapura, disusul oleh Malaysia
ditempat kedua, Filipina ditempat ketiga, dan Thailand ditempat keempat. Sedangkan
impor Indonesia dari negara tetangga ASEAN dalam tahun yang sama juga
meningkat masing-masing dari $1,8 milyar menjadi $2,8 millyar. Ini berarti neraca
perdagangan Indonesia dengan anggota ASEAN memberikan surplus bagi Indonesia
terkecuali pada bulan Maret 1991 dan bulan Juni 1995.

Jadi meskipun dikalangan ASEAN posisi Indonesia ibarat “raksasa ekonomi”
tetapi ;iilihat dari volume perdagangan intra ASEAN pemimpinnya ialah Singapura,
diikuti Malyasia dan Thailand. Selanjuinya, berdasarkan perkembangan transaksi
perdaltganga-n intra ASEAN da_pat disimpulkan bahwa produk Indonesia ternyat telah
memiliki daya saing yang cukup baik di pasar ASEAN. Terkecuali dengan Brunei,
posisi perdagangan Indonesia dengan anggota ASEAN lainnya menguntungkan
Indonesia terutama dengan Singapura.

Dihadapkan pada perubahan lingkungan yang demikian pesat maka

! :
kelihatannya tidak ada jalan lain bagi ASEAN  unluk bergerak lebih cepat
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dibandingkan® dengan kawasan perdagangan bebas lainnya. Bagi Indonesia, dalam
upaya ke arah itu, perlu diingat ucapan Presiden Soeharto bahwa pada waktu AFTA
mulai dilaksanakan (tahun 2003) para pengusaha Indonesia pada umumnya dan para
pengusaha kécil dan menengah pada khususnya dapat menjamin agar “pasar dalam
negeri tidak lepas dari tangan kita dan bahkan mampu menembus pasar dunia serta
mempertahankan pangsa pasar di pasar dunia” dikutip dai Pidato Kenegaraan
dihadapan DPR tanggal 16 Agustus 1995.

Dari pengalaman negara lain dan juga Indonesia sendiri (sejak tahun 1986,
suatu paket kebijaksanaan deregulasi dan liberalisasi dalam bidang ekonomi dan
perdagangan serta investasi cenderung menyebubkan meluasnya'kegiatan di sektor
perdagangan (dalam dan luar negeri) sehingga dapat meningkatkan ekspor non-mi £2as.

Jadi dalam kaitan dengan AFTA, manfaat yang diterima oleh para pedagang
(termasuk eksportir dan importir) sangat tergantung dari harga pabrik {product price)
dan akses pasar serta selisih harga pembelian dan penjualan (trading margin). Kalau
pasar tersedia dan margin positif maka pada umumnya para pedagang dan distributor
akan merasakan manfaat dari liberalisasi perdaganéan yang pasti senang dengan
perluasan pasar adalah para konsumen karena harga barang, terutama yang diimpor,
dikenakan tarif yang rendah.”

Berbeda dengan sektor perdagangan, para produsén *di sektor industri
pengelohan dan pertanian dalam menghadapi liberalisasi perdagangan dan investasi
harus benar-benar disiapkan dengan matang karena dalam proses produksinya ada

keterkaitan dengan faktor teknologi dan pengetahuan serta manajemen. Artinya, perlu

€ Sudharto P. Hadi, Pembangunan Berkelanjutandi Era Globalisasi, Akademika UMS No. 02/1996,
halamar} 23,
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- 'kesiapan yang menyangkut mutu sumberdaya manusia dan jiwa kewirausahawan para
produsen/petani,

Dengan masih dihadapi berbagai kendala tetapi pada,umumnya daya saing
produk sektor industri dan pertanian Indonesia dan pasar ASEIAN cukup kompetitif,
Salah satu indikator adalah perkembangan ekspor non-migas yang pada tahun 1994
telah mencapai 65% dari seluruh nilai ekspor Indonesia ke ASEAN. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa garis besarnya Indonesia merasa siap bersaing di
pasar ASEAN kalau jadwal AFTA dilaksanakan tahun 2003.

Dalam WTO, AFTA arus perdagangan imerambah ke segala bidang, tidak
terbafas pada aspek sosial-kultural-politik-ekonomi tapi masuk kesemua aspek
kehidupan. Indonesia sebagai bagian dari dunia, telah berada dalam arus itu, pada saat
ini dan masa-masa yang akan datang. Meninjau langsurig Imigrasi sebagai intitusi
yang{ bersinggungan langsung dengan lalu lintas orang sebagai pelaku bisnis atau
negara, dalam fungsinya sebagai penjaga pintu gerbang negara, sangat relevan untuk
melakukan pengkajian atas pelaksanaan tugas dan funglsinya dikaitkan dengan
dampak AFTA tersebut ita. Trend yang terjadi di negara lain, terutama di negara-
negara yang secara teknologi lebih jauh tinggi, perlu mendapatkan pengamatan yang
seksama dan dipelajari kemungkinan yang akan segera terja.di di Indonesia.

Dampak perdagangan bebas dapat dipandang baik dari aspek negatif yaitu
kemungkinan merugikan, atau sebaliknya justru di manfaatkan dengan baik untuk
memperoleh banyak keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan bangsa. Baik

dampak positif maupun negatif akan menjadi tantangan bagi tugas-tugas imigrasi.
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Megghadapi WTO AFTA dan perdangan __bebas, Hukum keimigrasian dituntut
untuk men:yesuaikan kebijaksanaannya dengan perkembangan dan kebutuhan
masyarakat baik masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasional.

a. Untuk mengatasi membanjirnya orang asing sebagai pelaku bisnis maka hukum
keimigrasian serta kebijaksanan keimigrasian melakukan kerjasama didalam
pérdangangan bebas : |
. Kerjasama negara-negara Asia Tenggara bersepakat meneiapkan dacrah

perdagangan bebas untuk wilayah Asia Tenggara atau Asean Free Trade Arca

(AFTA) yang akan mulai berlaku dalam tahun 2003. Hal ini akan disusul

dengan tuntutan kemudahan fasilitas dan kemudahan bagi‘ pelaku perdagangan

tersebut dari masing-masing anggota.
2. Kerjasama Masyarakat Ekonomi Eropa (EEC) merupakan kerjasama negara-
negara di kawasan Eropa dalam bidang ekonomi. Pengaruhnya di dalam
-'::kebijaksanaan keimigrasian antara lain penghapusan tempat-tempat
pemeriksaan imigrasi di perbatasan masing-masing negara, diberlakukannya
single gate policy untuk pemeriksaan kedatangan dan keberangkatan orang
asing dari luar kawasan tersebut. Pembebasan bagi masing-masing warga
negara peserta dan berlakunya satu visa untuk orang asing dari luar kawasan
itu yang ingin memasuki negara-negara peserta,
3. Kerjasama multi lateral Asean yang semwula hanya 5 negara bertambah
menjadi 10 negara. Tuntutan dari negara-negara ASEAN yang baru (seperti
- Vietnam, Laos, dan Kamboja) untuk mendapat persamaan perlakuan dengan
negara-negara ASEAN lainnya agar warga negaranya dapat diberikan fasilitas

bebas visa untuk memasuki salah satu negara ASEAN lainnya.
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4. Adanya gagasan anggota Asia Pasific

Economic Counsil (APEC) untuk

memberlakukan APEC Bussiness Travel Card (seperti Smart Card) bagi

pelaku-pelaku busines memasuki negara-negera anggota. Hal ini akan

membentuk jaringan komputer, setidak-tidaknya terdapat hubungan komputer

diantara negara-negara peserta.

Riau), antara Sulawesi Utara, Malayst
Sulawesi Utara-Kalimatan Timur-Bruna
selatan (BIMP-EAGA). Kesemua kerjas
dengan pemberian berbagai kemudahan
kesepakatan diantara negara-negara an
(WTO) mengenai perdangan bebas telah
anggotanya untuk. melakukan perdagang
Termasuk di dalamnya penggunaan jasa
akan disusul dengan tuntutan penyid

terjadinya perlintasan sebagai pelaku b

ketentuan WTO akan berlaku pada 5 samp;

. Berbagai kerjasama pertumbuhan sepeti SIROJI.! (Singapore, Johor dan

a dan Thailand (IMTGT), antara
i Darusalam dan Philipina bagian
ima pertumbuhan ini perlu disertai
termasuk fasilitas keimigrasian dan
ggota World Trade Organi;ation
membuka pintu bagi negara-negara
an tanpa hambatan (barrier) lagi.
manusia (services). Kebebasan ini
ikan fasilitas yang memudahkan
usines tersebut. Beberapa diantara

ai 10 tahun.

b. Masalah yang menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM (Human Right), di dalam

UU No.9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang dapat dihubungkan dengan

masalah pencegahan dan penangkalan (cekal.

sebagai berikut :

Penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia (Pasal 15, 16 dan 21) ialah

berupa larangan bagi Warga Negara Indonesia untuk memasuki wilayah

Indonesia yang merupakan pelaku bisnis

dengan kata lain dilarang kembali ke 1
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berteﬂtangan dengan Hak Asasinya. fika larangan tersebut didasarkannya
kebéradaamaya di Indonesia nanti akan menimbulkan lﬁasalah, bukan berarti
yang beréangkutan tidak diperkenankan masuk ke wilayah Indonesia, tetapi akan
diselesaikan ketika yang bersangkutan telah berada di Indonesia. Untuk
mgnghindari adanya tuntutan terhadap peianggaran HAM, perlu
cfipertimbangkan untuk mencabut pasal-pasal yang menyangkut penangkalan
terhadap Warga Negara Indonesia dengan alasan apapun. Sedang penangkalan
‘;erhadap orang asing sebagai pelaku bisnis yaitu melarang orang-orang asing
sebagai pelaku binis tertentu untuk memasuki wilayah Indonesia didasarkan
pada kedaulatan negara, dimana setiap negara berhak untuk menetapkan siapa-
'siapa orang asing yang dapat diizinkan memasuki negaranya. Di dalam
kebijaksanaan keimigrasian, setiap negara yang akan dimasuki oleh orang asing,
sangat ketat dalam meneliti setiap orang asing yang akian memasuki negaranya,
kadang-kadang meskipun telah memenuhi persyaratan administratif,

Hal yang juga sangat penting ialah masalah pencegahan (Pasal 11 s/d 14)
ialah larangan bagi orang tertentu untuk meninggalkan wilayah Indonesia. Hal
ini juga menyangkut HAM, dimana seseorang dinyatakan bebas m?tuk pergi
meninggalkan suatu wilayah negara termasuk negaranya sendiri. Dari
sejarahnya, pencegahan yang dilakukan di Indonesia, semula dari kebijaksanaan
Pemerintahan Hindia Belanda sesudah perang dunia ke II, yang memberlakukan
bagi setiap orang yang akan meninggalkan wilayah Indonesia harus memiliki
izin keluar (exit_permit) dan harus melalui saringan berdasarkan daftar

pencegahan. Maksud dari kebijaksanaan tersebut ialah untuk menghalangi

pejuang-pejuang Republik Indonesia ke luar negeri dalam rangka perjuangan
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kemerdekaan Indonesia. Sistim pencegahan ini sampai kini masih diteruskan
tentu dengan alasan yang berlainan antara lain untuk mencegah larinya orang
yang mempunyai masalah dengan aparat hukum seperti sedang terlibat (Iialam
masalah tindak pidana. Alasan ini tidak dapat dipertahankan lagi, karena jika
seseorang sedang berada dalam suatu perkara pidana, oleh penﬂyidik atau
penuntut dapat dilakukan pencarian dan penangkapan dengan daftar pencarian
orang (dpo), bukan hanya dicegah saja kepergiannya. Jika yang bersangkutan
ternyata telah meninggalkan wilayah Indonesig, dapat ditempuh melalui kerja
sama Interpol untuk membawa kembali ke wilayah Indonesia. Sistim
pencegahan ini hampir tidak diberlakukan oleh negara-negara di dunia, dan
hanya beberap;cl negara yang memberlakukannya terutama oleh negara-negara
komunis untuk menghalangi warganya meninggalkan . negaranya untuk
mendapatkan kebebasan di negara lain. Untuk menghindari tuntutan atas
pelanggaran HAM yang menyangkut larangan meninggalkan wilayah Indonesia,

sistem pencegahan perlu diperhatikan untuk ditiadakan.

Pelayanan pengawasan dan penegakan hukum (law enforcement) keimigrasian

terhadap pelaku bisnis.

Dalam pelayanan perizinan keimigrasian dimana melayani 2 (dua)
golongan masyarakat yang besar yang perlu dibedakan, yaitu :
1. Masyarakat Warga Negara Indonesia;

2. Masyarakat Berkebangsaan Asing;

Untuk mengefektifkan pelayanan dan juga pengawasannya, untuk kedua

golongan tersebut dilakukan pemisahan dalam struktur organisasinya, schingga
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tidak terjadi kesimpangsiuran seperti yang pernah dialami pada masa silam.
Pemisahan pelayanan seperti ini banyak dilakukan oleh banyak negara, disatu
pihak terhadap warga negaranya, dilakukan pengawasan yaﬁg sangat ketat.

Sistem dan Prosedur merupakan rangkaian yang harus dilalui dalam

|
1

suatu kegiatan dalam organisasi termasuk dalam kegiatan pelayanan dan
pengawasan keimigrasian. Selama ini masalah sistem dan prosedur kurang
mendapat perhatian, sehingga pelayanan yang diberik.an menjadi simpang siur,
antara satu unit dengan unit lain yang memberikan pelayanan yang sama, melalui
prosedur yang berlainan sehingga membingungkan masyarakat. Pada waktu lalu
dikenal pameo organisasi Pemerintah, kegiatannya tidak didasarkan pada sistem
dan prosedur, namun didasarkan pada selera Pimpinannya sejak dari Pimpinan
yang tertinggi sampai pada Pimpinan yang terendah, sehingga setiap ada
penggantian pimpinan, maka Sist'em dan prosedur kegiatannya akan berubah.”
Dengan melakukan perbaikan peraturan perundang-undangan scbagai
dasar hukum, mereformasikan Struktur Organisasi yang lebih sesuai dengan
perkembangan era plobali-sasi, diciptakannya suatu sitem dan prosedur yang
baku yang tidak setiap kali dirubah sesuai dengan selera pimpinan serta dengan

meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya.

Penyalahgunaan perizinan olch ofang asing pelaku bisnis didalam
perdagangan bebas selama berada di wilayah Indonesia yang berupa :
1) Penyalahgunaan izin keberadaannya (izin tinggal) selama berada di wilayah

Indonesia.

7 Ibnu Syamsu, Drs, Pokok Organisasi dun Manajemen, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1998,
halaman 31.
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2) Penyalahgunaan kegiatannya, yaitu tujuannya ketika masuk ke wilayah
Indonesia.”

‘Untl'lk menanggulangi penyalahgunaan perizinan yang diberikan kepada
orang asing pelaku bisnis selama berada-di wilayah Indonesia, dilakukan
pengawasan orang asing oleh Imigrasi dan Instansi tekhnis vang menangani
kegiatan orang asing dibidang teknisnya sesuai dengan peraturan yang berlaku,
seperti peraturan perundang-undangan tentang penggunaan tenaga asi.ng.

Pengalaman dari implementasi pengawasan terhadap orang asing ini, baik
di Indonesia, maupun di negara-negara lainnya, bahkan di ncgara yang sudah
maupun, dirasakan sangat terkendala, sehingga pelanggaran dan penyalahgunaan
perizinan keimigrasian terus berjalan dan meningkat. Pengdawasan yang selama ini
dilakukan oleh kebijaksanaan keimigrasian dirusakan kurang efektif mengingat
luasnya wilayah yang harus diawasi, sedang tenaga yang |11él1gawasi terbatas, periu
diciptakan suatu sistem pengawasan yang mengikut serlakan masyarakal dalam
mengawasi orang asing selama mereka berda di wilayah Indonesia. Salah satu
sistem yang perlu dipikirkan, ialah dengan menerapkan ketahanan nasional di
biciéng pengawasan orang asing. Sebagaimana kita ketahui Indonesia telah
menerapkan ketahanan Nasional di berbagai bidang, seperti Bidang Hankam,
Bﬁdaya, Perekonomian dan lain-lain. Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis
dari masyarakat yang mampu menangkal segala hambatan, gangguan, ancaman
dan tantangan dari luar. Dengan berpangkal dari kondisi dinamis masyarakat

tersebut, ketahanan nasional di bidang pengawasan orang asing dapat diikut

8 Pemulangan/DeportasiWarga Negara Asing, Puslitbang Departeman Kehakiman, 1997/1998.
halaman 26
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sertakan masyarakat yang merasa bahwa keberadaan dan kegiatan orang asing
sealama berada di wilayah Indonesia, juga merupakan kepeatingan mereka,
sehingga ji-ka orang astng lerscbut melakukan pelanggaran, dirasakan olch
masyarakat akan merugikan masyarakat. Untuk menciptakan ketahanan nasional di
bidang pengawasan orang asing, perlu dilakukan pembinaan kepada masyarakat
yang dilakukan oleh Direktoral Jenderal Imigrasi beserta Instansi lainnya,
bagaimana scharusnya masyarakat bertindak terhadap orang asing yang diduga
melakukan penyimpangan atas perizinan yang diberikan kepada orang asing
tersebut. Pembinaan ini dilakukan seperti halnya dengan penugasan Petugas
Penyuluh Lapangan (PPL) dibidang pertanian -atau model ABRI Masuk Desu
(AMD). Dengan demikian, pengawasan terhadap orang asing yang berada di
wilayah Indonesia dapat secara efektif diawasi tanpa harus dengan lindﬁkan yang

menyimpang dari masyarakat.

Penegakan hukum di bidang keimingrasian (/aw enforcement)

Pelanggaran yang berupa tindak pidana imigrasi diproses melalui peraditan umum,
dimana pejabat Imigrasi dapat bertindak sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) dibawah koordinasi Penyidik Polri. Dalam prakieknya, proses peradilan
terhadap tindak pidana imigrasi berjalan agak lamban dan memakan waktu yang
cukup lama, sejak dari peradilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi.
bahkan sampai tingkat pengampunan. Dengan lamanya proses peradilan tersebut,
mudah dimanfaatkan oleh orang asing yang bermaksud tinggal lebih lama di
wilayah Indonesia dengan melakukan pelanggaran dengan harapan, jika dilakukan
melalui proses peradilan, akan tercapai tujuannya. Untuk menghindari hal-hal

tersebut, imigrasi mengambil tindakan administratif di luar proses peradilan antara
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o terseb"ut, imigrasi mengambil tindakan administratif di luar proses peradilan antara
lain segera mendeportasikan orang asing yang telah melakukan pelanggaran tindak
pidana imigrasi. Untuk mengatasi hal ini, perlu dipikirkan adanya peradilan yang
lebih tepat dengan tetap memperhatikan sistem hukum yang berlaku, namun
de':ngan suatu -proses peradilan yang cepat. Di beberai)a negara, masalah
penindasan hukum atas tindak pidana imigrasi ditangani oleh Pejabat Imigrasi
yang bertindak sebagai Penyidik dan sebagai Penuntut Jdi Pengadilan proscsnya
akan lebih cepat sampai pelaksanaan pengusiran (deportasi)

Untuk menanggulangi masalah-masalah tersebut harqs sudah mempersiapkan
perangkat-perangkat serta piranti yang mantap. Dalam hal ini minimal perlu
disiapkan sarana-sarana sebagai berikut :

1. Peraturan perundang-undangan;'

2. Struktur Organisasi;

3. Sistem dan Prosedur yang baku;

4. Kualitas Sumber Daya Manusia (S.D.M);

5. Penegakan hukum pasti, cepat dan tegas;

6. Sarana pendukung;

Peraturan Perundang-undangan yang kini telah dimiliki berupa U.U.No.9
Tahun 1992 tentang Keimigrasian sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagai
sumber hukum bagi kegiatan keimigrasian, karena sebagai‘ diuraikan di atas
banyak mengandung unsur pelanggaran Hak Asasi Manusia, sehingga perlu diubah

dan direvisi agar dapat memenuhi kepentingan perkembangan masyarakat kini dan

A Pendayagunaan Tenaga Fungsional PPNS, Puslitbang Departemen Kehakiman, 1996/1997.
halaman 17.
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masa ;fang akan datang. Demikian juga peraturan dibawahnya seperti Peraturan
Pemerintahnya dan peraturan-peraturan lainnya.

Bahwa dalam rangka menghadapi perdagangan bebas pada milenium III
hukum keimigrasian sudah harus mempersiapkan diri dengan mengadakan

reformasi diberbagai bidang kegiatannya antara lain :

1. | Merevisi U.U. No.9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dengan menghilangkan
pasal-pasal yang potensial mengandung pelanggaran Hak Asasi Manusia
(HAM), seperti hal-hal yang menyangkut penangkalan terhadap Warga Negara
Indonesia dan pencegahan terhadap Warga Negara Indonesia dan Orang Asing.
Yang tetap dipertahankan ialah penangkalan terhadap orang asing. Selain
pasal-pasal tersebut, perlu diperhatikan adanya kemudahan-kemudahan
terhadap Warga Negara Indonesia berupa pelayanan surat perjalanan, maupun
terhadap orang asing yang berupa kemudahan vislé, izin tinggal, didalam
melakukan perdagangan disamping perlu diciptakan suatu pengawasan
terhadap orang asing yang mantap dan mengikut sertakan masyarakat melalui
Ketahanan Nasional di bidang pengawasan orang asing. Dengan dilakukan

refisi U.U. No.9 Tahun 1992, juga Peraturan-peraturan Pemerintah serta

peraturan lainnya perlu direfisi sesuai dengan Undang-Undang tersebut.

2. Organisasi sebagai wadah kegiatan keimigrasian perlu disesuaikan dengan
perkembangan dan kebutuhan masyarkat secara efektif dan efisien antara lain
dengan memisahkan pemberian pelayanan kepada Warga Negara Indonesia

dan kepada orang asing. Perbaikan organisasi dilakukan baik di tingkat pusat,
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maupun tingkat daerah dengan memperhatikan Undémg-Undaug No.22 Tahun

1999 tentang Otonomi Daerah.

Didisain suatu sistem dan prosedur tetap (Standing Operational Procedure
(SOP) yang baku yangtidak mudah diganti-ganti setiap waktu sehingga akan

menciptakan kepastian dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Pembinaan Sumber Daya Manusia dengan sebanyak-banyaknya memberi
kesempatan untuk meningkatkan kemampuan baik kemampuan teknik
(tehnical skill) maupun kemampuan manajemen (managerial skill) dengan
mengirimkan ke lembaga-lembaga pendidikan baik di dalam negeri maupun di
luar negeri dan dengan diciptakannya suatu pola pembinaan karir yang

memberi kepastian atas jenjang karir setiap personil.

Sebagai Negara Hukum, maka prosedur dalam penegakan hukum di bidang
keimigrasian, perlu dipikirkan dan didesain suatu prosedur peradilan khusus

tindak pidana imigrasi yang pasti, tepat, cepat dan tegas dengan

memperhatikan kaedah hukum yang berlaku baik nasional, maupun

internasional.

Last but not least disiapkan sarana pendukung terutama suatu jariangan

informasi yaitu sistem informasi keimigrasian (sinkim) yang memungkinkan

kegiatan keimigrasian berjalan lancar sesuai dengan era inforimasi yang
.

berkembang dewasa ini. Tanpa adanya sistem informasi yang canggih, maka |

tidak mungkin kegiatan dapat dilaksanakan secars efektif dan efisein.

Dengan melakukan reformasi di bidang peraturan perundang-undangan,

penataan kembali organisasi yang lebih mantap dan memenuhi kebutuhan dan
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-r perkemb.;.mgan masyarakat, diciptakannya suatu sistem dan prosedur yang baku yang
dijadikan pedoman bagi kegiatan pelayanan dan pengawasan, d'{lakukan usaha-usaha
peningkatan kemampuan sumber daya manusianya baik di bidang teknis, maupun
dibidang daya manusianya baik dibidang teknis, maupun dibidang manajemennya dan
dengan suatu pola pembinaan karir yang mantap serta diciptakan suatu prosedur
proses peradilan yang mantap dalam penegakan hukum atas tindak imigrasi sesuai
dengan hukum yang berlaku dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip
kelembagaan nasional, memperhatikan ketentuan WTO, Afta dan perdagangan bebas

serta tidak terlepas dari sistem hukum nasional,

D. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk memperoleh penjelasan bagaimana peranan hukum keimigrasian. Dalam
melaksanakan pengaturan lalu lintas orang selaku pelaku Dbisnis didalam
perdagangan bebas serta hubungan antar bangsa dan negara.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana pengawasan dan perlindungan orang
asing pelaku bisnis. Sesuai dengan hukum keimigrasian

3. Mendapatkan gambaran tentang posisi Indonesia secara geo sirategis dalam

perdagangan bebas merupakan suatu tempat transit.

E. KONTRIBUSI PENELITIAN
Di dalam penulisan tesis ini diharapkan dapat memberi kegunaan dari segi

kegunaar :

1. Praktis :
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a. Diharapkan dapat memberi sumbangan atau masukan bagi policy maker
dalam mengambil keputusan atau membuat kebijaksanaan yang -berkaitan
dengan hukum ketmigrasian.

b. Memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat yang ingin mengetahui
dan berminat dalam memahami hukum keimigrasian.

c. Bermanfaat bagi orang asing yang berkepentingan ingin melaksanakan bisnis
dalam perdagangan bebas di era globalisasi.
2. Teoritis
Hasil penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi rekan-
rekan lainnya yang mexﬁpunyai minat yang sama uniuk di ‘kcmbangkan lebih luas

dan mendalam lagi.
F. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
noﬁ.-ﬁatif dengan alasan menjelaskan permasalahan yang akan diteliti dan hasil
penelitian yang diperoleh dalam hubungan dengan aspek hukumnya serta
menjelaskan realitas empirik dengan melakukan pendekatan kualitatif dan deduktif
dalam pengaturan lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia didalam

melakukan perdagangan.

2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi penelitian penelitian ini bersifat deskriftif y}ailu dimaksudkan untuk
memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-

gejala lainnya ( Soerjono Soekanto, 1986 : 10)
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Selain ftu pula untuk menggambarkan secara sistematis faktual dan akuran
mengenai data-data, sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti yakni
menggambarkan sifat hubungan hukum antara kebijaksanaan keimigrasian dengan

perdagangan bebas dan masalah hak azasi manusia.

Tahapan Penelitian
Proses penelitian ini pada dasarnya berbentuk siklus, akan tetapi dapat dibedakan
dalam tiga tahap utama sesuai dengan sifat kegiatannya yaitu; pertama. tahap

orientasi yang bersifat menyeluruh, dengan melakukan obervasi. kedua. tahap

~melakukan eksplorasi secara terfokus sesuai dengan domain yang dipilih sebagai

fokus. dan ketiga. tahap mengecek temuan penelitian terutama dengan melakukan

member checlk,

Lokasi dan Sampel Penelitian

Penelitian ini dilakﬁkan di Direktorat Jenderal Imigrasi Jakarta dengan alasan

pertimbangan sebagai berikut :

a) Direktorat Jenderal Imigrasi Jakarta merupakan Kuntor Pusat jajaran imigrasi
di Indonesia dengan demikian memudahkan peneliti‘ untuk mendapat data
yang aktual, faktual dan akurat secara langsung dari Pejabatupejabat Imigrasi.

b) Peneliti berdomisili di Jakarta dan bekerja. d-i'-Direktor:m.Jenderal Imigrasi
sehingga lebih memudahkan bagi peneliti untuk mengumpulkan data dalam

penelitian dan sekaligus pula dapat menghemat biaya penelitian

Sedangkan sampel penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling
yaitu dengan cara menentukan sampel/informan yang dianggap refresentatif

mewakili populasi. Sampel/informan awal adalah sebagai berikut :
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Salah seorang pejabat Imigrasi yang bertugas di tempat pemeriksaan Imigrasi

Bandahara Soekarﬁo Hatta,

Salah seorang pejabat imigrasi yang bertugas di pelabuhan laut Tanjung Priok.

Salah seorang pejabat imigrasi yang bertugas di Kantor Merak (Pelabuhan

Merak)

. . Salah seorang pejabat imigrasi yang bertugas di Kantor Bandara Halim

Perdana Kusuma Kantor Imigrasi Jakarta Timur.

Salah seorang pejabat imigrasi yang bertugas di Kantor Imigrasi Jakarta Barat.
Sampel/informasi berikutnya akan berkembang mengikuti prinsip “bola salju”
dan pilihan sampel akan berakhir setelah terdapai. indikasi tidak munculnya

variasi atau informasi baru.

. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data primer maupun data skunder, maka dalam pengumpulan

a)

b)

~ data ini menggunakan teknik penelitian seperti berikut :

Studi dokumen, yaitu dengan mengadakan pencatatan terhadap penelitian
yang berkaitan erat dengan masalah dokumen-dokumen keimigrasian yang
diberikan kepada orang asing dan warga negara Indonesia yang akan keluar
dan masuk wilayah Indonesia dalam melaksanakan perdagangan

Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung
kepada responden yang menjadi sampel penelitian dengan teknik yang
dipergunakan adalah interview guide, yakni wawancara yang berpedoman

pada daftar pertanyaan. Tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi
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pgrtanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara berlangsung
(tak berstruktur ),

c) Observasi alau pengamatan difokuskan pada tata cara pelayanan keimigrasian
kepéda masyarakat baik bagi WNI pelaku bisnis maupuﬁ terhadap orang asing
pelaku perdagangan internasional dan tata cara pengawasannya maupun ciri

penyelesaian jika terjadi pelanggaran atau tindak pidana imigrasi.

Analisis Data

Analisa data dilakukan dengan menggunakan analisis tak sonomis yaitu
penelaahan dilakukan lebil rinci dan mendalam yang difokuskan kepada masalah-
masalah tertentu. Adapun tahapan analisis dilakukan sebagai berikut :
a. dilakukan analisis secara deskriftif sebagai tahap awal dengan mengarah pada
hal-hal vang perlu diperhatikan untuk menentukan kategori.
b. menganalisi hal-hal yang menjadi perhatian dan menonjol untuk ditentukan
sebagai domain.
¢. menghubungkan domain yang satu dengan yang lainnya apakah didalamnya

ada unsur keterkaitan, hubungan sebab akibat schingga dapat diketahui secara

mendalam.

Teknik Pengecekan Validitas Data.
|

Untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu data dapat dilakukan dengan
menggunakan teknik friangulasi data. Teknik triangulasi data adalah teknik
pemeriksanaan keabsahan data memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu
untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu (Lexy J.Moleong

1995 : 178)
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1.

2.

- Sedangkan Denzin membagi empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan
yang dimanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Namun dalam’
penel:itian ini berpegang pada triangulasi sumber yakni membandingkan dan
mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yap gj diperoleh melalui waktu

3 * dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif (Patton dalam Lexy J. Moleong,

1995 : 178). Hal itu dapat dicapai dengan jalan :

Membandingkan data hasil pengamatan dengan data‘ hasil wawancara.
Membandingkan apa yang dikatakan orang dimuka umum dengan apa yang
dikatakan orang secara pribadi. - . .
Membandingkan apa yang dilakukan orang tentang situasi penelitian dengan
apa yang dikatakannya sepanjang waktu.

Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat
dan pandangan orang seperti orang awam, orang yang berpendidikan
menengah atau tinggi, orang swasta dan orang pemerintahan (Birokrat/Pejabat
Imigrasi)

Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan Tesis ini akan terdiri dari empat bab yang disusun dalam sistematika

penulisan sebagai berikut :

Babl

Pendahuluan, merupakan pengantar dan pedoman untuk pembahasan
bab-bab berikutnya. Bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan
masalah, kerangka teoritis, tujuan penelitian, kontribusi penelitian,

metode penelitian, sistematika peulisan tesis.
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-+ BabII

Bab III

Bab IV

Bab ini menguraikan tinjauan mengenai hukum keimigrasian dan
menguraikan prespektif perdagangan bebas, serta bagaimana peranan
hukum keimiérasian di dalam perdagangan bebas.

Dari uraian bab ini diharapkan memberikan bantuan bagi penulis untuk

menganalisis permasalahan yang muncul dalam tulisan ini.

Pada bab ini merupakan bab pembahasan yang memuat uraian mengenai
analisis penulis terhadap permasalahan yané ada dan juga merupakan

hasil penelitian,

Bab ini berisi kesimpulan dari yang telah diuraikan sebelumnya serta
saran-saran yang dianggap perlu, berdasarkan temuan-temuan yang

diperoleh dalam penelitian.
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1.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. HUKUM KEIMIGRASIAN SECARA UMUM

Pengertian dan ruang lingkup hukum keimigrasian

Istilah hukum kejmigrasian secara resmi digunakan oleh pemerintah tanggal
31 Maret 1992 tentang keimigrasian di buat dalam lembaran negara tahun 1992
Nomor 33. Penggunaan istilah Hukum Keimigrasian dapat ditemukan pada Bagian
Umum dari penjelasan Atas Undang-u:dang Keimigrasian dalaam tambahan lembaran
Negara Nomor 3474, Baik dalam Undang-undang keimigrasian maupun dalam
penjelasannya tidak dijelaskan.
Apa yang dimaksud dengan Hukum Keimigrasian, hanya dalam pasal 1 angka
1 Undang-undang keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau
keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah
Republik Indonesia.
Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa:
1. lapangan (objek) hukum dari Hukum Keimigrasian adalah lalu lintas dan
pengawasan keimigrasian ;dan
2. subjek hukum dari Hukum Keimigrasian adalah orang yang masuk atau keluar
wilayah Negara Republik‘ Indonesia dan orang asing yang berada di wilayah

Negara Republik Indonesia.
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" Yang di maksud dengan “orang” dalam definisi tersebut tidak hanya orang
Indonesi.at‘j saja, tetapi juga termasuk orang asing. Setelah memperhatikan pengertian
di atas timbul pertanyaan, apakah yang di namakan dengan hukum itu 7'

Sejak beberapa ribu tahun orang sibuk mencari definisi tentang hukum,
namun belum pernah terdapat sesuatu rumusan yang memuaskan. Apa yang
dituliskan oleh Kant lebih dari 150 tahun yang lalu : “Nochsuchen die juristen cine
definition zu ihrem begriffe von Recht”, masih tetap berlaku. Menurut -Pra.of. Mr. L.J.
Van Apeldorn, tidak mungkin memberikan suatu definisi tentang hukum, karena
hukum banyak seginya dan demikian luasnya, sehingga tidak mungkin orang
menyatukannya dalam rumus secara memuaskan.'"

Mr. Drs. E. Utrecht berpendapat, walaupun tidak mungkin membuat suatu
definisi apakah hukum itu, tetapi dia berusaha juga membikin suatu definisi sebagai
pedoman atau pegangan semata-mata. Jadi menurut Utrecht, hukum adalah himpunan
petunjuk-petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur
tata tertib dalam sesuatu masyarakat. dan oleh karena itu harus di taati oleh anggota
masyarakat yang bersangkutan.'?

‘Berdasarkan dengan pokok pikiran kedua pakar hukum tersebut, schingga
pengertian Hukum Keimigrasian lebih kurang dapat di gunakan sebagai pedoman
atau pegangan sebagai berikut. Hukum Keimigrasinn adalah himpunan petunjuk
yang mengatur tata tertib orang-orang yang berialu lintas di dalam wilayah Indonesia

dan pengawasan terhadap orang-orang asing yang berada di wilayah Indonesia”,

19 Abdullah Syahriful (James) SH, Memperkenalkan Hukum Keimigrasian, PT, Graha, Jakarta, 1993,
halaman 8

™ van Apeldorn,Inleiding tot de studie van het Nederlands recht. Terjemahan Oetarid sadino, Cetakan 11,
Penerbit Noordhoff ,Jakarta, 1957, halaman 13

12 B Utrecht Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Cetakan 111, Penerbit éalai Buku Indonesia,Jakarta,
1956,halaman 9.
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-+ Hukum Kei;ﬁigrasian masuk dalam Hukum Publik, yaitu hukum yang mengatur
hubungan antara Individu dengan Negara ( pemerintah),

Dengan adanya pencanangan Hukum Keimigrasian, bertambahlah khasana
ilmu Hukum di Indonesia, dan Hukum Keimigrasian pun mendapat tempat dalam tata
Hukum Indonesia, sehingga kedudukan (posisi) Hukum Keimigrasian sudah dapat di
sejajarkan dengan hukum-hukum yang telah lahir terlebih dahulu, seperti Hukum
Perpajajakan dan Hukum Perburuhan. Kalau Hukum Perpajakan dan Hukum
Perburuhan sudah di masukan dalam kurikulum beberapa Perguruan Tinggi Negeri
dan Perguruan Tinggi Swasta, maka sekarang tibalah gilirannya Hukum
Keimigrasian untuk di pertimbangkan menjadi mata kuliah pada jenjang pendidikan
tinggi terutama di Falkutas Hukum.

Peraturan perundang-undangan keimigrasian yang sekarang berlaku tersebar
dalaam berbagai peraturan perundangan—undangan, Sebagian masih Vmerupakan
peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda, Dan
sebagian diciptakan sesudaah Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945,

Peraturan perundang-undangan yang berasal dari masa Hindia Belanda-
Toelatingbesluit 1916 (Staatblad 1916 Nomor 47), Toclatingbesluit 1949 (Staadsblad
Nomor 331) begitu pula peraturan perundang-undangan ¥ang dibentuk  sctelah
Indonesia merdeka, seperti Undang-undang Nomor 9Drt.: Tlahun 1950 tentang
Pengawasan orang Asing. Undang-undang Nomor 8Drt, Tahun 1955 tentang tindak
pidana Imigrasi dan berbagai perundang-undangan lainnya, dipandang tidak sesuai
lagi dengan tuntutan dan perkembangan serta kebutuhan hukum masyarakat dewasa
ini. Baik karena perkembangan nasional maupun internasional telah berkembang

hukum-hukum baru yang mengatur mengenai wilayah negara dan hak-hak berdaulat
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v yang ‘diakui oleh hukum dan pergaulan internasiona! yang mempengaruhi ruang

lingkup tugas-tugas dan wewenang keimigrasian. '

2. Peranan Hukum Keimigrasian *

Setelah hampir setengah abad sejak proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17
Agustus 1945, maka pada tanggal 31 maret 1992 telah disahkan dan diundangkén di
Jakartzi UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA No. 9 Tahun 1992,
TENTANG KE IMIGRASIAN dan sekaligus semua bentuk peraturan dan
perundang-undangan terdahulu yang berkaitan dengan keimigrasian dinyatakan
sebagai tidak berlaku lagi,

Di dalam konsiderans disebutkan antara lain bahwa “pengaturan lalu lintas
orang masuk atau keluar wilayah Indonesia merupakan hak dan wewenang negara RI
dan fnerupakan salah satu perwujudan dan kedaulatan sebagai negara hukum yang
berdasarkan pancasila dan UUD 19457, '

Selanjutnya dinyatakan pula bahwa pengaturan keimtigrasian yang baru ini di
perlukan dalam rangka menghadapi “pelaksanaan pembangunan nasional yang
berwawasan Nusantara dan dengan semakin meningkatnya lalulintas orang serta
hubungan antar bangsa dan negara”, Dari diktum konsidérans tersebut jelas diakui
peranan hukum keimigrasian bersifat universal sebagai pengatur lalulintas orang
keluar/masuk wilayah RI dan pelinias tersebut dikaitkan dengan Pembangunan
Nasional dan hubungan antar bangsa dan negara. Hal ini menjelaskan bahwa peranan

hukum keimigrasian merupakan perpaduan aspek nasional dan internasional dengan

13) Eugelbent, MR.WA, UU dan Peraturan serta UUD sementara RI, Aw,- Sitthoffs nitgeversing NV.
Leiding 1956, halaman 24,

") Abdullah Syahriful (James).SH. Memperkenalkan Hukum Keimigrasian, PT.GrahaJakarta, 1996,
halaman 17.
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titik berat kepada aspek kedaulatan sebagai " negara hukum yang berdasarkan
pancasila dan UUD 1945,

Péda dasarnya peranan hukum keimigrasian bersifat unjversal yaitu
melaksanakan pengaturan lalulintas orang masuk/kelvar wilayah suatu negara sesuai
dengén policy negara yang telah digariskan dalam undang-undang dasarnya.'”

Kita dapat melihat ada negara yang menganut policy negara imigran seperti
Amerika Serikat, Australia, Amerika Latin dan beberapa negara Eropa yang
menerima perpindahan bangsa untuk bermukim di negaranegara tersebut
berdasarkan kuota visa imigran setiap tahunnya.

Ada beberapa negara lain baik di Eropa maupun di Asia yang menerima
kehadiran imigran secara terbatas yang dikaitkan dengan périmbangan jumlah
penduduk negaranya dan kualifikasi kegunaan para imigran lterhadap negara
penerip_na. Indonesia sejak tahun 1970 tidak lagi memberlakukan system kuota visa
yang Berarti bahwa Indonesia bukanlah negara imigran dan beralih dari “open door
policy warisan pemerintah Hindia-Belanda ke” selective policy pemerintah RI yang
lebih' mengutamakan asas manfaat dan daya guna pendatang asing di negara Republik

Indonesia,

3. Masuk dan Keluar bagi Pelaku Bisnis

Setiap orang pelaku bisnis yang masuk atau keluar wilayah Indonesia harus
melalui pemeriksaan imigrasi; jika yang bersangkutan tidak memiliki surat perjalanan
atau paspor, maka oleh pejabat imigrasi diambil tindakan dan keputusan sebagai

berikut:

1) prof. Dr. Awaloedin Djamin, SH, Posisi Hukum Keimigrasian Dalam Sistem Kenegaraan, Jakarta,
tahun 1998, halaman 20,
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-+ * Jika sé'seorang pelaku bisnis akan meninggalkan wilayah Indonesia dan tidak
memiliki surat perjalanan atau paspor yang berlaku, jika yang bersangkutan Warga
Negara Indonesia dipersilakan dahulu mengurus péspor di kantor imigrasi
setempat; jika yang bersangkutan orang asing pelaku bisni's, maka dipersilakan
menghubungi perwakilan negaranya di Indonesia untlllk mendapatkan paspor
kebangsaannya dan jika tidak memungkinkan untuk mendapatkan paspor dari
negaranya atau negara lain, kepada yang bersangkutan dapat diberikan paspor atau
laksana paspor untuk orang asing. Sebelum yang berséngkutan memiliki paspor,
keberangkatannya dicegah atau ditolak.'®

* Setiap pelaku bisnis, Warga Negara Indonesia atau orang asing baru dapat
meninggalkan wilayah Indonesia setelah pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan
imigrasi menerangkan tanda bertolak (cap segitiga) pada paspornya. Setelah
melalul pemeriksaan di tempat pemeriksaan imigrasi dan tidak terdapat hal-hal
yang memberatkan terhadap masuknya orang asing kewilayah Indonesia, maka
oleh pejabat imigrasi diberikan yang diterapkan pada visa atau paspornya. Izin
masuk yang diberikan akan berupa yaitu izin masuk sekaligus izin keberadaannya
di wilayah Indonesia bagi orang asing yang kedatangan untuk singgah atau
kunjungan;

Setiap orang pelaku bisnis (Warga Negara Indonesia atau orang asing) yang
masuk kewilayah Indonesia dari luar negeri, wajib melalui pemeriksaan imigrasi
untuk mendapatkan izin masuk setelah hasil dari pemeriksaan tidak terd;clpat hal yang
memberatkan (penangkalan). Demikian juga setiap orang yang meninggalkan

wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan imigrasi untuk dilakukan pengecekan

% 1y Adiwinata, Pengertian Imigrasi, Diklat Kursus Pejabat Imigrasi, tahun 1957, halaman 13,

36



- apakéh yang bersangkutan terdapat dalam daftar pencegahan dan jika tidak terdapat
hal yang memberatkan diberikan tanda bertolak.

Tempat pemeriksaan imigrasi yang dahulu dikenal dengan nama Pelabuhan
Pendaratan adalah tempat-tempat tertentu di pelabuhan laut, Bandar udara atau
tempat didarat, oleh Mentri Kehakiman ditetapkan sebagai tempat Pemeriksaan
Imigrasi, dimana ditempatkan Pejabat Imigrasi yang bertugas melakukan
pemeriksaan terhadap orang-orang yang akan masuk atau keluar wilayah Indonesia.
Tidak semua pelabuhan atau Bandar udara di tetapkan sebagai Tempat Pemeriksaan
Imigrasi.'”

Tempat pemeriksaan imigrasi dapat juga ditetapkan di darat, seperti hainya
diperbatasan Negara Republik Indonesia dengan Negara tetangga, contohnya di
Entikong di Kalimantan Barat.

Selain tempat pemeriksaan Imigrasi yang ditetapkan oleh Mentri Kehakiman
secara permanen, &apat juga diperlakukan sebagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi
secara Insidentil atau sementara dimana dikirimkan Pejabat Imigrasi untuk
melakuican pemeriksaan terhadap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia,
seperti di anjungan lepas pantai atau diatas kapal aiau pesawal yang sedang dalam
perjalanan ke wilayah Indonesia.

Visa merupakan syarat untuk dapat melakukan perjalanan dan masuk ke
wilayah Indonesia di samping paspor. Tanpa visa orang asing akan ditolak izin
masuk ke wilayah Indongsia hanyalah orané—orang asing pelaku bisnis yang
bermanfaat bagi kepentingén negara dan masyarakat seperti pemasukan devisa dan

membantu pembangunan dalam bentuk modal dan tenaga ahli serta tidak

) Abdullah Syahriful (James) SH, Memperkenalkan Hukum Keimigrasian, PT. Graha, Jakarta, 1993.
halaman 21. ‘
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-menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan nasional dan menghargai

kebudayé.aﬁ masyarakat Indonesia. Kebijaksanaan yang dianut oleh Pemerintah

Indonesia di bidang keimigrasian ialah kebijaksanaan saringan (selective policy).

Pencegahan dan Penangkalan bagi Pelaku Bisnis

Pencegahan adalah larangan yang bersipat sementara terhadap orang-orang

tertentu untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu. Pelaku

bisnis yang terkena pencegahan tidak di dijinkan oleh pejabat imigrasi-di Tempat

Pemeriksaan Imigrasi untuk meninggalkan wilayah Indonesia dan tidak diberi tanda

Bertolak.

Kewenangan untuk membuat keputusan pencegahan terhadap seseorang

diberikan kepada pejabat yang menyangkut bidang tugasnya yaitu:

®

Yang menyangkut urusan keimigrasian di lakukan oleh Menteri yang dalam hal
ini Menteri Kehakiman;

Yang menyangkut masalah piutang negara dilakukan oleh Mcnl‘cri Kevangan
Yang menyangkut pelaksanaan ketentuan pasal 32 hurul g Undang-undang
nomor 5 tahun 1991 tentang kejaksaan Republik Indonesia di lakukan olch
Kejgksaan Agung.

Yang menyangkut masalah pemeliharaan dan penegakan keamanan dan
pertahanan negara di yang diatur dalam undang-undang nomor 20 tahun 1982
tentang ketentuan-ketentuan pokok Pertahanan Kecamanan Negara Republik
Indonesia sebagai mana yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 1
Tahun 1988, di lakukan oleh Panglima Angkatan Berseﬁjata Republik Indonesia.

Mengingat pencegahan merupakan pembatasan terhadap hak-hak seseorang,
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maka dalam mengambil keputusan, pejabat yang berwenang harus di dasarkan
alasan yang sah dan ,wewenang ini tidak dapat dilakukan oleh pejabat yang.lebih

rendah berda‘sar_‘delagasi wewenang.

Pelaksanaan keputusan pencegahan di laksanakan oleh menteri dalam hal ini
Menteri Kehakiman yang dalam pelaksanaanya di tunjuk pejabat imigrasi yang
bertugas di tempat pemeriksaan imigrasi dan kantor-kantor imigrasi melalui Direktur
Jendral Imigrasi. Keberatan terhadap pencegahan -diajukan kepada Pejabat yang
mengeluarkan keputusan.

Keputusan pencegahan harus merupakan keputusan tertulis yang di tanda
tangani oleh Pejabat yang berwenang, schingga orang yang terkena pencegahan
mengerti mengapa. ia dikenakan dan jika ia ber%eberatan atas pencegahan tersebut,
mengetahui kemana ia harus mengajukan keberatannya,'®

Keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang harus di lengkapi
oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) hal. Jika keputusan tidak lengkap' atau kurang,
maka Menteri Kehakiman atau pejabat yang ditunjuk untuk meﬁaksanakan keputusan
tersebut dapat menolak dan mengembalikan kepada pejabat yang membuat keputusan
untuk di lengkapi.

Keputusan pencegahan harus di sampaikan kepada yang terkena pencegahan
paling lambat 7 (tujuh) hari, sehingga cukup waktu untuk Fnenyampaikan kepada
pejabat yang akan melaksanakan dan kepada yang ierkena juga menyampaikan waktu

untuk mengatur pemberangkatannya atau membatalkannya.

¥ 1. Adiwinata, Pengertian Hukum Imigrasi, Jakarta 1987, halaman 19.
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Péncegahan yang menyangkut keimigrasian dan piufang negara berlaku
paling lama 6 (enam) bulan. Pencegahan tersebut dalam keputusan Pejabat yang
berwenang menentukan dapat berlaku kurang dari 6 (enam) bulan, Pencegahan
tersebut dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali setiap perpanjangan untuk jangka
waktu paling lama 6 (enam) bulan, berarti seluruh pencegahian berlaku seluruhnya
paling lama 18 (delapan belas) bulan dan tidak dapat diperpanjané lagi.

Jika terhadap sescorang yang telah dikenakan pencegahan, diperlukan
pencegahan lagi, maka akan diberlakukan pencegahan baru, bukan perpanjangan.
Masa berlaku pencegahan dapat di cabut sebelum masa berlakunya habis oleh pejabat
yang mengeluarkan keputusan pencegahan. Pencabutan juga berlaku, bila telah habis
masa. berlakunya tidak ada perpanjangan atau pencegahan telah berlaku selama 18
(delapan belas) bulan, maka pencegahan berakhir demi hukum.

Pencegahan yang menyangkut pidana yang diputuskan oleh Jaksa Agung dan
dapa_t diperpanjang sesuai dengan keputusan Jaksa Aguné,. Berakhirnya pencegahan
ditetapkan oleh Jaksa Agung setelah berakhirnya masa pencegahan atau selama masa
berlakunya pencegahan. |

Pencegahan yang menyangkut pemeliharaan dan penegakan keamanan dan
pertahanan negara berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang
beberapa kali dan setiap perpanjangan paling lama untuk waktu 6 (enam) bulan dan
seluruh masa perpanjangan tidak lebih dari 2 (dua) tahun yang berarti seluruh
pencegahan dengan perpanjangan paling lama 2,5 (dua setengah) tahun. Pencabutan

pencegahan dapat dilakukan oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

sebelum masa berlaku pencegahan berakhir, atau pada waktu habis berlaku masa
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pencegahan tidak ada perpanjangan atau masa pencegahan telah berlaku selama 2
(dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pencegahan.

Jika telah ada keputusan pencegahan dari pejabat-pejabaf yang berwenang
terhadap seseorang dan masih berlaku, maka pejabat imigrasi wajib menolak
keberangkatannya keluar wilayah Indonesia. Jika terjadi bahwa pencegahan
seseorang telah habis masa berlakunya dan tidak ada keputusan perpé.njangan atau
telah "habis seluruh masa pencegahan termasuk perpanjangannya, maka pejabat
imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi dapat mengijinkan yang bersangkutan keluar

wilayah Indonesia dengan memberikan tanda bertolak. 19)

Penangkalan adalah larangan yang bersifat sementaral terhadap Orang-orang
tertentu unfuk masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan alasanj tertentu. Pelaku bisnis
yang terkena panangkalan tidak di ijinkan masuk oleh Pejabat'hnigrasi di Tempat
Pemeriksaan Imigrasi dan harus di kembalikan ke negara asalnya atau ketempat lain
di luar wilayah Indonesia oleh alat angkut yang membawanya atau dengan alat
angkut lain atas jaminan penanggung jawab alat angkut y;mg membawanya masuk ke
Wilayé.h Indonesia.

Keputusan penangkalan terhadap orang asing pelaku bisnis yang menyangkut
urusan keimigrasian dilakukan oleh menteri kehakiman.

Keputusan penangkalan terhadap orang asing pelaku bisnis yang menyangkut
pelaksanaan ketentuan pasal 32 huruf g Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991
tenta‘ng Kejaksaan Republik Indonesia dilakukan oleh Jaksa Agung terutama yang

berhubungan dengan urusan pidana.

i
1

') Prof. Dr. Awaloedin Djamin, Posisi Hukum Keimigrasian Dalam Sistem Kenegaraan, Jakarta, tahun
1998, halaman 29,
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,‘""I\'{eputusan penangkalan terhadap orang asing pelaku bisnis yang menyangkut
pemeliharan dan penegakan keamanan dan pertahanan negara terhadap orang asing
dilakukan oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Kewenangan dalam pengambilan keputusan penangkalan dari ketiga pejabat
tersebut tidak dapat dilimpahkan kepada pejabat lainnya.

Pelak;anaan penangkalan tersebut oleh Menteri Kehakiman atau Pejabat
Imigrasi di Ténlpat Pemeriksaan Imigrasi yang diberi wewenang untuk menolak
orang asing yang terkena penangkalan untuk masuk ke wilayIah Indonesia.

Warga Negara Indonesia hanya dapat ditangkal dalam hal-hal tertentu yang
memerlukan pertimbangaﬁ yang matang dan ditinjau dari beberapa segi, karena
sebagai warga negara berhak untuk masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan pasal
2 UU No 9 thn 1992 oleh sebab itu untuk mengambil keputusan terhadap Warga
Negara Indonesia tidak dilakukan olch seorang pejabat yang berwenang, tetapi oleh
sebuah tim yang diketuai oleh menteri kehakiman dan anggotanya terdiri dari Instansi
yang terkait terhadap kedatangan dan keberadaannya di Wilayah Indonesia terutama
yang menyangkut segi Keamanan dan Keselamatan bangsa keseluruhan dan yang
bersangl'cutan sendiri bila ia berada di Indonesia.

. Pelaksanaan keputusan penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia
dilakukan oleh Menteri Kehakiman atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yaitu Pejabat
imigrasi di Tempat pemeriksaan Imigrasi yang akan menolak memberikan izin maéuk
ke wilayah Indonesia kepada yang bersangkutan. Alasan untuk melakukan
penangkalan terhadap orang asing pelaku bisnis ialah sikap dan perbuatan orang
asing pelaku bisnis tersebut yang dinilai atau c¢iduga akan merﬁgikan kepentingan

Negara dan masyarakat Indonesia sesuai dengan kebijaksanaan di bidang
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keimigrasian, yaitu yaitu kebijaksanaan saringan (selective policy), dimana hanya
orang asing pelaku bisnis yang bermanfaat yang diizinkan masuk kewilayah
Indonesia. Sikap bermusuhan, kegiatan yang bertentangan dengan keamanan,
ketertiban, agama, adat dan kebiasaan bangsa daﬁ masyarakat Indonesia, orang asing
yang menghindari diri dari ancaman hukuman atas kejahatannya yang dilakukan di
negerinya atau dinegara lain, kejahatan mana juga akan dikenakan hukuman
berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Demikian juga alasan-alasan yang
menyéngkut keimigrasian, seperti pernah diusir atau dideportasi, penyalahgunaan
perizinan dan lain-lain yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Penangkalan terhadap orang asing pelaku bisnis di tuangkan dalam keputusan
tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu oleh Menteri
Kehakiman, Jaksa Agung atau Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
sesuai dengan bidang masing-masing. Penangkalan terh'adap Warga Negara
Indonesia dituangkan dalam keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat vang
berwenang sebagai ketua tim yang berwenang sesuai dengan pasai 16 ayat (1).

hDalam keputusan tertulis untuk penangkalan, harus memuat identitas yang
jelas, : seh.ingga tidak menimbulkan keraguan terhadap orang yang terkena
penangkalan; alasan yang jelas, sehingga yang bersangkutan.mengetahui alas an
meng:apa ia dikenakan penangkalan, sehingga jika ia akan mengajukan usaha hukum
mengetahui jelas alas an penangkalan dan lamanya waktu penangkalan.

Keputusan penangkalan tidak di sampaikan kepada yang bersangkutan, karena
sukar menetapkan tempat tinggal orang yang terkena penangkalan. Keputusan itu

dikirimkan ke Perwakilan Republik Indonesia, yang dapat menyampaikan kepada
!
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.. yang bersangkutan atau jika yang bersangkutan datang ke Perwakilan Republik
Indonesia untuk memohon Visa,

- Waktu penangkalan yang keputusannya di keluarkan oleh Menter] Kehakiman
dan Panglima Angkatan 'Bersenjata Re;publik Indonesia masing-masing berlaku ]
(satu) tahun dan dapat diperpanjang jika dengan alasan yang jelas untuk beberapa kali
tanpa batas. Jika tidak ada perpanjangan lagi, maka penangkalan berakhir demi
hukum atau dapat dicabut sebelum waktunya. Sedang penangkalan yang diputus oleh
Jaksa Agung waktunya ditetapkan oleh Jaksa Agung termasuk perpanjangannya.

Jika tidak ada perpanjangan lagi, penangkalan akan berakhir demi hukum atau dapat

dicabut sebelum waktunya.

5. Keberadaan orang asing di Indonesia dalam perdagangan bebas.,

Setiap orang asing pelaku bisnis didalam perdagangan bebas yang berada di
wilayah Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian.  Izin keimigrasian )I/ang
dimaksud merupakan bukti keberadaan yang sah bagi setiap orang asing pelaku
bisnis yang melakukan perdagangan di wilayah Indonesja.2®

Jadi izin keimigrasian yaitu izin tinggal selama orang asing pelaku bisnis
berada di wﬂayah Indonesia. Izin-izin ini menggantikan izin-izin keberadaan orang
asing pelaku bisnis yang selama ini diberikan, baik yang dikeluarkan berdasarkan
Penetapan Izin Masuk, Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1955 tentang kepen-
dudukan Orang Asing, maupun yang berdasarkan keputusan Direktur Jenderal

Imigrasi yang berupa izin singgah, Izin kunjungan dan Izin Tinggal Sementara yang

berbentuk Kartu Izin Masuk Sementara(KIM/S).2V -

) H.J.de Graft beschicdens van Indonesia, Sefarah Indonesia, Penerbit Pustaka pakuan Bandung,1983. halaman 23.
2 Abduliah Syahriful SH, Memperkenatkan Hufum Keimigrasian, PT. Gahara, Jakarta, 1993, halaman 37,
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Izin singgah dan Izin Kunjungan merupakan izin tinggal singkat(short visit
stay) yang perijinannya berupa cap yang diterakan pada surat perjalanan (paspor),
sedangkan Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap sebagai pengganti Kartu Izin
Masuk (KIM), Kartu Izin Masuk Sementara(KIM/S) dan Surat Keterangan
Kependudukan (SKK).

Yang dimaksud dengan izin singgah sering juga disebut transit adalah izin
untuk berada di wilayah Indonesia yang diberikan kepada orang asing pelaku bisnis
yang memerlukan singgah di Indonesia dalam perjalananya menuju atau meneruskan
perjalanan tersebut. Karena Izin singah memberikan izin memasuki wilayah
Indonesia, maka semua persyaratan keimigrasian harus dipenuhi termasuk tiket untuk
meneruskan perjalanan ke negara tujuan.

Yang dimaksud dengan izin kunjungan ini sesuai dengan sifatnya adalah
kunjungan singkat, untuk tugas-tugas pemerintahan, kegiatan social budaya, atau
usaha. Jangka waktu atau izin kunjungan disesuaikan dengelm keperluan atau jadwal
kegiatan tersebut izin kunjungan kepariwisataan di tentukan sesuai denganperlakuan
ﬁerundang-undangan yang berlaku. Adapun yang dimaksud dengan kunjungan
kegiatan sosial budaya antara lain untuk mengisi kesenian,misi pendidikan, atau
program tukar menular budaya.,

Yang dimaksud dengan izin tinggal terbatas adalah izin yang diberikan
kepada orang asing yang memenuﬁi persyaratan-persyaratan keimigrasian dan
mengajukan permohonan tinggal untuk jangka wakftu terbatas di wilayah Indonesia
baik karena pekerjaan atau alasan-alasan lain yang sah.

Yang dimaksud dengan izin Tinggal Tetap adalah izin yang di berikan kepada

orang asing, pelaku bisnis yang telah menetap diwilayah Indonesia secara berturut-
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turut untuk jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan-persyaratan
keimigrasian serta syarat -syarat lain yang akan di atur dengan pevaturan pemerintah
Selanjutnya dalam pefaturanpemerintah akan di atur pula mengenai istri dan anak-
anak orang asing yang mendapat izin tinggal tetap tersebut. Bagi orang asing yang

mendapat izin Tinggal Tetap berlaku  semua ketentuan—ketentuan tentang

‘kependudukan Indonesia.

Izin Singgah dan Izin Kunjungan adalah izin yang diberikan kepada orang
asing pelaku bisnis untuk berada di wilayah Indonesia dalam rangka kunjungaﬁ
singkat, tidak untuk bertempat tinggal. Oleh sebab itu kedua izin keimigrasian
tersebut berupa catatan yang diterakan pada paspor yang bersangkutan, tidak dalam
bentuk Dokumen Imigrasi dan di berikan langsung bersama dengan izin masuk oleh
Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Sedangkan Izin Tinggal Terbatas
dan Izin Tinggal Tetap diberikan berupa Dokumen Imigrasi seperti halnya Kartu Izin
Masuk dan surat Keterangan Kependudukan wmenurut ketentuan yang lama dan
dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi setempat maupun atau dasar persetujuan Direktur
Jenderal Imigrasi.

Izin dapat ditolak, jika orang asing sebagai pelaku bisﬁis di dalam
perdagangan bebas atau tidak memberi izin kepada orang asing pelaku bisnis untuk
masuk ke wilayah Indonesia apabila orang asing tersebut
a. Tidak memiliki surat perjalanan yang sah
b. Tidak memiliki visa
c. Menderita gangguan jiwa atau penyakit menular yang membahayakan kesehatan

urmum
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d. Tidak memiliki izin masuk kembali atau tidak mempunyai izin untuk masuk
kenegara lain

e. Ternyata telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh surat
ﬁerj alan atau visa.(Pasal 8 Undang-undang No. 9 tahun 1992).

Izin tinggal tetap hanya diberikan kepada orang asing yang memiliki paspor
kebangsaan tertentu, dengan demikian izin tersebut tidakldapat diberikan kepada
orang asing yang hanya memiliki paspor untuk orang asing atau surat perjalanan
laksana paspor atau yang sejenisnya yang telah diizinkan masuk wilayah Indonesia.

Kepada orang asing tersebut hanya sampai Izin Tinggal Terbatas.””

Izin masuk kembali (pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-undang No.9
tahun1992) hanya diberikan kepada pémegang izin tinggal terbatas dan Izin Tinggal
Tetap yang masih berlaku; sedang kepada pemegang Izin Singgah dan Izin
Kunjungan tidak dapat diberikan izin masuk kembali, kecuali jika yang bersangkutan
memiliki visa untuk beberapa kali perjalanan atau orang asing yang tidak diwajibkan

menmiliki visa (pasal 7 ayat (1) huruf a. Undang -undang No,9 tahun 1992).

Untuk pengaturan tentang prosedur pengeiuaran izin keimigrasian, telah
dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 lentang Visa, Izin Masuk,
Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 55 dan Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3536

Surat Perjalanan Republik Indonesia untuk Pelaku Bisnis

Surat perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang

berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk

22)

Sudikun Adikun Mertokusumo, Mengenal Hukum Keimigrasian, Liberty, Yogyakafta tahun 1991, halaman 20.
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" melakukan perjalanan antar negara yang dimaksud dengan surat perjalanan ialah
yang lazim disebut paspor atau surat perjalanan (keterangan) laksana paspor yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara kepada warga negaranya
atau kepada orang asing tertentu yang berdiam atau bnertempst tinggal dinegara
tersebut. Paspor berfungsi sebagai bukti identitas dan sebagai dokumen perjalanan
untuk melakukan perjalanan antar negara.™ Surat perjalanan untuk pelaku bisnis
yaitu :

— Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk
Warga Negara Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspdr untuk Orang Asing
di Indonesia diberikan oleh Menteri Kehakiman atau Pejabat yang ditunjuk, dalam
hal ini Direktur Jenderal Imigrasi yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada
Kepala Kantor Imigrasi didaerah; di Luar Negeri oleh Pejabat Imigrasi atau
Pejabat Dinas Luar Negeri pada Perwakilan Republik Indor{esia.

~ Paspor Diplomatik, Paspor Dinas dan Surat Perjalanan Lal;sana Paspor Dinas
dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk dan
pengeluarannya hanya di Indonesia.

— Paspor Haji dikeluarkan oleh Menteri Agama atau Pejabat yang ditunjuk oleh
Menteri Agama dan dikeluarkan hanya di Indoncsia. Bagi Warga Negara
Indonesia yang bertempat tinggal di Luar Negeri dan bila ingin menunaikan
ibadah haji, dapat mempergunakan Paspor Biasa yang dikeluarkan oleh

Perwakilan Republik Indonesia.

Surat perjalanan Republik Indonesia sebagai dokumen negara, yang berarti,

jika tidak dipergunakan lagi harus dikembalikan kepada Negara dan tidak dapat

|
) H.J, Adiwinata, Pengertian Imigrasi, Diklat Kursus Pejabat Imigrasi Talun 1957, hataman 28.
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w dipindah tangankan. Oleh sebab itu pemegang paspor tidak dinyatakan sebagai
pemilik tapi sebagai pemegang paspor (passport holder).

Bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri, dapat
diberikan paspor biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara
Indonesia oeh Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah tempat kerjanya
termasuk tempat tinggal yang bersangkutan. Bagi Warga Negara Indonesia yang
bertempat tinggal di luar negeri, paspor biasa dip;erlukan selain untuk keperluan
melakukan perjalanan antar negara, juga sebagai identitas kewarganegaraan
Indonesia,

Dalam keadaan khusus tidak dapat diberikan Paspor Biasa, sebagai
penggantinya diberikan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara
Indonesia. Keadaan khusus disini dimaksudkan seperti dalam rangka pemulangan
Warga Negara Indonesia dari luar negeri, karena Paspor biasanya hilang diluar negeri
dan akan kembali ke Indonesia, pengiriman rombongan Warga Negara Indonesia
untuk' tujuan khusus yang tidak memerlukan Paspor Biaso -bagi sctiap anggota
rombongan atau karena ada perjanjian Bilateral khusus dengan negara luin seperti
pengiriman tenaga kerja atau dalam rangka legalisasi tenaga kerja yang telah berada
diluar negeri dan keadaan khusus lainya,*?

Paspor Diplomatik diberikan oleh Menteri Luar Negéri atas nama Presiden
Republik Indonesia kepada Warga Negara Indonesia yang e;kah ditempatkan pada
Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan status diplomatik atau yang
ditugaskan mengadakan perjalanan keluar negeri dalam rangka perjalanan dinas yang

bersifat diplomatik seperti menghadiri rapat atau konperensi sebagai anggota delegasi

) Sudikun Adikun Mertokusumo, Mengenal Hukum Keimigrasian, Liberty, Yogyakarta tahun 1991,
halaman 26,
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yang perlu diberikan status dipomatik. Paspor Diplomatik hanya dikeluarkan di
Indonesia di Departemen Luar Negeri.

Paspor dinas dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri atau Pejabat yang
ditunjuk kepada Warga Negara Indonesia yang akan cliten;patkan di Perwakilan
Republik Indonesia yang tidak diberi status diplomatik, seperti angota keluarga dari
Pejabat yang ditempatkan di Perwakilan Republik Indonesia dengan status
Diplomatik atdu anggota delegasi keluar negeri untuk menghadiri .pertemuan yang
sifatnya tidak perlu dengan status diplomatik, atau petugas yang mendapat tugas
belajar keluar negeri atas biaya negara.

. Dalam hal khusus tidak dapat diberikan Paspor Dinas, maka dikeluarkan Surat
Perjalanan Laksana Paspor Dinas seperti pengiriman rombongan Angkatan
Bersenjata yang akan mengikuti latihan latihan bersama dengan negara lain dalam
wakt.u yang singkat dan tidak diperlukanl setiap anggota diBerikan Paspor Dinas.

Paspor orang asing pelaku bisnis hanya diberikan kepacia orang asing pelaku
bisnis yang telah memiliki Izin Tinggal Tetap atau dahulu dlisebul sebagai Penduduk
Indonesia, jika yang bérsangkutan akanmelakukan perjalanan ke luar wilayah
Iﬁdonesia dah mungkin akan kembali. Jadi orang asing pelaku bisnis yang hanya
memiliki Izin Singgah, Izin Kunjungan dan Izin Tinggal Terbatas tidak
dimungkinkan untuk diberikan paspor untuk orang asing. 2

Jika orang asing pelaku bisnis yang memperoleh paspor untuk orang asing,
memperoleh Surat Perjalanan dari negal‘anya atau negara lain, maka paspor untuk
orang asing pelaku bisnis tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi dan harus di serahkan

kepada Kantor Imigrasi setempat atau Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

%) Moh. Arif, Masalah penyempurnaan dan penyerderhanaan dalam bidang Keimigrasian, Jakarta tahun

1980, halaman 41.
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Surat‘Perj_alanan Laksana Paspor untuk orang asing pelaku bisnis hanya diberikan

dalam keadaan tertentu yaitu:

- Orang Asing pelaku bisnis yang ingin meninggalkan wilayah Indonesia untuk
selamanya dan untuk keperluan ini ia tidak dapaat memperoleh Surat. Perjalanan
atau paspor dari negara lain dan izin tinggalnya dapat berupa izin tinggal singgah,
iziﬁ tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, atau izin tinggal tetap, bahkan tidak
dapat mempunyai izin tinggal, dapat diberikan Surat Perjalanan Laksana Paspor
untuk orang asing pelaku bisnis.

- Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk orang asing bagi orhng asing yang dengan
kehendak sendiri dari orang asing yang dikenakan tindakan pengusiran atau
deportasi hanya berlaku untuk sekali perjalanan keluar wilayah Indonesia. Bagi
orang asing pelaku bisnis yang kehilangan kewargaﬁcgaraam Indonesia
berdasarkan Pasal 17 huruf k Undang-undang Nomor 62 Tahun [958 (entang
kewmganegaraan Indonesia yang bermaksud kcn;ba]i ke Indonesia untuk
mémperoleh kewarganegaraan Indonesia, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk
orang asing berlaku sekéli untuk perjalanan kewilayah Indonesia, sedang bagi
orang asing yang dalam keadaan tertentu diizinkan masuk ke wilayah Indonesia,
maka pemberian Surat Perjalanan Laksana Paspor dapat digunakan satu kali
perjalanan ke wilayah Indonesia dan kembali keluar wilayah Indonesia.Pada
pfinsipnya setiap orang dapat diberikan surat perjalanan send:iri tidak dibatasi oleh
umur, namun dalam keadaan tertentu umpamanya demi keamanan dan

kepentingan keluarga, orang tua dari anak-anak yang belrumur dibawah 16 tahun
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- daiaat memohon agar anaknya tersebut diikut sertakan dalam paspor orang tuannya
yané memiliki surat perjalanan yang sama.?
Hlal ini berarti jika orang tuanya memiliki surat perjalanan yang berbeda dengan
anaknya, umpamanya orang tuanya memiliki surat Jperjalanan asing anaknya
mempunyai kewarganegaran Indonesia, maka anak tersebﬁt tidak dapat diikut
sertakan dalam dalam surat perjalanan orang tuanya d?n harus memiliki surat
petjalanan sendiri. Surat perjalanan atau paspor yang diikut sertakan oleh anak-
| anaknya disebut paspor keluarga atau paspor kolektif. Dalam paspor kolektif
dimungkinkan pengikutsertaan orang lain dalam paspor seseorang, seperti saudara
yang berumur dibawah 16 tahun atau paspor kolektif dalam satu rombongan
diberikan hanya satu paspor. Untuk pengaturan lebih lanjut tentang syarat dan tata
cara permohonan, pemberian atau pencabutan serta lain-lain yang berkenaan
dengan Surat Perjalanan Republik Indonesia, telah dikeluarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanar Republik Indonesia

(Lembaran negara Republik Indonesia Tahum 1994 Nomor 65 dan Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3572).

7. Pengawasan orang asing khususnya pelaku bisnis dan tindakan Keimigrasian.

Pengawasan terhadap orang asing pelaku bisnis di lakukan pada waktu
mercka masuk ke wilayah Indonesia dan keluar dari wilayah Indonesia melalui
tempat Pemeriksaan Imigrasi. Pegawasan juga di lakukan terhadap orang asing
pelaku bisnis yang keluar masuk melalui Tempat pemeriksaan Imigrasi. Setelah

orang asing pelaku bisnis masuk ke wilayah Indonesia, di lakukan pengawasan

) Bung WW, Wang, Global History and Migrations, Boulder CD, 1997, halaman 13.

52



oy

terhadap keberadaanya yaitu izin tinggalnya di Indonesia dengan segala aspeknya
seperti periyalah gunaan izin tinggal, telah berakhir izin tinggalnya dan lain-lain yang
berkaitan dengan izin tinggalnya, Orang asing yang beradd di Indonesia akan
melakukan kegiatan yang berupa aktivitas sesuai dengan tujuan kedatangannya di
Indonesia. Dalam melakukan kegiatannya, di lakukah pengawasan apakah
kegiatannya di Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku atau apakah orang
asing tersebut melakukan kegiatan yaug merugikan negara dan pemerintah serta
masyarékat dengan menyalah gunakan perizinan yang di berikan.?”

Pendaftaran orang asing dilakukan terhadap orang asing yang telah berda di
wilayah Indonsia selama 3 (tiga) bulan keatas yaitu.orang asing yang memiliki izin
tingagal kunjungan sampai 3 bulan, izin tinggal terbatas yang pada umumnya lebih
dari 3 bulan dan izin tinggal tetap. Bagi orang asing yang memiliki izin tinggal
kunjungan, pendaftaran di lakukan pada waktu yang bersangkutan memohon
perpanjangan yang berlaku lebih dari 3 bulan, sedang bagi orang asing yang akan
memiliki izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap, pendaftaran di lakukan pada
waktu orang asing di berikan izin tinggalnya.

Setiap orang asing selama berada-di Indonesia wajib memperlihatkan identitas
seperti paspor, dokumen imigrasi dan keterangan lainnya kepada Pejabal Imigrasi
ataul pejabat lainnya seperti aparat kepolisian yang bertugas melakukan pengawasan
orang asing dalam rangka pengawasan, Yang c_Ii maksud dengan Pejabat Imigrasi
yang-bertugas di Kantor Imigrasi dan tempat lain yang sedang diadakan pengawasan
lapangan atau di Kantor Kepolisian. Setiap ada perubahan menggenai status sipilnya,

seperti menjadi Warga Negara Indonesia atau warga negara lainnya, perkawinan,

) Mohan Syahferri, Kebijaksanaan Keimigrasian Dalam Mengantisipasi Perkembangan Internasional,

BPHN, Jakarta tahun 1999, halaman 18.
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. berceraian, kelahiran, anak dan lain-lain perubahan sipilnya, wajib di laporkan
kepada Kantor Imigrasi atau Kantor Polisi setempat. Orang asing yang berada di
Indonesia lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, selain wajib memiliki izin tinggal yang
berlaku, di wajibkan pula mendaftarkan diri pacila Kantor Imigrasi setempat. Bagi
pemegang izin kunjungan pendaftazan dj lakukan pada waktu izin kﬁnjungannya
berlaku 90 hari atau lebih, Bagi orang asing yang mendapat izin tinggal terbatas dan
izin tinggal tetap, pendaftaran di lakukan pada pemberian izin tinggalnya.

Direktorat Jendral Imigrasi beserta Jajarannya dalam rangka pengawasan,
melakukan pengumpulan dan pengolahan data sejak orang asing pelaku bisnis masuk,
pemberian izin keimigrasi sampai ke [uar wilayah Indonesia, melakukan pendaftaran
seperti yang dikemukan dalam pasal 39 hurup ¢ UU no. 9 tahun 1992.

Di samping itu Juga di lakukan pemantauan di lapangan di mana orang asing
pelaku  bisnis  berada seperti  di  hotel-hotel, perusahaeﬁ-pcrusahaan yang
memperkerjakan orang asing serta mengumpulkan imformasi tentang kegiatan orang
asing pelaku bisnis selama berada di Indonesia. Menyusun daftar pencegahan dan
penangkalan terhadap orang asing yang di kenakan penangkalan dan pencegahan
sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tindakan- tmdakanlam yang berhubungan
dengan pengawasan orang asing. Pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing
pelaku bisnis di lakukan oleh Menteri dalam hal ini Menteri Kehakiman atau pejabal
yang di tunjuk yaitu Direktur Jendral Imigrasi beserta jajarannya dengan bekerja
sama dengan Badan atau Instansi Pemerintah seperti Badan Koordinasi Intelijen
Negara, Aparat Keamanan, Departemen terkait seperti Departemen Tenaga Kerja
atau Depaﬂ‘emen -Departemen lainnya yang berkaitan dengan keberadaan dan

kegiatan orang asing di wilayah Indonesia, Pengawasan di laikukan dalam bentuk
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" pengawasan administratif yaitu berdasarkan data-data adnéinistratif vang berada pada
Direk%orat Jendral Imigrasi atau Badan atau instansi terkait, maupun pengawasan
operasioﬁal di lapangan secara terpadu.

Kebe;adaan orang asing pelaku bisnis di wilayah Indonesia menyangkut 3 aspek
yaitu :

1. Masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonnssia;

2. Keberadaan atau izin tinggalnya selama di wilayah Indonesia;

3. Kegiatan selama berada di wilayah Indonesia

|
Tindakan terhadap orang asing pelaku bisnis di lakukan, jika terjadi

pélanggaran atau penyimpangan terhadap salah satu dari ketiga aspek terrsebut.
Aspek masuk atau keluar wilayah Indonesia terjadi penyimpangan atau pelanggaran
antara lain tidgk memenuhi persyaratan, menggunakan'dokumen palsu atau memberi
keterangan yang tidak benar mengenai diri, dokumen atau tujuan kedatangannya atau

lain-lain yang berkaitan dengan masuk'dan keluarnya wilayah Indonesia.*®

Aspek keberadaan orang asing pelaku bisnis menyangkut izin tinggal selama
berada di wilayah Indonesia. Pelanggaran serta penyimpangan antara lain telah habis
berlaku izin tinggalnya, pemalsvan dokumen izin tinggal, tidak mempunyai izin
tinggal yang sah, penyalahgunaan izin tinggal orang asing pelaku bisnis di wilayah

Indonesia.

Aspek kegiatan menyangkut kegiatan-kegiatan orang asing pelaku bisnis

selama berada diwilayah Indonesia yang dapat diperinci dalam beberapa kegiatan :

%) prof. Dr. Bagir Manan, Kedudukan Hukum Keimigarasian Dalam Sistemt Hukum Indonesia, BPHN,
Jakarta 1999, halaman 18.
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Menyalahgunakan perizinan yaitu melakukan kegiatan yang menyimpang dari

J".tujuan kedatanganya di Indonesia, seperti memiliki izin tanggal wisata tapi

bekerja di Indonesia. !

Disamping melakukan kegiatan sesuai dengan perizinan,l melakukan kegiatan—
kegiatan lain yang tidak termasuk dalam pemberian izin tinggalnya dengan kata
lain melakukan pekerjaan rangkap.

Selama di wilayah melakukan kegiatan yang merugikan negara, pemerintah dan
mésarakat atau kegiatan yang membahayakan negara di bidang ideologi, politik,

ekonomi, sosial dan pertahanan keamanan.

Tindakan keimigrasian yang berupa pembatasan perubahan atau pembatalan

izin keberadaan vyaitu antara lain:

D

2)

3)

4)

Melakukan pembatasan izin tinggalnya dengan tidak memberi perpanjangan izin
fanggal atau membatasi berlaku izin tinggalnya.

Izin tinggalnya tidak berlaku bagi daerah ataun tempat tertentu di Indonesia
umpamanya dacrah rawan yang dapat disalahgunakan oljch orang asing tersebul.
Diharuskan untuk berada di suatu tempat tertentu seperti di ruang transit di
pelabuhan, di rumah sakit untuk di rawat atau di karantina imigrasi.

Di lakukan pengusiran atau deportasi yaitu orang aéing tersebut di haruskan
meninggal wilayah Indonesia atau dilakukan pencekalan yaitu larangan masuk

ke wilayah Indonesia.

Tindakan keimigrasian terhadap orang asing pelaku bisnis yang berupa

pembatasan, perubahan atau pembatalan izin tinggal, larangan untuk berada disuatu

atau beberapa tempat tertentu, keharusan untuk bertempat tinggal di suvatu tempat

tertentu atau pengusiran deportasi dilakukan serta alasan yang mendasari tindakan
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-+ keimigrasian yang di kenakan, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan

kepada Mentri dalam dalam hal ini Menteri kehakiman. Orang asing pelaku bisnis
vang kedapatan berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin tinggal yang sah
atau mempunyai izin tinggal yang tidak berlaku lagi, dapat ditempatkaﬁ di karantina
Imigrasi dalam proses penindakan keimigrasian lainya, baik proses justisia, maupun
proses nonjustisia.””

Penempatan di Karantina Imigrasi terhadap orang asing pelaku bisnis dapat
juga di lakukan dalam rangka menunggu pengusiran atau deportasi baik setelah
menjalani proses justisia fnaupun dalam rangka penindakan ke'}migrasian non justisia.

Dalam keadaan tertentu seperti sakit atau pertimbangan 1a.in, orang asing yang
seharusnya di tempatkan di karantina, dapat di tempatkan di tempat lainseperti di
Rumah Sakit atau di Perwakilan Negara orang asing yang bersangkutan.

Orang asing pelaku bisnis yang setelah habis berlaku izin Keimigrasiannya
dan kéberadaannya di wilayah Indonesia tampa memiliki izin yang sah tidak lebih
dari 60 (enam puluh) hari dan yang bersangkutan akan meninggalkan wilayah
Indonesia, di kenakan biaya beban yang besarnya di tentukan oleh Menteri
Kehakiman dengan persetujuan Mentri Keuangan (jika lebil dari 60 hari berlaku
pasal 52 Undang-undang No 9 Tahun 1992).

Biaya beban juga di kenakan kepada penanggung jawab alat angkut seperti
nakhoda atau perusahaan yang melalaikan kewajiban yang dimaksud dalam pasal 52
yaitu yang tidak : s

a. Memberitahukan kedatangan atau rencana keberangkatannya;

) Prof, Dr. Bagir Manan, Kedudukan Hukum Keimigarasian Dalam Sistem Hukum Indonesia, BPHN,

Jakarta 1999, halaman 21,
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- b. Menyampaikan daftar penumpang dan daftar awak alat angkut yang di

tandatangani kepada pejabat Imigrasi;

¢. Mengibarkan bendera isyarat (N} bagi kapal laut yang datang dari luar wilayah
Indonesia dengan membawa penumpang;

d. Melarang setiap orang naik atau turun dari alat angkut t?pa izin Pejabat Imigrasi
selama di lakukan pemeriksaan Keimigrasian;

e. Membawa kembali keluar wilayah Indonesia setiap orang asing pelaku bisnis
yang datang dengan alat angkutnya yang tidak mendapatkan izin masuk dari
Pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan Imigrasi

Pengaturan lebih lanjut tentang pengawasan orang asing pelaku bisnis dan

tindakan keimigrasian diatur dalam ﬁeraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 1994

tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara

Reppublik Indonesia Tahun 1994 Nomor 52 dan Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3562).

PERSPEKTIF PERDAGANGAN SECARA BEBAS KAITANNYA DENGAN

HUKUM KE IMIGRASIAN
Pengertian dan Sejarah lahirnya GATT

GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) / Perjanjian Umum tentang
Tarif dan Perdagangan merupakan perjanjian ;multilateral yang tujuan utamanya
adalah untuk membebaskan perdagangan dunia dari berbagai faktor yang mungkin
menghambatnya, serta menempatkannya pada suatu landasan yang kokoh, sehingga
dapat menumbuhkan dan mengembangkan perekonomian serta kesejahteraan bangsa-

bangsa di dunia. GATT mulai dirundingkan sejak tahun 1947, dan mulai
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- diberlaki{kan oleh 23 negara yang pertama-tama menandatanginya pada tanggal

1 Januari 1948. Sejak itu pula, GATT berperan sebagai lembaga yang menggerakkan

perundingan-perundingan guna mewujudkan suatu perdagangan dunia yang bebas

«dan adil. Dengan prinsip perdagangan bebas tanpa hambatan ini diharapkan terjadi

efisensi dalam perekonomian dunia. Dalam GATT pula, yang kini anggotanya
mencapai lebih dari 117 negara, Negara-negara anggotanya mendiskusikan dan

merundingkan berbagai masalah dalam perdagangannya.*®

Prinsip dan aturan perdagangan multilateral dalam GATT pada dasamnya
terdiri dari tiga hal pokok (Soedradjad Djiwandono, 1992). Yaitu: pertama, prinsip
Resip Rositas atau Timbal Balik artinya: Perlakuan yang diBerikan suatu negara
kepada negara lain, harus di imbangi pula dengan perlakuan yang sama dari negara
lain ke mitra dagangnya tersebut, |

Kedua, prinsip non-diskriminasi atau perlakuan yang sama. Prinsip ini
dikenal pula dengan sebutan most favoured nation (MFN), yang maknanya adalah
apabila kita mengistimewakan suatu negara, maka keistimewaan itu juga harus juga
diberikan kepada negara lainnya. Prinsip yang ketiga adalah transparancy atau
kejelasan dan keterbukaan. Arinya, perlakuan dan kebijaksanaan yang dilakukan
suatu negaré. harus transparan, jelas dan dapat diketahui mitra dagangnya. Hal ini
dilaksanakan dengan cara memberikan pelaporan kepada sekretariat GATT yang ada
di Géneva mengenal kebijaksanaan dan perubahan kebijaksanaan perdagangannya,

Sehingga, apabila ada negara yang membutuhkan penjelasan mengenai kebijaksanaan

tersebut, maka negara yang bersangkutan harus melayaninya.

3% Robutson David, GATT Ruler For Emergency Proteetion, London, 1992, halaman 41.
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o | Prinsip pokok diatas menjadi dasar pijakan dalam perundingan-perundingan
perdagangan multilateral anggota GA’fT. Namun demikian, dalam kenyataan hal itu
masih mungkin disimpangi, dengan berbgai persaratan tertentu. Dalam mengurangi
hambatan perdagangan dunia ini, GATT tidak saja berkonsentrasi pada masalah
hambatan tariff bea masuk, melainkan juga hambatan-hambatan yang berkaitan
dengan non-tarif atau Non-Tarif Barriers (NTB) yang banyak diberlakukan oleh
negara-negara anggotanya. Masalah-masalah yang ‘berkaitan dengan pengurangan
dan penghabusan 'tingkat larif dan hambatan non—tarif tersebut menjadi bahasan
utama dalam tujuan putaran-putaran perundingan yang di laksanakan scjak 1947 (di
Jenewa) hingga putaran Tokyo (1973 — 1979). Putaran yang terakhir adalah putaran
Uruguay (Uruguay Round), yang dianggap pcrundingan paling ambisius karena
melingkupi banyak aspek yang bekaitan dengan tata perdagangan dunia.*”

Untuk melaksanakan aktivitas atau melakukan perundingan perundingan,
GATT memiliki beberapa forum dan lembaga yang mcn(lukungnya-. l""orum alau
badan tertinggi GATT adalah sidang para anggota atau sidang contracting parties,
vang biasanya diadakan setiap tahun. Lembaga-lembaga GATT antara lain adalah
Dewan Perwakilan (Council Representative), yang .mcmpunyai kewenangan untuk
menangani hal yang rutin dan mendesak, Committee on Trade and Depelopment,
Committee on Balanceof Payment, Committee on quticipating Countries,
Committee on Tariff Concession, Commitice on Sufeguard, dan gcbagainyn.

Walaupun belum sepenuhnya berhasil mewujudkan tujuan digariskannya,
namun GATTV sudah memberikan konstribusi cukup besar dalam merintis

perwujudan perdagangan dunia yang lebih bebas, jujur dan adil. Berhasilnya

n Departemen Perdagangan, (1991), GATT Putusan Uruguay, Jakarta, halaman 26.
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-+ kesepakatan dalam Putaran Uruguay telah memberikan harapan lebih besar pula
dalal;xﬁ penciptaan perdagangan yang lebih bebas tersebut .
| Putaran Uruguay difuncurkan pertama kali pada forum tingkat Mentri di
Punta del Este, Uruguay pada tanggal 20 September 1986. Tujuan putaran Uruguay
antara lain adalah : (1) menciptakan perdagangan yang bebes yang diharapkan dapat
memberikan manfaat bagi semua negara, khususnya negara berkembang;
(2) meningkatkan peran GATT dan memperbaiki sistem perdagangan multilateral
berdasarkan prinsip-prinsip dan ketentuan-keteniuan GATT serta mempe;rluas
cakupan produk perdagangan dunia; (3) meningkatkan ketanggapan sistem GATT
terhadap perkembangan sistem perckonomiandengan memperlancar penyesuaian
struktural, mempercepat hubungan GATT dengan organisasi Internasional yang
relevan dengan mengingat prospek perdagangan di massa datang; (4)
mengembangkan suatu bentuk kerjasama pada tingkat Nasional dan Internasional
untuk  mengaitkan  hubungan antara  kebijaksanaan perdagangan  dengan
kebijaksanaan ekonomi lain melalui usaha untuk memperbaiki sistem moneter
Internasional (Sukardi, 1994) .

Setelah berjalan berlarut-larut dan berkali-kali pula terancam gagal, forum
perundingan anggota GATT untuk membahas re;lcana kongkret tentang pelaksanaan
perdagangan dunia yang bebas, adil dan terbuka tersebut, akhirnya disepakati tanggal
15 Desember 1993. Dengan hasil akhir putaran Uruguay ini, yang -telah pula di
ratifikasi bulan April 1994 di Marrakesh, negara-negara anggota (contracting parties)
GATT harus pula secara bertahap melaksanakan bebagai ketentuan yang di sepakati
itu. Bagi anggota yang tak konsisten dengan kesepakatan tersebut akan mempunyai

konsekuensi, misalnya di kucilkan dari tata perdagangan dunia atau multilateral .
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- ;Sebagaimana di singgung di atas, putaran Uruguay tersebut telah membahas
upaya yang berkaitan untuk menghapuskan proteksionis'mc, memperluas
perdagangan internasional, memperkuat posisi GATT dalam menangani masalah
perdagangan multilateral serta memperkuat kerjasama internasional yang mendukung
perkembangan ekonomi dunia.® Forum ini sejak awalnya telah 1ﬁe11jadi fokos
perhatian dunia, mengingat materi yang dibahas sangat penting dan menentukan
perkembangan perekonomian dunia secara keseluruhan.

Jika dilihat dari kesepakatan yang ada, maka apa yang telah di hasilkan dari
putaran Uruguay ini memang sangat luas cakupannya, dan diurai secara cukup detail,
konkret dan praktis. Secara rinci putaran Uruguay melingkupi lima belas aspek
permasalahan, mulai dari masalah tarif, subsidi, ketentuan tentang perdagangan
berbagai komoditi (produk tropis, pertanian, tekstil), hingga tentang penyelesaian
sengketa dagang bilateral maupun multilateral.

Dengan demikian, ini merupakan suatu dokumen operasional yang cukup
mengiiéat negara penanda tangan (contracting parties) vntuk mematuhinya. Oleh
karena itu, anggota GATT tadinya sangat berhati-hati untuk menyepakati materi
putaran Uruguay ini. Akibatnya, tidak mengheranken kalau forum ini menjadi
berlarut-larut serta berkali-kali terancam gagal karena adanya negara yang bersikeras
untuk menghilangkan atau memodifikasi ketentuan yang dianggap merugikan
negaranya. Misalnya, yang berhubungan dengan subsidi di scktor pertanian, yang
ditentang keras oleh negara anggota masyarakat Eropa (ML), Berlarut-larunya forum
inilah yang menyebabkan timbul sindiran pada GATT yang memayungi putaran

Uruguay tersebut sebagai “General Agreement on Talk and Talk” atau sekedar forum

) Miranda Goeltom; Esensi dan Dampak Putaran Uruguay Terhadap Perekonomian Indonesia, Warta
BRI tahun 1994, halaman 17.
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" omong kosong yang tidak berkesudahan. Bahkan, adanya akselerasi dalam
pembentukan APEC (Asia Pacific Economic Co-operation) di kemudian hari tidak

lepas dari adanya kekhawatiran akan gagalnya Putaran Uruguay tersebut,

2. Kesepakatan dan Xetentuan WTQ.,

Dengan keberhasilan perundingan Uruguay Round dan didirikannya World
Trade Organization (WTO) Sebagai lembaga penerus GATT, maka sekretariat GATT
menjadi sekretariat 'WTQ. Karena perjanjian Uruguay Round -telah memperluas
cakupan substansi dan wewenang WTO yang diwarisi dari GATT maka secretariat
WTO juga mengalami perluasan sesuai dengan perkambangan baru.

Dengan perluasan substansi yang ditangani WTO maka susunan struktur
organisasi sekretariat WTO juga mengalami ekspansi struktural. Dengan demikian
maka susunan organisasi WTO mencakup jenis kegiatan yaﬁg sebelumnya tidak
pernah ditangani oleh GATT. Dua bidang utama yang belum pernah ditangani oleh
GATT adalah masalah hak perdagangan jasa-jasa atau irade in services dan masalah
hak atas kekayaan intelektual yang berkaitan dengan perdagangan atau trde related
aspects of intelectual property rights.> |

Dua bidang baru tersebut akan meningkatkan kcgialanl dalam WTO yang
sebelumnya tidak pernah disentuh oleh GATT. Masalah jasa-jasa mencakup semua
bidang jasa seperti jasa finasial dan perbankan, telemupikasi, pelayaran, angkutan
udara?_ -kontruksi, konsultasi, pariwisata, kesehatan, pendidikan dan banyak bidang
lainnya Hal ini berarti bahwa cepat atau lambat WTO harus mempersiapkan

personalia dibidang-bidang tersebut, Masalah Intellectual Property mencakup semua

3 Republik Indonesia, (1994), Terjemahan resmi Persetujuan Akhir Puwtusan Uruguay, Departemen
Kenangan R1, Jakarta, halaman 23,
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perkembangan intelektual yang hak miliknya erdptar ditangdn pihak tertentu yang
dapat menimbulkan sengketa apabila terdapat pelanggaran terhadap hak tersebut.

kedua bidang tersebut perlu ditangani secara teknis oleh secretariat WTO.?%

-Di bid_ang “tradisional® seperti tekstil masih tetap harus ditangani secara
tersendiﬁ karena adanya perjanjian khusus hasil Uruguay Round sebagai kelanjutan
dari Multi-Fibre Arrangement. Peejanjian baru ini berlaku selama 10 tahun sebelum
masa;ah tekstil dapat di masukan kedalam penanganan WTO secara umum.
Disamping tekstil terdapat perjanjian khusus dibidang pertanian yang juga ditangani
secara khusus karena ada perjanjian khusus dibidang tersebut sebelum masalah
pertanian masuk dalam rubrik umum pada WTO. Kedua kegiatan tersebut
memerlukan dukungan teknis dan sekretariat yang khusus kareﬁa banyak ketentuan
yang harus dilakukan pemantauan dalam pelaksanaannya.

Kegiatan penyelesaiannya sengketa yang rnekanismelnya telah di sempunakan
dan strukturnya diperluas memerlukan dukungan teknisdan secretariat yang efektif.
Dalam  Uruguay Ruond telah disepakati pengembangan sisyem penyelesaian
sengketa dalam bentuk integrated dispute settlement mechanism.

Perjanjian Uruguay Round juga menghasilkan perjanjian yang meningkatkan
kegiatan WTO sebagai forum dalam memantau kebijaksanaan dan kegiatan masing-
masing negara anggota dalam rangka Trade Policy Review Body. Kegiatan pemantau
kebijaksanaan yang cakupannya luas ini memerlukan dukungan secretariat dan
administrasi yang menjadi tugas dari Sekretariat WTO.

Pada tingkat yang lebih tinggi lagi dapat dikemukakan kembali bahwa dalam

GATT, puncak keputusan politis berada ditangan Contreting Parties yang kemudian

) Jhon H. Jackson, World Trade and The Law of GATT, Company Law (1996). haluman 42,
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= melimpahkan wewenangnya kepada council of Representatives. Dalam WTO,

strukturnya telah diperluas dan kegiatannya dirinci lebih jauh. Dﬁiam WTO,

kekuasaan tertinggi berada pada Ministerial Conference yang beﬁemu setiap 2 tahun.

Selanjutnya ada General Council dan 3 Council, yakni Council for Trade in Goods,

Council for Trade in Services dan Council for Trade Related Aspects of IntelleOctual

Proverty Rights. Yang menggantikan fungsi GATT adalah WTO dimana secara garis

besar inti ketentuan WTO mengatur empat bidang yakni,:

1. Kegiatan perdagangan Internasionél yang meliputi produkl manufaktur, tektil,
garmen dan produk pertanian.

2. Kegiatan jasa-jasa yang terkait dengan perdagangan (GATTS).

3. Aspek sosial yang terkait dengan perdagangan seperti HAM, dan hak milik
Intelektual.

4. Kegiatan Investasi yang terkait dengan perdagangan seperti national treatmen.

" Inti dari ketentuan WTO adalah bertujuan menghilangkan berbagai hambatan
yang dapat mempengaruhi arus lalu lintas barang modal, informasi teknologi jasa
serta bertujuan meningkatkan akses pasar seluas-luasnya keberbagai pelosok dunia.*”
Kepada anggota WTO diberikan waktu transisi sampai tahun 2005. Setelah tahun itu
ketentuan WTO akan mulai diberlakukan secara bertahap. Selama periode 1995-2005
diberikan kesempatan untuk melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap
berbagai peraturan domestik yang mengatur akses pasar terutama yang menyangkut
arus impor dan investasi asing, Dengan lain perkataan, semua hukum nasional yang

di anggap bertentangan dengan ketentuan WTO harus ditulis kembali. Tanpa

memiliki perangkap hukum domestik yang baru maka ketentuan WTO tak mungkin
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-+ dapat terlaksana secara baik. Perlu di ketahui bahwa kewéjiban untuk melaksanakan
system perdagangan baru berdasarkan ketentuan WTO ternyata .tidaklah sama antara
kelompok negara sedang membangun dan kelompok negara ekonomi maju. Yang
disebut terakhir ini sepakat untuk melakukan liberalisasi percliagangan yang lebih luas
dan lebih cepat serta lebili tajam dibandingkan dengan yang akan di lakukan oleh
kélompok negara sedang membangun.

Pfinsip-prinip WTO ternyata juga dipahami sebagai landasan kerja sama
ekonomi di tingkat regional seperti APEC dan tingkat sub regional seperti AFTA

sebagai anggota APEC dan ASEAN maka Indonesia secara otomatis juga harus

melaksanakan berbagai ketentuan yang diberlakukan dikedua lembaga tersebut,

3. Kerjasama Ekonomi di Tingkat Regional (APEC).

Gagasan tentang pembentukan wadah kerja sama ekonomi Asia Pasifik sudah
cukup panjang, walaupun sebagai suatu forum yang mulai melibatkan secara aktif
pemerintahan baru didirikan pada November 1989 di Canberra, Australia. Pemikiran
untuk mewwjudkan suatu kerjasama ekonomi atas dasar saling menguntungkan dan
untuk memajukan tingkat ekonomi negara-negara dikawasan tersebut sudah muncul
sejak tahun 1960-an (lihat, Hadisoesastro, 19942. Pertama-tama gagasan ini muncul
dari kalangan non pemerintah di Jepang, khususnya dari para akademisi yang sccara
intensif melakukan pengkajian dan menuangken pikirannya tantang urgensi
kerjasama ekonomi di antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik . Bahkan, pada
pertengahan tahun 1960-an, Japan Economic Research Council (JERC) mengusulkan

pembentukan PAFTA (Pacific Free Trade Area) yang anggotanya terdiri dari lima

- %) Gilbert R Winham, International Trade and the Tokyo Round {Princen Coton NJ. University Press,
1986), halaman 28.
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- negara maju di asia pasifik yang sekarang juga anggota APEC (Jepang, USA,
Kanac}a, Australia dan Selandia Baru) plus negara berkembang yang berminat.*®
Pada tahun 1967 bahkan sudah didirikan Pacific Basin Economic Council
(PBEC), yang sampai sekarang masih eksis dan berperan, beranggotakan eksekutif
senior bisnis dari negara Tepian Pasifik. Organisasi ini di bentuk antara lain untuk
merperkuat hubungan ekonomi dan bisnis serta meningkatkan perdagangan dan
investasi antar negara anggotanya, disamping untuk mendorong percepatan
pertumbuhan ekonomi dan social negara-negara berkembang di iepian Pasifik, PBEC

mencakup 850 perusahaan dari 12 negara di kawasan Pasifik,
|

Gagasan dari kalangan akademisi Jepang tersebut terus bergulir, yang
akhirnya juga mendapat perhatian dari pemerintahnya dan tersosialisasi ke forum
internasional. Pada akhir tahun 1970-an proses kerja sama.ekonomi Aspas acap kali
dibicarakan antar pemerintah, dan beberapa lembaga pengkajian pun berdiri, seperti
PECC (Pacific Economic Cooperation Council) yang didirikan tahun 1980 sampai
sekarang terus aktif. Saat ini anggota PECC meliputi 21 negara, yakni semua anlggola
APEC (minus Papua New Gunea), ditambah Rusia, Kolumbia dan Peru.

Australia merupakan salah satu negara yang merasa sangat berkepentingan
dan karenanya sangat antusias untuk membentuk forum ataupun wadah kerja sama
ekonomi negara Asia Pasifik. Ini bisa dipahami, karena Australia merasa perlu
mencari mitra kerja sama yang lebih erat, mengingat sampai sekarang masih sendiri
dan tidak terkait dengan “blok-blok ekonomi” potensial, seperti NAFTA, Masyarékat

Eropa (ME) ataupun AFTA. Australia sejauh ini baru melakukan hubungan yang erat

%) Soesastro, Hadi (1994) Indonesia Perspective on APEC and Regional Cooporation in Asia Pacific,
CSIS, Jakarta, halaman 21,
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-~ dengan New Zealand dalam ANZCER ( Australian New Zealand Closer Economic
Relation). Proses pembentukan ini menjadi semakin signifikan setelah Perdana
Australia, Bob Hawke, melakukan berbagai penjajakan kepada calon negara anggota,
yang akhirnya disepakati di Canberra pada bulan November 1989 pembentukan suatu
forum konsultasi yang diberi nama APEC (Asia Pacific Economic Cooperation).”

Proses pembentukan APEC ini bisa cepat, karena juga di dasari motivasi,
yaitu: (1) kekhwatiran gagalnya Putaran Uruguay (GATT) yang dapat berakibat
meningkatnya proteksionisme, (2) munculnya kelompok-kelomipok perdagangan
seperti pasar tunggal Eropa (ME) dan pasar bebas Amerika Utara (NAFTA), (3)
perubahan yang cepat dalam politik dan ekonomi di Eropa Timur (khususnya negaru-
negara eks Soviet Union), (4) adanya pemikiran bahwa kemajuan 1501"el<0110111iall
suatu. negara dapat tercapai bila didorong oleh pasar menuju kesuatu integrasi
ekonomi regional atau internsional. |

Karena hanya merupakan forum, maka “kelembagaannya” sangat longgar,
dan dijadikan ajang untuk tukar informasi dan konsultasi untuk membicarakan
masalah-masalah ekonomi anggotanya: Pada mulanya APEC hanya terdiri dari 6
anggota, yakni enam negara ASEAN di tambah Jepang, USA, Canada, Australia,
Korea Selatan dan Selandia Baru. Jumlah ini terus bertambah, dan kini menjadi 20
negara dengan bergabungnya RRC, Taiwan, Hongkong, Papua New Gunea, Mexico,
Chili, dan lain-lain.

Proses pembentukan dan perkembangan selanjutnya ternyata tidaklah
berjalan lancar. Perbedaan pandangan dan kepentingan dari anggotanya nampak

mencuat kepermukaan, terutama keberatan-keberatan dari PM Malaysia Mahatir

) Departemen Perdagangan, GATT Putaran Uruguay, Jakarta 1991, halaman 29,
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-+ Muhamad yang seakan mewakili suara negara berkembang dalam APEC. Malaysia
nampaknya lebih menyukai forum EAEC (East Asia Economic Caucus), yang tidak
melibatkan negara-negara non-Asia, untuk di kerabangkan. Perbedaan pandangan ini
terutama berkaitan dengan rencana pelembagaan forum itu sendiri, serta gagasan
yang menginginkan agar forum APEC ini lebih bersifat mengikat dan di arzlthkan
pada integrasi ekonomi regional.*®

AS yang belakangan sangat antusias, agaknya memberikan andil besar bagi
perkembangan APEC, sehingga, Presiden Clinton memprakarsai Pertemuan Seattle,
pada November 1993 inisiatif AS untuk mengumpulkan para kepala pemerintahan
anggota APEC dalam forum pertemuan informal tingkat tinggi menberikan indikasi
pula bahwa AS berharap banyak dari APEC. Kondisi ekonomi AS yang tidak terlalu
menggembirakan dan berkembangnya kerjasarna yang solid dari negara-negara Eropa
Barat dalam ME, telah memaksa AS untuk melirik kawasan yang kini dianggap
paling profektif di dunia, yakni kawasan Asia Timur. Ekonomi yang terintegrasi di
Asia Pasific, terlebih dibawah komando AS, julf;s akan sangat menguntungkan bagi
keuntungan ekonomi negara adikuasa tersebut.*”

Namun, dengan kondisi makro ekonomi yang sangat berbeda-beda antar
negara, maka berbagai gagasan kearah integrasi ekonomi menjadi dsangat sulit
dilakukan. Akan tetapi pembicaraan-pembicaraan yang intensif dan motivasi yang
tinggi dari negara-negara maju, seperti AS tersebut serta Australia ataupun negara

industri baru seperti Singapura, telah mampu membuat ferum ini berjalan cepat dan

intensif ditengah-tengah perbedaan pendapat yang ada. Pertemuan pertemuan formal

% Kunio, Yoshiro, (1988), The Rise of Ersoft Capitalision is South East Asia, Qxlord Universily Press,
Singapore, halaman 28,

) Republik Indonesia, (1999), Terjemahan Resmi Persetujuan Akhir Putaran Uruguay, Departemen
Keuangan RI, halaman 31.
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- tingkat mentri kemudian berlangsung di Singapura (1990), Seul (1991), dan Bangkok
(1992). Bahkan, seperti dikemukakan diatas, pada tahun 1993 sebagian besar kepala
pemerintahan APEC walaupun secara.formal dianggap sebagai pemimpin ekonomi
mengadakan pertemuan “tingkat tinggi” di Seatle (AS) yang dikenal dengan forum
APLEM (Asia Pacific Leaders Eonomic Meeting), yang kemudian dilanjutkan di Bogor
(1994) dengan sedikit modiﬁkasi nama menjadi APELM (Asia Pacific Economic

Leaders Meeting), dan di Osaka (1995).

4. Kerjasama Ekonomi di tingkat Sub Regional (AFTA).

Perkembangan APEC yang begitu cepat telah menjadikan APEC bukan saja
sebagai kawasan ekonomi yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tercepat di
dunia tetapi juga sebagai puat kegiatan ekonomi dan bisnis. ‘¥

Ditingkat sub-regional tujuan memperluas akses pasar juga telah mendapat
perhatian besar dalam rangka melaksanakan kerjasama dibidang ckonomi scperti
diketahui sejak tahun 1992 ASEAN telah melakukan banting setir yakﬁi s;etelah para
pemimpin ASEAN sadar bahwa strategi pembangunan ckonomi yang bersifat
inward-looking akhirnya akan membawa mala petaka bagi bangsa ASEAN sendiri.
Oleh karena itu strategi semacam itu perlu diganti dengan strategi pembangunan yang
bersifat outward-looking dengan menerima resiko yakni menghadapi langsung
persaingan global yang akan semakin memuncak.,

Pada tahun 1992 lahirlah kesepakatan AFTA (Asean Free Trade Agreement) |

13

yang bertujuan sekaligus mencapai “perluasan” dan “kesatuan” pasar, Mekanisme

untuk melaksanakan AFTA adalah skema CEPT (Common Effective Preferential

“0 Soesastro, Hadi (1994), Indonesia Perspektive on APEC and Regional Cooperation in Asia Pacific,
CSIS Jakarta, halaman 25,
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Tariff’ -atau tingkat tariff effective yang sama). Adapun mata dagangan (pos tarif)
yang rﬁasuk dalam skema CEPT dibagi dalam dua daftar yakni “.daftar inclusion” dan
“daftar exclusioni”, Khususnya bagi komoditi pertanian “murni” ditambah dengan
daftar ketiga yakni “daftar sensitif”. Tujuan AFTA ialah zigar semua produk yang
térmasuk dalam daftar exclusion dan sensitif berangsur-angsur dipindahkan kedasar
inclusion.*?

Pada tahap awal, komoditi yang masuk dalam skema CEPT AFTA hanya
meliputi dua kelompok yakni produk manufactur dan komoditi pertanian yang telah
diproses. Kemudian ditambah dengan kelompok komoditi pertanian murni (yang
tidak diproses) dan kelompok sector jasa yang ada kaitannya dengan kegiatan
perdagangannya. Selanjutnya telah disepakati bahwa jadwal penurunan tariff efektif
(produk CEPT) dilaksanakan secara bertahap sampai mencapai tarif akhir (endiﬁg
rate) sebesar 0-5% pada tahun 2003. untuk pelaksanaannya dapat ditempuh dengan
dua cara, yakni memilih “jalur normal” atau “jalur cepat” sedangkan jadwal
penghapusan hambatan non-tarif akan dimulai tahun 2008.

Apakah semua komoditi Indonesia sudah masuk dalam daftar inclusion?
Sampai tahun 1995 diperkirakan jumiah komoditi yang masih digolongkan kedalam
daftar exclusion berjumlah 1259, yakni terdiri dari: 650 komeoditi olahan
manufacture, 500 pertanian yang diproses, dan 95 pertanian murni. Menurut
ketentuan, tiap tahun 1995 sebanyak 20% dari daftar exclusion. Jadi secara teoritis,

pada tahun 2000 Indonesia tidak akan lagi memiliki komiditi yang berada daftar

exclusion.

41}

A, Agrana, International Economic Integration, London, 1998, halaman 21.
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Jadi kalau dibandingkan AFTA dengan WTO dan APEC ternyata jadwal

penuronan tarif AFTA adalah lebih cepat.untuk membuktikan bahwa Indonesia

- sangat mendukung terhadap AFTA dapat dilihat dalam jadwal penurunan tarif seperti

yang tercantum Pakmei 1995 dimana pada tahun 2003 sebagian besar dari mata
perdagangan Indonesia dikenakan tarif 0-5%. Dalam Pakmei 1995 jumlah pos tariff
0-5% telah ditingkatkan menjadi 4070. sebelumnya jumlah baru méncapai 3232.
Kemudian dari seluruh 9398 (pos tarif) yang ada disekitar 6030 pos (64%) sudah
mengalami penurunan,

Demikian pula jumlah 81 pos tarif yang mengatur tata niaga impor telah di
hapus . kini masih tersisa 189 pos tarif yang mengatur tata niaga impor. Dalam tahun
1994 nilai impor barang yang kena tata niaga berjumlah $2 milyar (6,3% dari seluruh
impor). Dalam proses liberalisasi ckonomi ini pcnwrinlah ternyala masih
memberikan proteksi kepada SME yakni dengan menycediakan 37 bidang usaha
khusus untuk SME.

Oleh karena itu, dalam pertemuan puncak para pemimpin ekonomi APEC di
Osaké::Jepang tanggal 9 November 1995. Indonesia “berani’ menjajikan jadwal
penurunan tarif menjadi maksimal 5-10%. Pada tahun 2003-17 sebelum hal yang

sama diberlakukan di APEC.

. Kesiapan Mengikuti Perdagangan Bebas

Dengan melihat kinerja ekonomi Indonesia belakangan ini, terutama semenjak
krisis ekonomi terjadi, maka muncul pertanyaan tentang sejauh mana kesiapan
Indonesia untuk masuk dalam era liberalisasi perekonomiar tersebut. Baik di antara

negara-negara anggota AFTA maupun APEC kondisi perekonomian Indonesia secara
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- keseluruhan memang masih relatif tertinggal. Jika melihat pendapatan per kapitanya,
maka Indonesia termasuk yang berada di lapisan bawah, dan hanya sedikit lebih
tinggi dibanding Filipina, China dan Vietnam. Pada tahun 1996, ketika krisis
ekonomi belum terjadi, pendapatan per kapita Indonesia mencapai 1.155 US $ namun
merosot menjadi 380 US $ pada tahun 1998 dan 723 US $ pada tahun 1999.
Sementara Malaysia memiliki pendapatan per kapita 3.447 US $ pada tahun 1999,
bahkan Jepang sebesar 30.588 US $. Padahal Indonesia memiliki keterkaitan
ekonomi yang amat besar pada beberapa negara ini. Sebagai contoh, nilai ekspor
Indonesia ke Jepang saja pada tahun 1999/2000 ( April-Agustus ) mencapai 4.152
juta US § atau kurang lebil mencapai 20 % dari keseluruhan ekspor kita. Sementara
itu Impor Indonesia dari Jepang pada tahun yang sama mencapai 1.117 juta US § atau
12 % dari keseluruhan impor Indonesia (Nota Keuangan dan RAPBN, 2000). Hal ini
ditambah dengan pertimbangan factor-faktor lain, akan menyebabkan hubungan
ekonomi asimetris, sehingga dapat saja merugikan perekonomiaﬁ nasional.

Begitu pula jika dilihat dari tingkat industrialisasinya, dimana Indonesia jauh
ketinggalan dibandingkan Malaysia, Singapura, dan Thailand. Sementara itu,
persaingan di APEC jauh lebih ketat lagi (Lihat kembali bab sebelumnya). Jika dalam
AFTA, tidak ada negara maju di dalamnyz, maka di APEC te:;dapal dua negara yang
sudah sangat maju (Amerika Serikat dan Jepang), serta negara maju (Kanada,
Australia, Selandia Baru dan Hongkong), disamping tiga negara industri baru/NICs
(Korea Selatan, Singapura dan Thaiwan). Sementara di antara negara-negara
berkembang di APEC, juga ada negara yang saat ini secara relatif ekonomi lebih

tangguh disbanding Indonesia, yakni Malaysia, Thailan, Meksiko, maupun Chile.) *?

2} Bhogwati Jadish, The World Trading System at Risk, Princeton 1991, halaman i4.
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- Permasalahan dan Persiapan Menyongsong AFTA/APEC

Dalam mempersiapkan diri menyongsong AFTA/APEC maka tahap awal kita
perlu melihat pada posisi apa kita sekarang, atau bagaimana kondisi ekonomi kita,
dikaitkan dengan aspek persaingannya, untuk menuju pada persaingan bebas itu? Jika
kita menatap aspek ini, maka nampak bahwa masih banyak yangperlu di benahi
dalam perekonomian nasional ini. Misalnya saja y.ang bekaitan dengan kebijakan
perdagangan yang masih cukup restriktif. Walau pun pemerintah sudah melakukan
upaya untuk menurunkan tingkat proteksi, namun demikian sejauh ini tingkat
proteksi efektif kita masih tinggi di bandingkan kebnyakan negara ASEAN maupun
APEC lainnya. '

D1 samping itu masih banyak ditemui dalam perekonomian nasional adanya
sektor atau unit usaha yang masih mengandalkan fasilitas ataupun perlindungan
untuk dapat berkembang dan bertahan dalam bidang usahanya tersebut. Unit-unit
usahé seperti ini tidak akan mungkin terus dipertahankan, karena pada waktunya akan
terdesak ke pinggiroleh unit usha asing yang masuk ke tanah air kita. Mereka kan
kalah bersaing dan menjadi pengusaha-pengusaha marginal, atau bahkan terlempar
dari pasar. **

Memang beberapa tahun terakhir ini, terutama sejak era reformasi, pemerintah
sudah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi proteksi cllaﬁ lebih menyerahkan
mekanisme perekonomian kepada pasar. Namun demikian, scpefti di kemukaken di
atas, masth terdapat pula unit usaha / sektor yang perkembangannya mengandalkan

bantuan pemerintah untuk bisa bertahan hidup atau bertambah besar. Bantuan

tersebut dapat berupa proteksi, lisensi ataupun hak-hak istimewa lainnya, yang

) Miranda Goeltom; Esensi dan Dampak Putaran Uruguay Terhadap Perekonomian Indonesia, Warta
BRI tahun 1994, halaman 41.
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-+ berakibat pada rendahnya efisiensi unit usaha tersebut. Dlengan berbagai fasilitas
infunit " usaha tersebut berkembang pesat, namun tidak efisien. Ini yang oleh
Yoshihara Kunio disebut sebagaikapitalis semu, sementara juga terdapat istilah lain
seperi kapitalis konco ( croni caitalist ) ataupun kapitalis. birokrat. Disamping itu,
praktek - praktek birokrasi yang belum mendukung ke arah efisiensimerupakan hal
yang msih banyak di keluhkan para pelaku bisnis dan pengamat ekonomi. Hal ini
dipaﬁdang sebagai penyebab yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi (high cost
economy).44)

Untuk menyongsong era APEC, maka praktek - praktek yang demikian tidak
bisa lagi dipertahankan, sebab akan memperlemah daya saing produk kita di dalam
maupun di lvar negeri. Di pasar dalam negeri yang kian bebas, produk Indonesia
akan terancam oleh pesaing-pesaing dari Asia Fasifik yang mungkin lebih efisien
karena mereka sudah lebih dulu berpengalaman dalam persaingan bebas. Untuk
menghindari ini maka mau tidak mau proses deregulasi dan debirokratisasi yang
sudah ada saat ini perlu di percepat, dan menghindarkan adanya pengaruh “vested
interest group” dalm melakukan deregulasiatau penyusuna kebijakan ekonomi
tertentu. Orientasi dari kebijakan harus dapat di jelaskan secar transparan dan benar-
benar di dasari untuk mempersipkan diri pada era keterbukaan ekonomi tersebut.

Disamping itu adapula sektor — sektor yang raasih lemah déyé saingnya,
terutama sektor jasa. Kelemahan ini tercermin dari defisit yang berkelanjutan dari
trnsaksi berjalan, yakni selisih antara ekspor dan impor barang serta jasa kita.

Sepanjang sejarah pembanmgunan Orde Baru transaksi berjalan Indonesia hampir

selalu defisit, meskipun pada tahun1998/1999 dan 1999/2000 menjadi surplus.

“) Soesastro, Hadi (1994), Indonesia Perspektive on APEC and Regional Cooperatron in Asia Pacific,
CSIS Jakarta, halaman 39,
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v Surpiusnya neraca berjalan ini Iebih di karenakan oleh deﬁsitnya. neraca jasa akibat
kegiatan ekonomi yang lesu,*”

Dengan kian terpuruknya ekonomi kita, maka sektor jasa (service) ini, seperti
angkutan, asuransi dan keuangan, akan semakin terancam. Pengkajian pada sektor ini
agaknya mendesak untuk di lakukan, agar kita segera mengetahui kelemahan-
kelemahan yang ada selama in, sehingga dapat melakukan berbagai perbaikn untuk

mengantisipasi era persaingan bebas APEC nantinya.

Hal yang sama juga terjadi pada beberapa sektor pertanian kita. Sektor
pertanian, terutama pertanian pangan, masih diproteksi cukup ketat, Jika sektor ini
nantinya juga termasuk yang di bebaskan dari kompetisi, maKa petani-petani kita
yang masih belum efisien menurut setandar dunia akan mengalami nasib yang
merugikan, Contoh aktual adalah msuknya gula impor pada akhir 1999 hingga awal
2000 yang kemudian membuat tak berdaya pertanian dén petani tebu kita. Namun,
liberaiisasi di pertanian ini sebenarnya masih begitu jelas karena beberapa negara
nggota APEC lainnya juga menghadapi masalah yang sama seperti Indonesia.

| Namun yang pasti, keputusan APEC memang memberikan dampak ganda. Di
satu sisi memberikan harapan dan janji untuk mendapatkanpasar yang lebih luas
maupun investasi asing yang lebih banyak, di sisi lain jugd memberikan ancaman dan
tanta:ngan akan dominasi asing di delam perekonomian nasional. Peluang itu bisa di
raih mana kala dari sejak awal kita sudah melakukan berbagai penyesuaian atas
kebijakan yang adayang di arahkan kepada pcngembang'cml iklim atau budaya yang
Kompertitif. Begitu pula dengan ancaman dan tantangan yng ada, juga akan dapat

mewujud manakala tidak dari sejak dini kita mengantisipasi dan berbenah diri untuk

) Ramli Rizal, (1995) Inefisiensi Ekonomi Indonesia, Makalah Sidang Pleno 1SEl, Manado, halaman 24,
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. mengarahkan perekonomian nasional pada budaya persaingn yang sehatdan jujur
tersebut, dan menghilangkan praktek-praktek birokrasiyang dapat menimbulkan
biéya tinggi. Tentunya, ancman ini tidak inginkan terjadi, yakni kondisi dimana
pengusaha-pengusha nasional hanya menjadi pengusajha yang marginal, menjadi
pelayan unit usaha negara lain, sementara pasar kita menjadi ajang rebutan dari usaha
asing dari negara mitra kita di APEC. Kita juga menginginkan APEC akan
melahirkan suatu bentuk “kolonisasi ekonomi/neo kolonialisme” yang menempatkan

Indonesia sebagai negara terjajah dan negara-negara majusebagai penjajah.*®

6. Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas

Dalam rangka menghadapi perkembngan keadaan baik di dalam maupun di
luar ﬁegeri perlu menjawab tantangan persaingan global, dengan semangat otonomi
daerah yang memberikan kewenangan luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada
daerah secara proporsional. Otonomi daerah yang di wujudkan dengan pengaturan,
pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daeral, sesvai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran
serta masyarakat, pemerataan dan keadilan scrta polensi d.an' keancka raagaman
daerah dilaksanakan dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia,

Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dapat mendorong kegiatan
lalu liptas perdagangan internasionalyang mendatangkan devisa bagi negara serta
dapat memberi pengaruh dan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia,

melalui Undang-undang yang mengatur perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

% Miranda Goeltom, Esensi dan dampak Putaran Uruguay terhadap perekonomian Indonesia, Warta BRI
tahun 1994, halaman 42. )
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-r Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas adalah suatﬁ kawasan yang berada
dalam wilayah hukum negara kesatuan republik Indonesia S/ang ‘terpisah dari daerah
pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak
penjualan atas barang mewah dan cukai. Dimana kawasan perdagangan bebas dan
pclabqhan bebas merupakan bagian integral dari negara kesatuan republik indonesia,
sehingga tak terpisah dari wilayah hukum nasional.

~ Batas-batas kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas baik daratan
maupun perairannya di tetapkan dalam undang-undang pembentukan kawasan
perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Di dalam kawasan perdagangan bebas dan
pelabuhan bebas dilakukan kegiatan-kegiatan dibidang ekonomi seperti scktor
perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariWisata. Dan bidang-
bidang lain yang mana memberikan fleksibel kepada daerah untuk
mendiversifikasikan kegiatan-kegiatan di bidang lain selain liidang ekonomi.
Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas mempunyai kedudukan
sebagai badan hukum, di mana jangka waktu suatu kawasan perdagangan bebas dan
pelabuhan bebas adalah tujuh puluh tahun terhitung sejak ditetapkan sebagai kawasan
perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dan dapat diperpanjang yang dimaksudkan
untuk memberikan rangsangan kepada para penanam modal luar negeri maupun
dalam negeri untuk melakukan kegiatan ekonomi dan perdagangan di kawasan
perdagangan bebas dan pelabuhan bebas serta untuk meningkatkan persaingan sehat
dalam rangka meningkatkan pendapatan nasional melalui peningkatan penerimaan

devisa dan penanaman modal asing dalam negeri.
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Dewan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ditetapkan oleh
Presiden atas usul Gubernur bersama-sama DPRD yang merupakan 'implementasi
dari undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah.

Ketentuan mengenai struktur orgnisasi dan fungsi-fungsi kawasan, perijinan
termasuk lalulintas barang, karantina devisa, keimigrasian pelayaran dan
penerbangan, sumber pendapatan dan pembagian akan di atur dalam pembentukan
kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas . Maka mengenai pengenaan bea

masuk, pajak pertambahan nilai, pajak perjualan atas barang mewah dan cukai tidak

diberlakukan di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Pembaharuan Hukum Keimigrasian Dalam Perdagangan Bebas

~Putaran Uruguay tersebut menunjukan pula bahwa akan banyak perubahan-
perubahan yang berkaitan dengan hubungan ekonomi antar nepgara di dunia ini
perubahan-perubahan tersebut mau tidak mau harus diikuti pula oleh perubzhan yang
berkaitan dengan aspek hukumnya. Berbagai pruduk hukum kita juga harus tanggap
terhadap berbagail perubahan ekonomi yang cepat tersebut. Artinya, penyesuaian-
peny‘esuaian ketentuan-ketentuan perundang-undangan kit—a mungkin perlu dilakukan
untuk mengimbangi perkembangan perubazhan pesat dalam ﬁerekonomian global,

regional dan nasional.*”

|
Perdagangan bebas merambah ke segala bidang , tidak terbatas pada aspek
sosial — kultural — politik — ekonomi tapi merasuk ke semua aspek kehidupan,

Indonesia sebagai bagian dari dunia, telah berada dalam arus itu, pada saat ini dan

masa-masa yang akan datang . Meninjau langsung imigrasi sebagai institusi yang

D prof, Dr Bagir Manan, Kedudukan Hukum Keimigrasian dalam System Hukum Indonesia, BPHN,

Jakarta 1999, halaman 27.
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bersinggunglangsung dengan lalulintas orang antar negara, dalam pungsinya sebagai

penjaga pintu gerbang negara, sangat relevan untuk melakukan pengkajian atas

pelaksanaan tugas dan pungsinya di kaitkan dengan dampak perdagangan bebas

khususnya dalam pembaharuan hukum ke imigrasian. trend yang terjadi di negara

lain, terutama di negara-negara yang secara tekhnologi jauh lebih tinggi, perlu

mendapat kan pengamatanyang seksama dan dipelajari kemungkinan yang akan

segara terjadi di Indonesia .

Beberapa Pembaharuan Hukum Keimigrasian Di Dalam Perdagangan Bebas Yang

Berpengaruh Terhadap Negara Indonesia .

a.

Kerja sama negara-negara Asia Tenggara bersepakat menetapkan d'aerah
perdagangan bebas untuk wilayah Asia Tenggara atau Asecan Free Trade Area
(AFTA) yang akan dimulai berlaku dalam tahun 2003 . Hal ini akan disusun
dengan tuntutan kemudahan fasiltas bagi pelaku perdagangan tersebut dari
masing-masing anggota.

Kerjasama masyarakat Ekonorﬁi Eropa (EEC)fnerupakan kerja sama negara-
negara di kawasan eropa dalam bidang ekonomi. Pengaruhnya di bidang
keimigrasian antaralain penghapusan tempat-tempat pemeriksaan imigrsi di
perbatasan masing-masing negara, di berlakukannya single gate policy untuk
pemeriksaan kedatangan dan keberangkata:n orang asing dari luar kawasan
tersebut. Pembebasan visa bagi masing-masing warga negara peserta dan
berlakunya satu visa untuk orang asing dari luar kawasan itu yang ingin
memasuki negara-negara peserta.

Kerja sama multilateral Asean yang semula hanya lima (5) negara bertambah

menjadi (10) negara . Tuntutan dari negara-negar ASEAN yang baru seperti
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. (\;ietnam, Laos dan Kamboja) untuk mendapat persamaan perlakuan dengan
negara-negara ASEAN lainnya agar warga negaranya dapat diberikan fasilitas
bebas visa untuk memasuki salah satu negara ASEAN lainnya; Adanya gagasan
anggota Asia Pasific Economic Council (APEC) untuk memberlakukan APEC
Bussiness Travel Card (seperti Smart Card) bagi Pelaku-pelaku busines

1' memasuki negara-negara anggota. Hal ini akan membentuk jaringan komputer,
setidak-tidaknya terdapat hubungan komputer di antara negara-negara peserta.

d. Berbagai kerja sama pertumbuhan seperti SIJORI. (Singapura,Johor dan Riau),
Sumatra Utara, Malaysia dan Thailand (IMTGT), antara Sulawesi Utara,
Kalimantan Timur, Brunei Darussalam dan Philipina bagian selatan (BIMP-
EAGA), Indonesia bagian timur dengan Australia (AIDA). Kesemua kerja sama

1 | pertumbuhan ini perlu di ‘sertai dengan pemberian berbagai kemudahan termasuk
pasilitas keimigrasian.

e. Kesepakatan di antara negara-negara anggota World Trade Organization (WTO)
mengenai perdagangan bebas telah membuka pintu bagi negara-negara
anggotanya untuk melakukan perdagangan tanpa hambatan (barrier) lagi.
termasuk didalamnya penggunaan jasa manusia (serviges). Kebebasan ini akan

disusul dengan tuntutan penyediaan pasilitas yang memudahkan terjadinya

perlintasan manusia sebagai pelaku busines tersebut. Beberapa diantara

ketentuan WTO akan berlaku pada 5 sampai 10 tahun.-

Merebaknya issue Human Right (hak asasi manusia) di merika dan Eropa,
berpengaruh pada perkembangan di bidang politik, ekonomi dan perdagangan.
Hubungan perdagangan dapat dilakukan karena isu tersebut. Selain itu jsu meluas

pula sampai ke masalah sosial, hubungan keluarga misalnya perkawinan campuran
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antar .bangsa, tidak lagi terikat pada asas istri harus mengikuti status suami. Atas
nama kemanusian suami berhak untuk menetapkan status k]édiaman mengikuti istri
yang berkewarganegaraan dan bertempat tinggal di negara asalnya. Tuntutan
perubahan peraturan keimigrasian segera akan muncul kepermukaan sejalan dengan

trend baru tersebut.
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BAB III
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS TENTANG ARTI PENTINGNYA

HUKUM KEIMIGRASIAN DALAM PERDAGANGAN BEBAS

I. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Setelah dilakukan penelitian di pelabuban udara Internasional Sockarno Hatta dan
pelabuhan laut Tanjung Periok yaitu Kantor Imigrasi Soekarno Hatta dan Kantor Imigrasi
Jakarta Utara serta Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Kehakiman dan HAM RI dan
Departemen Perdagangan dan Perindustrian serta di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat

sebagai berikut :

A. PERAN HUKUM KEIMIGRASIAN DALAM PERDAGANGAN BEBAS.

Dalam  “PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA” No. 9 tahun 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN” di jefaskan pula
fungsi ‘dan peranan Hukum Keimigrasian yang terkait dengan Undang-undang No. 4
PP tahun 1960 tentang perairan Indonesia, Undang-undang No.1 tabun 1973 tentang
landas Kontinen Indonesia, UU No. 7/1976 tentang Pengesahaan Penyatuan Timor
Timur kedalam Negri RI dan pembentukan Propinsi Daerah Tingkat [ Timor Timur,
UU No. 5/1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif serta UU; No. 17/1985 tentang

Penggesahaan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut.*¥

Selanjutnya di jelaskan dalam memori penjelasan bahwa untuk menjamin

kemamfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional maka- perlu di tetapkan

) Peraturan’ perundang-undangan tentang Imigrasi Rl dan negara-negara sahabat, Departemen
Kehakiman, tahun 1992.
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"r prin;.ip : “Tata pengawasan dan pelayanan atas keluar masulg orang ke dan dari
Wilayélh Indonesia sesuai dengan nilai-nilai dan tugas nasional negara kesatuan
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, untuk menghadapi
perdagéngan bebas ”.

Sehingga dengan demikian Hukum Keimigrasian melaksanakan fungsi
sekuriti (prinsip tata pengawasan) dan pelayanan (prinsip tata pelayanan) dan di
kaitkan dengan penegak hukum seperti tersebut di atas, maka pada dasarnya Hukum
Keimigrasi melakukan TRIFUNGSI IFEIMIGRASIAN yaitu scbagai PENEGAK

HUKUM, SEKURITI DAN PELAYANAN MASYARAKAT.*?

Berkaitan dengan “Selective Policy” maka memori penjelasan dengan tegas
menyatakan : “Terhadap orang asing pelaku bisnis, pelayanan dan pengawasan di
bidang keimigrasian di laksanakan berdasarkan prinsip yang bersifat seleltif
(selective‘policy)”. Berdasarkan prinsip ini, hanya orang-orang asing yang dapat
memberikan mamfaat bagi kesejahteraan rakyat, 'bangsa dan negara Republik
Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan
terhadap rakyat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan
Pancasila dan undang-undang dasar 1945 yang di izinkan masuk atau keluar wilayah
RI-dalam perdagangan bebas tersebut. Dai dik:tum tersebut diatas jelaslah bahwa
selective policy mengandung asas :

- Manfaat dan daya guna bagi pembangunan nasional
- Tidak membahayakan keamanan nasional
’Yang berarti bahwa fungsi dan peranan hukum keimigrasian juga ikut

mendukung terciptanya stabilitasi Nasional. Hal yang sangat mendasar pada Undang-

) Abdullah Syahriful (James) SH, Memperkenalkan Hukum Keimigrasian, PT. Graha, Jakarta, 1993, halaman 24.
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" undang No. 9 Tahun 1992 tersebut adalah amanat undang-undang bahwa peranan
hukum keimigrasian diberikan mandat untuk melakukan :
a. Mengkoordinasikan pengawasan orang asing wpelaku bisnis baik ditingkat pusat
maupuntingkat tingkat daerah untuk menghadapi perdagangan bebas.

b. Melembagakan berlakunya hikum pidana keimigrasian,

Dari uraian tersebut diatas dapat diintisarikan betapa beratnya fungsi dan peranan
imigrasi yang harus melaksanakan TRIFUNGSI KEIMIGRASIAN sebagai penegak
hukum, sekuriti dan pelayanan masyarakat dan sekaligus mewujudkan prinsip selective

policy terhadap orang asing pelaku bisnis yang keluar/masuk wilayah RI. *%

1. Didasari Perkembangan International dan Posisi yang Geo Stlj*ategis serta Demografi

Masyarakat Internasional menuntut munculnya pemerintahan yang bersih

(Clean Government) yang bebas dari praktek korupsi dan kolusi, yang transparan

serta mampu bertindak sesuai dengan sebutan sebagai penyedia publik sevice.
Kemampuan memberikan pelayanan prima bukan lagi lips service, atau bedak tebal
untuk menyembunyikan borok. Petugas Imigrasi adalah bagian dari publik service,
yang berperan serta atas terbentuknya citra negatif pemerintah sekarang ini.
Sumber bencana munculnya korupsi menyeluruh adalah pelaksanaan budaya gaji
rendah. Pembayaran yang cukup disertai dengan tindakan yang keras terhadap
pelanggarannya, adalah salah satu upaya memenuhi turlltutan. masyarakat terhadap
adanya pemerintahan yang bersih. Juga merupakan tuntutan kemudahan pelayanan

darl organisasi-organisasi internasional seperti Interflmtional Civil Aviation

) Prof. Dr. Awaloedin Djamin, SH, Posisi Hukum Keimigrasian Dalam Sistem Kenegaraan, Jakarta, tahun
1998, halaman 37.
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Organiation (ICAO), International Maritime Organization (IMO), Organization
Tourism In£ernational dan lain-lain.

Perbatasan antar negara Indonesia dengan negara lain (Papua Nugini,
Singapura, Malaysia, Filipina, East Timor) perlu mendapat perhatian aparatur
imigrasi lebili besar dari pada masa lalu, Pererapan UU 22/99 dan 25/99
memberikan kesempatan kepada daerah untuk berkembang lebih pesat karena
memiliki dasar hukum kewenangan berhubungan Ilangsung dalam bidang
perdagangan dan ekonomi. Akibat lanjutnya adalah mobilitas sosial dan hubungan-
hubungan langsung dengan warga negara tetangga akan semakin luas dan intensif,
Peranan imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang negara bukan lagi hanya terfokus
pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) belaka. Tapi harus melangkah pada
perluasan implementasi fungsi pengawasan daerah perbatasan baik s.ecara metode
maupun secara fisik melalui patroli perbatasan. Pengetahuan tentang berapa luas
dan karakter daerah perbatasan perlu di miliki. Peranan aktif dalam perundingan
mengenai Border Crossing Agreement adalah porsi instansi imigrasi. Untuk itu
peluasan wadah untuk menampung fungsi ini dan pengaturan kembali lalulintas
batas (border crossing) yang tidak hanya lagi bersifat lintas batas tradisional,
merupakan hal yang perlu di kaji dengan seksama. ,
Dari perjalanan perkembangan hukum Keimig.rasianh yang perlu mendapatkan
perhatian sebagai berikut :

a. Didalam kebijaksanaan Keimigrasian yang selama ini dilaksanakan, terdapat
édanya potensi adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM);
b. Dengan adanya perdagangan bebas dan mengalirnya orang asing kewilayah

‘Indonesia akan memberi dampak yang akan mempengaruhi aspek-aspek sosial
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.‘ekonomis dﬁri kehidupan masyarakat Indonesia, terutama yang menyangkut
iapangan kerja dan usaha kecil yang mudah disaingi oleh orang asing;

¢. Dengan mengalirnya kedatangan orang asing di wilayaﬁ Indonesia, yang akan
tersebar di seluruh nusantara, akan menimbulkan kesulitan dalam pengawasan
terhadap orang asing;

d. Untuk menangani tugas yang semakin berat, diperiukan sumberdaya manusia
j?ahg berkualitas dan professional;

e. Masalah penegakan hukum di bidang Keimigrasian yang selama ini dirasakan
‘prosesnya lambat, dapat dimanfaatkan olehl orang asing untuk tinggal di
wilayah Indonesia dengan melakukan tindak pidana imigrasi.

f. Tak kalah pentingnya dalam melaksanakan tugas,- didukung oleh perangkat
‘penunjang yang antara lain sistem informasi dan komunikasi yang canggih

(Sinkim)

|
Dari gambaran tersebut, dapat direncanakan suatu kebijakan keimigrasian

'yang didasari oleh prinsip-prinsip ilmiah, dengan memperhatikan perkembangan

internasional serta tetap dalam sistem hukum yang berlaku, baik nasional .;maupun
internasional. Yang dapat memerthi kébutuhan masyarakat dibidang hukum
keimigrasian,

Menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas pada saat ini dalam dalam
hal mana seringkali batas negara yang satu dengan yang lain menjadi makin dekat
disebabkan karena kemajuan dan kecanggihan tehnologi, disamping posisi geo-strategis
Indonesia dengan negara kepulauan yang serba terbuka, makin meningkatnya frekuensi
dan insensitas keluar masuk orang dari dan ke wilayah RI baik untuk kepentingan

pariwisata, penanaman modal, perdagangan, dan lain sebagainya maka tidaklah tertutup
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v kemungkinan bahwa hal tersebut akan dap;lt menimbulkan kendala terhadap
Pembangunan Nasional itu sendiri serta kerawanan bagi kehidupan Bangsa dan Negara
Indonesia. *"

Indonesia memang merupakan suatu negara yang memiliki keunikan tersenditi,
seperti ungkapan dari Bahasa Belanda : “Bagaikan sabuk zamrud yang melingkar di
khatulistiwa”. Memang meliki daya pesona tersendiri disamping letak dan posisinya
yang bersifat geo-strategis.

Terdiri atas puluhan ribu pulau-pulau kecil dan besar yang tersebar dan
terbentang dari Sabang sampai Merauke, dengan dibelah oleh sélat-selat dan diapit oleh
2 samudera, Hindia dan Pasifik dan terletak diantara 2 Benua,l Asia dan Australia,
memang cukup untuk menyebabkan orang asing pelaku bisnis yang makin meningkat
setiap tahun untuk melakukan kegiatan perdagangan, posisi yang geo-strategis ini sedikit
banyak mempengaruhi hukum keimigrasian dalam ikut serta mensukseskan
pemiaangunan nasional, disebabkan karena demikian banyak tersebar pintu masuk dan
keh_,lar dilautan mau pun di daratan kawasan perbatasan.

Dan tidak di semua pintu masuk dan keluar tersebut ditempatkan petugas-
petugas Imigrasi, selain di pelabuhan-pelabuhan pendaratan laut, udara maupun
pelintasan batas yang di tetapkan secara resmi oleh pemerintah. Fungsi pengawasan fisik
di I.)intu—pintu masuk dan keluar yang tidak termasuk resmi sederﬁikian banyaknya tidak
dapat dilaksanakan se-optimal mungkin sehingga seseorang baik warga negara asing

|
maupun Indonesia dengan itikad tidak baik dapat saja lolos lari keluar negeri tanpa

 deteksi (kasus Jusuf Randi dan pembobol bank, (penyeludup dan lain sebagainya).’®

D Gungwu, Wang (ed),(1997),Global History and Migration boulder CO(West view Pres), halalam 22.
32 Moh, Arif . Masalah penyempurnaan dan penyederhanaan dalam bidang keimigrasian di indonesia,
Jakarta 1970, halaman 40,
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Disamping aspek geo-strategis, aspek lainnya yang patut di perhitungkan adalah
aspek demografi dan sumber daya alam. kepadatan penduduk dengan kurang tersdianya
lahan pekerjaan yang memadai, menyebabkan banyaknya pelintas-pelintas batas gelap
yang keluar dari Indonesia untuk mengadu nasibnya dikawasaan bersebelahan yang
kemudian menjadi pendatang haram di malaysia. (

Tempat-tempat pelintasan rawan terdapat di kalimantan barat, Kalimantan Timur
sampai ke NTT (kasus penangkapan nelayan- nelayan dari NTT yang kedapatan masuk
secara gelap di perairan Australia). Pelintasan gelap tersebut ada yang
bermotivasiekonomi (mencari lapangan kerja di Malaysia ), politis (pelarian politik dari
aceh), kriminal (pembobol bank,penjahat), perdagangan wanita (warga negara Indonesia
keturunan Cina di kalimantan baratr termasuk penjualan bayi keturunan Cina ke
Serawak), sindikat penjualan wanita tuna susila kesingapura dan Malaysia secara gelap
dan lain-lain kegiatan negatif, Pelintasan gelap tersebut jelas melahui pintu-pintu keluar
yang terpencil di pulan pulau seperti di Riau, Kaltim, Kalbar), pelintasan batas melalui
jalan setapak di hutan-hutan seperti di IRJA ke PNG dan pelintas-pelintas gelap tersebut
memungkinkan adanya jalur penyelundupan mulai dari bawang putih, narkotika sampai
elektronika.

Aspek sumber daya alam yang tidak ternilai menyebabkan banyaknya
pendatang-pendatang asing pelaku bisnis yang datang ke Indonesia dengan berbagai
dalih, baik melalui jalur resmi sebagai penanain modal, WisataWan berkedok bisnis
sampai kepada pendatang gelap (imigran gelap) ex ppl0 yang di atur oleh sindikat gelap
di luar negri dengan memperoleh paspor aspal. Perkawinan semu antara warga negara
asing dengan wanita Indonesia untuk melakukan kegiatan bisnis terselubung di bidang

garmen dan restoran di Bali, pengusah mebel di Jepara dan lain-lain), kawin kontrak
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antara pengusaha asing dengan warga negara Indonesia untuk m(iimungkinkan oknum
asing tersebut dapat tinggal lebih lama di Indonesia, usaha pétungan semu auftara
pengusaha asing yang tidak bonafide dengan mitra Indonesia yang sering kali
merﬁmbulkan kericuhan bisnis, merupakan contoh bagair;lana kondisi Indonesia yang
makin stabil dengan laju ekonomi yang makin meningkat, menimbulkan kerawanan
3)

tersendiri terhadap masuknya orang asing ke Indonesia.

Sementara itu jumlah wisatawan yang makin meningkat dan pasti akan lebih

berkembang, akan dapat menimbulkan akses-akses yang apabila tidak di lakukan

antisipasi sedini mungkin, dapat mengakibatkan adanya kesenjangan sosial antara
pendatang asing dengan pribumi, Dengan adanya kemudahan bebas visa wisatawan
sesuai dengan KEPRES 15/1983 yang membenarkan wisatawan asing untuk tinggal di

|
Indonesia selama 60 (enam puluh) hari yang di peruntukan bagi warga negara asing dari

jumlah 40 negara lebih, depat di katakan bahwa tidak semua wisatawan yang datang ke

Indonesia semata-mata untuk tujuan berwisata.

Dari data pemantauan di lapangan, ternyata bahwa kemudahan tersebut lebih
banyak di salah gunakan oleh wisatawan asing, dengan secara tetap setelah masa 60 hari
habis, berangkat ke Singapura dan sore hari kembali ke Indonesia untuk jangka waktu 60
hari lagi. Hal ini di lakukan oleh wisatawan asing secara berulang kali sehingga dalam
jangka waktu 1 (satu) tahun mereka mempergunakan fasilitas Bebas Visa Wisatawan
selama 5 kali yang berarti tinggal di Indonesia selama kurang lebih 10 {sepuluh) bulan.
Dan banyak di antara mereka yang bekerja secara gelap di perusahaan-perusahaan
swasta sampai di BUMN dengan dalih sebagai konsultan, penasihatatau pun jasa

purngjual (after sales service), Belum lagi penggunaan Bebas Visa Wisatawan di bidémg

) Kusnanto Anggoro, Globalisasi Kedaulatan dan Kebijakan di Bidang Keimigrasian, Jakarta 1998.
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hiburan yang menonjol sekali pada saat menjelang Natal dan Tahun Baru untuk di

kontrak di kelab-kelab matam, hotel berbintang, diskotek, baik di Ibu Kota Propinsi'.

2. Dari Aspek Ekonomis dari Membanjirnya Orang Asing yang Masuk ke

Indonesia yang Menyangkut Usaha Kecil dan Menengah.

Dari pengalaman negara lain juga Indonesia sendiri sejak tahun 1986. suatu
paket kebijaksanaan deregulasi dan liberalisasi dalam bidang ekonomi dan
perdagangan serta investasi cenderung menyebabakan meluasnya kegiatan di sektor
perdagangan (dalam dan luar negeri) dimana membanjirnya orang asing sebagai
pelaku bisnis yang masuk ke indonesia sehngga dapat menigkatkan ekspor non
migas dan perdagangan bebas, Jadi dalam kaita_n dengan manfat yang diterima oleﬁ
para pelaku bisnis, pedagang termasuk eksportit dan importir sangat tefgantung dari
harga pabrik produced price dan akses pasar serta selisih harga pembelian dan
penjualan trading margin. Kalau pasar tersedia dan margin positif maka pada
umumnya para pedagang dan distributor akan merasakan manfaat dari liberalisasi
perdagangan yang pasti senang dengan perluasan pasar acfalah para konsumen

karena harga barang, terutama yang diimpor dikenakan tarif yang rendah.

Berbeda dengan sektor perdagangan, para produsen disektor industri
pengolahan dan pertanian dalam menghadapi liberalisasi per::iagangan dan investasi
harus benar-benar disiapkan dengan matang karena dalam proses produkssinya ada
keterkaitan dengan faktor tekhnologi dan pengetahuan serta manjemen. Artinya,
perlu kesiapan yang menyangkut mutu sumber daya manusia dan jiwa

kewirausahaan para produsen/petani.

halaman 27. -
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- ' Dengan masih dihadapi berbagai kendala tetapi pada imumnya daya saing
produk serta industri dan pertanian Indonesia di pasar ASEAN cukup kompetitif.
Dengan demikian pada garis besarnya indonesia merasd siap bersaing di pasar

'ASEAN;kalau jadwal AFTA dilaksanakan tahun 2003,

Meskipun Indonesia sudah sepakat untuk mempercepat penurunan tarif
dalam skema CEPT, masih ada masalah yang cukup fawan untuk diperhatikan
secara serius‘karena banyaknya asing pelaku bisnis yang masuk ke Indonesia yakni
posisi usaha sekala kecil dan mene'ngah indonesia (UKM), sebagaimana tertera

dalam tabel kedatangan dan keberangkatan warga negara asing di bawah ini :

DATA STATISTIK KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN WARGA NEGARA ASING

KEDATANGAN WARGA NEGARA ASING |KEBERANGKATAN WARGA NEGARA ASING

THN VISA KUNJUNGAN TANPA VISA VISA KUNJUNGAN TANPA VISA
Usaha | Sosbud j Pemer | Wisata| BVKS | VKSK | Usaha | Sosbud | Pemer | Wisata | BVKS | VKSK
1998 | 15331 78228 19920 42568 3410169 46251 0O 0 0 0 246230| 259364
1999 | 44873 50322 1668 32294 3069847 47257 O 0 0 0 86695 302396
2000 | 85892 47474 2396””28104 2032133 22347 0’ 0 0 -0 244900( 126198
2001 370 302 1 61 28719 4204 0 0 0 0 108814 14947

Sumber : Direktorat Jenderal Imigrasi
Departemen Kehakiman dan HAM Rl

Dalam hal ini perlu diperhatikan pandangan Menteri Koperasi dan Pembina
Pengusaha Kecil bahwa dalam menjalani proses menuju AFTA (perdagangan
.bcbas) tahun 2003 secara simultan harus pula ditingkatkan pembinaan terhadap

usaha sekala kecil dan menengah. Semua instansi terkait diharapkan untuk secara
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v taat azas dan penuh tanggung jawab melaksanakan berbagai program nasional
tentang pembinaan pengusaha kecil. |
Dan banyak program yang kini sedang dilaksanakan, Menteri Koperasi dan
Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah menyebut tiga program yang dianggap
mempunyai peranan yang strategis yakni :
1. Gerékan kemitraan dan kewirausahaan antara pengusaha kecil, menengah dan besar,
2. Program keterkaitan investor asing dulam usaha unggulan yang melibatkan
usaha kecil dan Koperasi (diatur dalam GKB dua Menteri yakni Menkop &
PPK dan Manivest); dan
3. Kampanye penggunaan produksi dalam negeri, * \
Disektor manufaktur perlu diperkuat penguasaan terﬁadap faktor teknologi.
Perlu membentuk dan membina “Supporting manufakturing industries” yang
bertujuan ganda, yakni : pertama dapat memanfaatkan peluang akibat terjadinya
relokasi industri manufaktur dan kelompok negara maj{l ke Indonesia (sebagai sub
kont;ak atau supplier); dan kedua, menjadi pemasok bagi perusahaan global.
Diusulkan untuk dipilih industri elektronik, logam dan mesin. Selain itu, diusulkan
untuk méndirikan lembaga yang dapat melakukan kegiatan “bio-teknologi” dalam
bidang agrobisnis (perikanan dan holtikultura) dan mendirikan industri Park bagi
usaha kecil dan menengah yang relatif banyak menggunakan muatan teknologi.
Usaha kecil dan menengah juga perlu ditingkatkan dalam aspek pemasaran

yakni dengan mendirikan “Lembaga Networking ¢ untuk saling menukar tentang

bisnis usaha kecil dan menengah (pemasaran, teknologi'dan menyusun “Manual

) Hasil wawancara dengan Direktur Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah Departemen Kopeasi dan
Pembinaan Pengusaha Kecil, 13 Oktober 2000.
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-~ Busines Start Up scheme bagi UKM?” seperti Franchise aliansi bisnis, spin off, dan
sub kontrak.

Perihal aspek manajemen melakukan pendidikan dan pelatihan bagi calon
instruktur dalam berbagai aspek yang bertujuan membantu UKM masuk dalam
pasar global dan melaksanakan Program Magang bagi para UKM untuk
meningkatkaﬁ kapasitas manajemen dan mengenai perihal dana, yakni
menyediakan Lembaga Modal Ventura yang modalnya berasal dari lembaga
keuangan internasional (equiti atau grants) untuk membantu UKM masuk pasar
dunia.

Memperkuat posisi usaha kecil dan menengah di ASEAN selama berlu
dukungan dari pemerintah tidak kalah pentingnya peranan organisasf dﬁnia usaha.
Dalam mekanisme ASEAN yang ditujukan untuk mewakili “suara” - dan
memperjuangkan kepentingan dunia usaha adalah KADIN di masing-masing
anggota ASEAN vang telah memiliki organisasi bersama yakni ASEAN-CCI
(Chamber of Commerce and Industry). Tetapi' sejak ASEAN-CCI berada dalam
struktur ASEAN organi’éaéi.ini kurang lincah. Bahkan keputusan tentang dunia
lebih banyak ditentukan oleh jalur pemerintah, Kurang lincahnya peranan ASEAN-
CCI terlihat dengan munculnya inisiatif dunia swasta (tanpa keikutsertaan
KADINnya ) dalam kegiatan bisnis tingkat sub-regional seperti: SIJORI (Singapur-
Johor-Riau) dan BIMP-EAGA yakni East Asean Growth Area (Brunai-Malaysia-
Indonesia-Filipina *¥

Bahwa internasional diabad ke-21 menunjukan kecenderungan S/ang

mengarah kedua arah yang berlawanan, Arah pertama ialah menuju dibongkarnya

53) Marbiyanto, Membangun System Ekonomi (BPPE Yogyakal:ta 1996), halaman 28.
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- semua hambatan tarif dan non-tarif sesuai dengan ketentpan WTO. Ini berarti
bahwa dunia akan menjadi sebuah “Borderless society”. -

Sebaliknya, arah kedua adalah justru mendirikan tembok pemisah “baru”
berupa .}blok‘. ekonomi yang bersifat eksklusif dan diskriminatif. Sebagai contoh, Uni
Eropa kini sedang berusaha menambah jangkauan keanggotaannya dari negara
bagi’e;n Eropa Timur dan Tengah. Bahkan yang perlu diwaspadai oleh ASEAN ialah
kemungkinan terjadinya fakta perdagangan bebas trans-atlantik antara seluruh
negara Eropa dan NAFTA (diperluas) karena akan menjadikan sebuah pasar
terproteksi dengan kekuatan 750 juta konsumen dengan rata-rata daya beli tinggi.

Masalah yang dihadapi Indonesia dalam abad ke-21 adalah cukup berat.
Kalaupun Indonesia merasa siap dalam jadwal AFTA tahun 2003 dengan
membanjirnya orang asing yang masuk maka harus diupayakan agar keberadan
program nasional tentang pembinaan UKM dapat beérjalan untuk mencapai
.sasarannya. Untuk menghadapi peluang dan tantangan dimasa depan maka para
pelaku ekonomi, terutama yang berskala kecil dan menengah, harus meningkatkan
jiwa kewirausahaan dan bekerja secara teliti dan tekun serta produktif.

Dalam menghadapi perubshan lingkungan ekonomi yang berjalan dalam
tempo yang relatif tinggi k'él'ihatam_lya ada dua sikap yang kita jumpai di dunia
usaha Indonesia, yakni: pertama, sikap menunggu dan melihat keadaan, dan yang
kedua sikap mau segera bangkit dan mau berubah. Akal sehat cenderung
mengatakan bahwa tidak ada pilihan lain bagi dunia usaha Indonesia selain sejak

dini bersikap pro aktif dan mulai melakukan perubahan.

8} Soesastro, Hadi (1994), Indonesia Perspektive on APEC and Regional Cooperation in Asia Pacific, CSIS
Jakarta, halaman 37.

95



Kemudian untuk menerobos pasar ekspor tidak cukup mengandalkan pada
komoditi andal. Perlu dipilih bentuk “organisasi strategis: seperti networking dan
aliansi bisnis yang telah diciptakan oleh perusahaan sekala besar di tahun 80 dan
90-an telah memungkinkan semua skala perusahaan | (termasuk UKM)
memaniaatkan bentuk kelembagaan bisnis itu dalam tahun 20-an untuk memasuki
bisnis yang bersifat global.

Menurut hasil penelitian pada tiga tipe bentuk perusahaan yang berhasil
masuk dalam proses globalisasi, yakni :

Pertama: Tipe Perdagangan Murni. Tipe ini merupakan bentu!é usaha yang paling
lama dikenal. Mitra dagang yang terlibat tidak melakukan perubahan kepemilikan
usaha tetapi tetap bersetatus independen. Pada umumnya perusahaan yang
termasuk tipe ini mendasarkan usahanya pada penguasaan pasar ( market based).
Kedua: tipe MNC/INC Tipe ini mulai terkenal setelah perang dunia kedua selesai.
Dalam tipe ini para mitra usaha sangat terintegrasi tidak dalam bentuk
kepemilikan maupun manajemen. Dalam tipe ini sekelompok investor menjadi
pemilik mayoritas. Kegiatan bisnis ini adalah kombinasi antara perdagangan dan
investasi.
Ketiga: Tipe “biru” tipe ini adalah tipe yang baru muncul yakni berkaitan dengan
bentuk organisasi bisnis yang dikembangkan berd?sarkan aliansi  bisnis
Nerworking value chains, license agreements, dan franchising. Dalam tipe ini
| sering terjadi integrasi pemilikan secara parsial dan mencakup pasar di berbagai
belahan dunia. Tipe ini banyak digeluti oleh usaha skala [cecil dan menengah.
Selanjuinya dari pengamatan empirik tenyata usaha yang telah mampu

menjadi globél dapat digolongkan kedalam 5 (lima) kategori

96



1) Loading Firm, sebuah perusahaan yang global menggunakan UKM (Usaha
_K’ecil dan Menengah) sebagai supplier atau distribut;)rnya.

2) Trading Firm, sebuah perusahaan dagang melakukan: kemitraan dagang
dengan unit usaha di berbagai negara. |

3) Domestic Network, dalam suatu Network antara berbagai perusahaan di
berbagai negara untuk bersama-sama masuk pasar dunia.

4} Kenetsu, UKM dijadikan sebagai bagian (penting) dari grup perusahaan besar
yang sudah global,

5} Innovation Option, perusahaan yang mewnjual barang atau jasanya kepasar
dunia.

Untuk meningkatkan daya saing didalam perdagangan bebas menurut “hukum
bisnis” yang paling dasar, dunia usaha berpaling ke konsumen (pasar). Dunia harus
mengenal sifat konsumen (pasar), dan memperhatikan kebutuhainnya yang berubah-
ubah dan meningkat, serta melayaninya segera dengan purna jual yang memadai.
Dalam bahasa teknis langkah yang perlu diperhatikan adalah memilih segmentasi
pasar, kemudian memilili target, dan setelah itu ditindak lanjuti dengan langkah
yang sangat penting yakni merumuskan “strategic positioning”.

Sering kali dunia usaha merasa sudah cukup kalau sudah melakukan
segmentasi pasar dan target. Justru langkah “positioning” amatlah penting karena
melalui langkah tersebut kita dapat mengetahui kebutuhaan dan harapan serta
persepsi konsumen. Selain itu dapat juga diketahui positioning barang saingan
dalam benak konsumen dan pesaing sehingga kita dapat merumﬁsi{an sebuah

“RETAIL-MIX” yang jitu kemudian melaksanakannya,’”

D Anggita Abimanyu : Orientasi Usaha dan Kinerja Bisnis pada jurnal UNISIA No.25/1995, halaman 20.
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Bukti empirik menunjukkan bahwa, melalui kegiatan bisnis yang bersentuhan
dengan perdagangan (luar negeri) dan/atau investasi (dalam dan luar negeri),
Sebua}h perusahaan dapat meningkatkan nilai tambah karena adanya faktor-faktor,
sepérti:

1) Keunggulan karena faktor lokasi
2) .Meengambil manfaatl karena adanya posisi "life-cycle” yang berbeda
diberbagai pasar.
3) Menekan biaya perunit dengan cara menambah volume operasi.
4) Mempertahankan corak pasar setelah melakukan inovasi -
5} Mengurangi risiko usaha dengan melempar produk ke berbagai pasar.
6) Mengambil manfaat karena sifatnya sistem pajak dan linsentzf yang berbeda di
berbagai negara, dan
7) Tersedianya teknologi yang relatif murah
Faktor-faktor yang dapat meningkatkan nilai tambah seperti disebutkan
diatas ternyata dalam arus globalisasi dan perdagangan bebas dengan
membanjirnya orang asing pelak bisnis yang masuk ke Indonesia dapat
dimanfaatkan oleh UKM. Dulu faktor “endowment” (fisik) yakni akses terhadap
sumber bahan atau memiliki lokasi yang strategis atau memiliki barang tertentu
telah menyebabkan perusahaan mampu memiliki “keunggulan komparatif” dalam
percaturan bisinis internasional. Kini sudah terbukti bahwa sudah banyak
perusahaan yang go internasional tidak memiliki fakto “endowment™ (fisik) tetapi
memiliki “pengetahuan” sehingga memungkinkan memiliki ‘kcunggulan

kompetitif” terutama yang bergerak dalam kegiatan bisnis “value chains”.

98



Bisnis yang termasuk “value chains” tanpa memiliki lokasi tertentu
sekarang banyak mendominasi bisnis jasa dan distribusi. Nilai tambah yang
ditimbulkan oleh kegiatan jasa dan distribusi sering kali mengambil 80% dari nilai
komoditi akhir sehingga “core component manufacturing” menjadi bagian yang
jauh lebih kecil. UKM secara alamiah memang lebih mampu memasuki kegiatan
bisnis “value chains”. Karena bisnis yang bersifat “value chains” lebih dekat
dengan konsumen maka pengelola bisnis semacam ini harus memiliki daya adaptasi
tinggi terhadap perubahan pasar. Kelompok UKM usaha kecil dan menengah justru

menmiliki kelebihan dalam hal melakukan inovasi yang cepat.

. Dilihat dari Sistem Inovasi dan Komunikasi Hukum Keimigrasian serta

Pesatnya Tcknologi dan Informasi dalam Perdagangan Bebas.

Globalisasi yang melanda dunia belakangan ini, telah membual tiap negara
memposisikan dirinya untuk ikut serta dalam percaturan keterbukaan pe-rdagangan dan
investasi, termasuk didalamnya lalu lintas manusia pelaku bignis atau jasa terkait.
Perkembangan yang cepat dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi telah
mendorong sctiap negara agar terbuka, sejalan dengan adanya tuntuian masyarakat dunia
untuk mendapatkan akses informasi yang lebih akurat dan segar/terbaru serta mutu
pelayanan yang lebih baik, |

Pemerintah Republik Indonesia menyadari adanya tuntutan masyarakat,
sehingga kebutuhan akan informasi ini di segala bidang sudah dirasakan semakin
mendesak. Perwujudan pelayanan masyarakat yang didukung oleh teknologi informasi
ini akan semakin memperbaiki efisiensi, efektifitas dan’ perkembangan produktivitas

pasional antara lain dalam bidang hukum. Pemerintah memiliki komitmen untuk

meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat serta melaksana-kannya secara
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konsekuen pelayanan dan penegakan hukum guna mengembangkan masyarakat madani
dimana hukum merupakan pimpinan. |

Sistem informasi dan komunikasi hukum keimigrasian mempunyai tujuan umum
untuk memperbaiki eﬁsieﬁsi, efektifitas dan produktifitas kerja. Untuk itu sistem yang
dibanguh dityjukan untuk memberikan kemudahan-kemudahan didalam perdagangan
bebas dan kemudahan juga dalam pelaksanaan tugas bagi semua tingkatan manajemen
jajaran imigrasi dari mulai tingkat menegah sampai ke pucuk pimpinan. Dengan
kemudahan-kemudahan tersebut akan dicapai penigkatan-peningkatan eﬁéiensi,
efektifitas daﬁ produktivitas dalam pelaksanaan tugas keimigrasian baik dari segi
kwantitas maupun dari segi kualitas. Secara umum tujuan sistem informasi dan
komunikasi keimigrasian dapat dirumuskan dalam tiga butir sebagai berikut :
»  Kemudahan dan peningkatan pelayanan pelaku bisnis didalam perdagangan bebas.
»  Kemudahan dan intensifikasi pengawasan pelaku bisnis yang masuk ke wilayah

Indonesia. |

»  Kemudahan dan transparansi laporan dan pengendalian

Berbagai sistem pengelolaan data dan informasi yang banyak dipakai sekarang
ini umumnya hanya mementingkan fungsi dan icepentingan penyediaan informasi itu
sendiri. Sedangkan banyak fungsi-fungsi sekunder dan pengelolaan sistem informasi
yang seharusnya mempunyai banyak manfaat bagi penggunanya yang terlupakan untuk
diakomodasi pada saat pemasangan sistem itu sendiri. Fungsi-fungsi sekunder itu antara

lain adalah : Sistem Pemantauan dan Pelaporan, Sistem Manajemen Aset, Sistem

Pengamanan Data, Sistem Proteksi Virus, dan lain sebagainya.

Agar data dan informasi yang tersedia melalui penerapan Sistem Informasi dan

Komunikasi keimigrasian ini lebih terpadu, maka perlu dilakukan pengembangan suatu
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sistem Informasi yang mampu mengkoordinasikan keseluruhaﬁ sistem informasi
dengan data yang datang dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Sistem ini
dibarapkan mampu memilah-milah dan melakukan klarifikasi data sesuai dengan
kepentingan dan kegunaan data itu sendiri. Analisis data selama ini hanya
dilakukan pada lokal-lokal setempat dan hasilnya tidak disebarkan/ digunakan
secéra meluas (bersifat on-line).

Penyediaan informasi dan atau dokumen/perizinan keimigrasian bagi pelaku
bisnis yang pelayanannya tersebar diberbagai wilayah Republik Indonesia serta
tidak bersifat on-line, memberikan kesulitan tersendiri pada,sistem yang terpasang
sekarang ini. Untuk memperbaiki tingkat layananan pﬁblik dan pengamanan
negara dari orang-orang pelaku bisnis yang terpadu (integrated), mudah dalam
pengaksesan, on-line dan diperbaharui setiap saat secara otomatis (up to date).

Dalam hal teknologi, Teknologi Informasi (TI) mengalami kemajuan yang
pesa¥ dan mengalami perubahan secara fundamental (mendasar). Hal ini disebabkan
oleh dua hal utama :

1. 'Ttmtuta;l pasar (market demand) yang sangat kownpetitif dan dipengaruhi oleh
arus globalisasi dibidang sistem komputer dan sistem komunikasi,

2. Perkembangan  teknologi perangkat keras (hardwarc), perangkat lunak
" (software) dan sistem jarigan komunikasi (network ) yang pesat.’®

Era globalisasi di sertai dengan laju pesat teknologi dan informatika

menyebabkan jarak antara satu negara dengan negara yang lain menjadi makin

. dekat dan jasa informatika yang di pancarkan lewat satelit-satelit menyebabkan

arus deras komunikasi makin menembus ke negara-negara berkembang, tidak

% Mohamad Aslam. S. Komposisi Riset Desain, Lembaga Penelitian Universutas Tri Sakti, Jakarta 1995,
halaman 30.
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terkeéuali Indonesia. Sebagai contoh pihak kepolisian pernah menangani kasus
penipuan jasa bank dari suatu perusahaan fiktif yang terlambat di salah satu
perkantoran di jalan Sudirman Jakarta sebagai salah satu representative.

Perusahaan dari New Zealend, yang sesungéuhnya hanya ikut menumpang
faksimil dari salah satu perusahaan yang ada.Tidak dapat ci pungkiri bahwa
kemajuan teknologi dengan menggunakan perangkat-perangkat tehnologi mutahir
dan canggih akan lebih memacu perkembangan pembangunan nasional, dan justru
pada saat ini belum banyak tenaga ahli domestik yang mampu menanggani dan
menguasi peralatan-peralatan tersebut sehingga tentunya di harapkan adanya alih-
terap tehnologi (transfer of applied tccnology).sg)

Kesulitan yang terasa di sini ialah tidak selalu ada kesediaan yang murni
da:ri pendatang asing untuk melaksanakan alih-terap tehnologi dalam jangka waktu
tertentu dengan dalih-dalih yang telah di rekayasa sedemikian rupa, sehingga mau
tidak mau keadaan tersebut dapat menimbulkan ketimpangan dalam keseimbangan
antara penggunaan tenaga ahli asing dan tenaga ahli domestik. Contoh misalnya
tenaga ahli domestik yang terbatas di bidang perbankan di Indonesia dengan
jumalh Bank Swasta yang demikian banyak sehingga memerlukan “tenaga ahli
asing perbankan” dengan fasilitas dan gaji yang jauh berbeda dengan tenaga ahli
domestik. Di bidang konstrusi pabrik sampai apartement, bidang pembuatan sepatu
sampai dengan ekspor ikan tuna, di bidang perakitan ﬁlat—alat elektronik, otomotif
smﬁpai kepada industri pesawat terbang yang masih banyak memerlukan kehadiran
tenaga ahli asing. Keadaan inilah yang merupakan akibat globalisasi dan laju pesat

teknologi, yang menyebabkan Indonesia dengan stabilitas nasional yang makin

%) Mirst, Paul and Thompson , Graham (1996). Globalisation in Quemnomr the International Economi and
The possibility of governance combride, polic, halaman 17.
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mantap dan laju ekonomi yang makin meningkat, merupaikan lahan subur bagi
pendatang asing baik sebagai tenag ahli asing resmi maupu%x gelap, wisatawan
murni maupun semu, pengusaha-pengusaha asing yang bonafide atau pun
pengusaha asing avonturir. Globalisasi di bidang bisnis d1 sertai laju pesat tehnologi
dan informatika membuka peluang baru di bidang profesioanalisme di semua sektor
mﬁlai dari bidang pendidikan sampai dengan pengelolaan bisnis.*”

Keadaan ini menyebabkan adanya usaha dan upaya oknum-oknum asing
untuk menawarkan jasa di bidang pendidikan mulai dari pelajaran bahasa asing
sampai dengan pemberian gelar-gelar tertentu di bidang manajemen yang tidak
diakui oleh pemerintah RI, melalui pendidikan/kursus kilat yang di kaitkan dengan
universitas asing di luar negeri yang belum tentu bonafide sa1ﬁpai dengaﬁ seminar,
workshop dan lain-lain kegiatan. |

Kesemuanya ini dengan dalih perlunya pendidikan profesional yang di
| mulai dari kehadiran native speaker untuk bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya
‘sampai dengan guest speakers untuk seminar, konensi, workshop untuk
menggambarkan bagaimana upaya profesionalisasi untuk tenaga-tenaga domestik
dapat di capai se-optimal mungkin. Dan tentunya tidak tertutup kemungkinan

bahwa tidak semua native speaker/gliest speaker beritikat baik bahkan lebih banyak

berpraktek mencari keuntungan dalam kekisruhan.®"

4, Azas Selektif Policy dan Security Prosperity Dalam Perdagangan Bebas.

Selektif Policy di maksudkan sebagai pengganti “OPEN DOOR POLICY”

warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda dan di ber lakukan pada tahun 1970-

) Kusnanto Anggoro, Globalisasi Kedaulatan dan Kebijakan di Bidang Keimigrasian, Jakarta 1998, halaman 21
80 Cerny,P,G (1950, globalisasi and changing logic of collectiveactor International Organization, halaman 41.
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an, Dengah Selective Policy ini di harapkan agar kehadiran dan jumlah orang asing

pelaku bisnis dalam perdagangan di Indonesia dapat di batasi dan cii kendalikan,

mengingat bahwa Indonesia bukan negara dan sekaligus menghapuskan sistem

kuota visa untuk orang asing. Pada dasarnya Selective Policy menekan kepada 2

(dua) asas yaitu :

» Manfaat dan daya guna orang asing pelaku bisnis dalam perrdagangan untuk
pembangunan Nasional.

» Tidak berbahaya bagi keamanan dan ketertiban Nasional’

Pada tahun 1974 di keluarkan SKB 3 Dirjen yaitu Tenaga Kerja, Imigrasi
dan Ditjen Tehnis terkait untuk pengaturan penggunaan tenaga ahli asing di kaitkan
dengan program Indonesianisasi dan kepada mereka di berikan Visa Berdiam.
Serri;ntara dan izin kerja yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat di
perpanjang setiap kali atas dasar kebutuhan/ Policy ini sekaligus merupakan policy

safingan, yang berarti memiliki sifat keterbatasan dalam :

Penempatan tenaga-tenaga ahli asing pada proyek-proyek pembangunan
tertentu dan bidang-bidang lainya yang di anggap menunjang pembanggunan
" nasional;

- Kualifikasi tenaga-tenaga ahli asing yang di nilai tingkat keahlian dan

kemampuannya masih belum di miliki oleh tenaga-tenaga ahli domestik;

.- Kewajiban perusahaan/proyek-proyek yang mempekerjakan tenaga ahli asing

tersebut untuk melaksanakan alih-terap tehnologi kcpada tenag ahli domestik;
- Tenaga-tenaga ahli asing tersebut di kenakan juran wajib dan Pelatihan (IWPL)

yang besarnya iuran wajib di tentukan oleh Departemen Tenaga Kerja.
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v - Kepada tenaga Ahli Asing berikut keluarganya di berikan Visa Berdiam
Sementaradan Dokumen Imigrasi (KIM/S) dengan jangka waktu 1 (satu) tahun

dan dapat di perpanjang setiap kali sesuai delngan kebutluhan.

- Penerapan Selective Policy oleh Pemerixiltah diarahkan kepada terciptanya
lapangan kerja yang iebih meningkat kadari tehnologi yang dapat di serap oleh
tenaga kerja domestik dan sebagai pengalihzim tehnologi tinggi secara bertahap.

Dalam pelaksanaannya yang telah berjalan sejak tahun 1974 hingga saat ini,
dirasakan program Indonesianisasi belum dapat terwujud secara optimal, dan
terlebih pula akhir-akhir ini dengan gIobalis|asi dan laju pesat tehnologi dan

informatika, keberadaan tenaga-tenaga asing |{makin meningkat jumlahnya baik

untuk proyek-proyek swasta nasional dan usaha patungan. Disamping itu fungsi

pengawasan terhadap ahli terhadap alih tehnologi tidak/kurang dapat terlaksanha
dengan baik, satu dan lain disebabkan karena }iaelum sinkronnya persepsi instansi-
instansi terkait dalam menerapkan criteria tenaga ahli asing secara rinci.

Dengan adanya deregulasi, debirokratisasi dan restrukturisasi dan dikaitkan
dengan globalisasi dan perdagangan bebas serta peningkatan laju pembangunan
nasional ditambah dengan resesi ekonomi dunia terutama di negara-negara barat,
maka makin meningkat pula kehadiran tenagajahli asing di Indonesia. Deregulasi
memberikan peluang bagi orang-orang asing pelaku bisnis yang melakukan bisnis

dan berdagang untuk berkunjung ke Indonesia dengan visa kunjungan usaha

dengan syarat tidak boleh bekerja namun dalam kenyataannya mereka banyak

i
melakukan penyimpangan dan kedapatan bekerja tanpa izin resmi. %%

) Kusnanto Anggoro, Globalisasi Kedaulatan dan I(ebuakan di Bidang Keimigrasian, Jakarta 1998,
halaman 43, . |
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" | . Apabila kita hendak melaksanakan selective policy secara konsekuen, maka
yang pertama-tama diperlukan adalah rincian kualifikasi :”asas manfaat daya guna
dan :':iidak berbahay bagi keamanan dan ketertiban nasional” diantara instansi
terkait. Pada dasarnya selective policy ini mendukung prinsip pendekatan sekuriti-
prosperiti, namun dalam kenyataanya seperti kata pepatah,” Jauh api dari
panggangnya’.

Justru belum ada rincian yang jelas terhadap selective policy ini
menyebabkan tulﬁbuhnya aneka ragam istilah jabatan yang direkayasa oleh
perusahaan pengguna Vuntuk dapat menempatkan tenaga ahli asing untuk jangka
waktu yang dapat ditentukan, ditambah lagi dengan tiduk ‘adanya usaha serius dari
-perusahaan pengguna untuk melaksanakan alih kepada ahli domestik. Rincian
berikut yang harus diterapkan pada asas tidak berbahaya bagi keamanan dan
ketertiban nasional yang masih belum jelas, menyebabkan keberadaan orang asing
pelaku bisnis di Indonesia dengan itikad buruk makin bertambah antara lain
keterlibatan mereka dalam jalur narkotika, bisnis terselubung, perkawinan semu,
prostitusi gelap dengan berkedok sebagai artis dan lain-lain yang dapat
mengganggu keamanan dan ketertiban nasional %

Selective policy tidak lagi selektif, apabila tidak disertai oleh rumusan
penerapan, bahkan cenderung menjadi destuktif karena banyaknya terjadi
penyimpangan, penyalahgunaan dan pelanggaran terhadap peraturan dan ketentuan

yang berlaku. 64

) Abdullah Syahriful (James) S.H, Memperkenalkan hukum keimigrasian, PT.Graha,Jakarta,1993,
halaman 21. ‘

9 Mohan Syahferri, Kebijaksanaan Keimigrasian Dalam Mengantisipasi Perkenibangan Internasional,
BPHN, Jakarta tahun 1999, halaman 18, i
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Dalam menerapkan asas cermat-sekuriti perlu ditekankan adanya asas
pendékatan sekuriti-prosperiti yang berkaitan dengan kehadiran orang asing dalam
jumlah yang 'cenderung makin meningkat, sehingga pada hakekatnya kecermatan

merupakan produk akhir dari sistem pengawasan yang efisian, Pada saat ini masih
terasa adanya kesenjangan penilaian terhadap keberadaan orang asiné di Indonesia
disebabkan belum terciptanya persepsi yang menyatu mengenai penerapan asas
pendekatan sekuriti-prosperiti.contoh misalnya penanganan konversi izin tinggal
orang asing dari pelakuan bisnis dalam perdagangan visa kunjungan usaha izin
berdiam lebih banyak ditekankan kepada aspek tehnis dan kurang memperhatikan
asas pendekatan sekuriti-prosperiti untuk menciptakan ]keseimbangan jumlah
keberadaan orang asing di Indonesia. Sebagai perbandingan suatu negara imigran
yaitu Amerika Serikat yang menerapkan sistim kuota visa. Dalam hal ini Indonesia
yang bukan negara imigran, apakah benar telah melaksanaka asas SELECTIVE
POLICY?. Aspek pendekatan sekuriti-prosperti memang rmerupakan mata uang
dengan dua muka yang tidak berada, sehingga sebagai Aparatur Sekuriti dibidang
keimigrasian harus mampu menciptakan keseimbangan dengan mengutamakan
kepentingan yang lebih utama yaitu stabilitas nasional dan daya guna dalam era
pembangunan nasional dan serta perdagangan bebas. Apabila terjadi ketimpangan
dan kesenjangan, maka asas cernat sekuriti akan b?rubah fungsinya menjadi
peluang untuk menjurus terjadinya ceroboh-sekuriti yang dapat mengakibatkan
‘ketimpangan asas pendekatan sekuriti-prosperti;kecermatan yang berarti presesi
tidak berartikekakuan dan kerumitan alur birokrasi, melainkan lebih banyak
ditentukan oleh kualifikasi dan spesifikasi subyek dan materi untuk mencegah

kebocoran “security pattern and network “ antara sesama aparatur sekuriti. Dalam
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menghadapi perdagangan bebas dengan perkiraan makin banyaknya jumlah warga
negara asing pelaku bisnis yang keluar masuk Indonesia dan warga negara
domestik yang mempergunakan jasa keimigrasian, maka jajaran imigrasi dalam

lingkup cermat sekuriti perlu menerapkan 3 (tiga) asas kerjla yaitu :

- Antisipasi : - Terhadap situasi dan kondisi yang berubah dan bergerak dengan

| cepat;

- Prediksi - Terhadap sebab dan akibat dari perubahan dan perkembangan
keadaan internal-regional-global;

- Apresiasi : - Terhadap tindakan yang prlu diambil secara berdaya guna dan

tepat sasaran untuk mencegah terjadinya ketimpangan dan

ketidak seimbangan asas pendekatan sekuriti-prosperiti.

Asas kerja ini hanya dapat berhasil apabila jajaran Imigrasi dapat menopang
mekanisme operasionalnya dengan pendayagunaan intelijen keimigrasian atau
pemantauan keimigrasian dihadapkan kepada peningkatan frekuensi dan intensitas
pelintasan manusia dalam perdagangan bebas dan profensionalismedalam upaya

pengawasan dan penindakan pelakuan bisnis.

Dalam WTO, AFTA arus perdagangan merambah ke segala bidang, tidak
terbatas pada aspek sosial-kultural-politik-ekonomi tapi masuk kesemua aspek
kehidupan. Indonesia sebagai bagian dari dunia, tf;lah berada dalam arus itu, pada saat
ini dan'masa—masa yang akan datang. Meninjau langsung Imigrasi sebagai intitusi
yang bersinggungan langsung dengan lalu lintas orang sebagai pelaku bisnis atau
negara, dalam fungsinya sebagai penjaga pintu gerbang negara, sangat relevan untuk
melakﬁkan pengkajian atas pelaksanaan tugas dan fungsinya dikaitkan dengan dampak

AFTA tersebut itu. Trend yang terjadi di negara lain, terutama di negara-negara yang
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secara teknologi lebih jauh tinggi, perlu mendapatkan pengamatan yang seksama dan
dipelajari kemungkinan yang akan segera terjadi di Indonesia.

Dampak perdagangan bebas dapat dipandang baik dari aspek negatif yaitu
kemungkinan merugikan, atau sebaliknya justru di manfaatkan dengan baik untuk
memperoleh banyak keuntungan bagi peningkatan kesejall;:eraan bangsa. Baik dampak
positif maupun negatif akan ménjadi tantangan bagi tugas-tugas imigrasi.

Menghadapi WTO AFTA dan perdangan bebas, Hukum keimigrasian dituntut
untuk menyesuaikan kebijaksanaannya dengan perkembangan dan kebutuhan
masyarakat baik masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasional.

Untuk mengatasi membanjirnya orang asing sebagai pelaku bisnis maka
hukurh keimigrasian serta kebijaksanan keimigrasian melakukan kerjasama didalam
perdangangan bebas :

1. Kerjasama negara-negara Asia Tenggara bersepak}at menetapkan daerah
perdagangan bebas untuk wilayah Asia Tenggara atau Asean Free Trade Area
(AFTA) yang akan mulai berlaku dalam tahun 2003. Hal ini akan disusul dengan
tuntutan kemudahan fasilitas dan kemudahan bagi pciaku perdagangan tersebut
dari masing-masing anggota.

2. Kerjasama Masyarakat Ekonomi ‘Eropa (EEC) merupakan kerjasama negara-
negara di kawasan Eropa dalam bidang ekonomi. Pengaruhnya di dalam

. kebijaksanaan keimigrasian antara lain penghapusan tempat-tempat pemeriksaan
imigrasi di perbatasan masing-masing negara, diberlakukannya single gate policy
untuk pemeriksaan kedatangan dan keberangkatan orang asing dari luar kawasan

tersebut. Pembebasan bagi masing-masing warga negara peserta dan berlakunya
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satu visa untuk orang asing dari luar kawasan itu yang ingin memasuki negara-

negara peserta.

. Kerjasama multi lateral Asean yang semula hanya 5 negara bertambah ménjadi

10 negéra. Tuntutan dari negara-negara ASEAN yang baru (seperti Vietnam,
Laos, dan Kamboja) untuk mendapat persamaan perlakuan dengan negara-negara
ASEAN lainnya agar warga negaranya dapat diberikan fasilitas bebas visa untuk

memasuki salah satu negara ASEAN lainnya.

. Adanya gagasan anggota Asia Pasific Economic Counsil (APEC) untuk

memberlakukan APEC Bussiness Travel Card (seperti Smart Card) bagi pelaku-
pelaku busines memasuki negara-negara anggota. Hal ini akan membentuk
jaringan komputer, setidak-tidaknya terdapat hubungan komputer diantara

negara-negara peserta,

. Berbagai kerjasama pertumbuhan seperti SIROJI. (Singapore, Johor dan Riau),

antara Sulawesi Utara, Malaysia dan Thailand (IMTGT), antara Sulawesi Utara-
Kalimatan Timur-Brunai Darusalam dan Philipina bagian selatan (BIMP-EAGA).
Kesemua kerjasama pertumbuhan ini perlu disertai dengan pemberian berbagai
kemudahan termasuk fasilitas keimigrasian dan kesepakatan diantara negara-
negara anggota World Trade Organization (WTO) mengenai perdangan bebas
telah membuka pintu bagi negara-negara anggotanya untuk melakukan
perdagangan tanpa hambatan (barrier) lagi. Termasuk di ‘dalamnya penggunaan
jasa manusia (services). Kebebasan ini akan disusul denganiluntutan penyidikan
fasilitas yang memudahkan terjadinya perlintasan sebagai pelaku busines
tersebut. Beberapa diantara ketentuan WTO akan berlaku pada 5 sampai 10

tahun.
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..Pada dasarnya peranan hukum keimigrasian ‘ bersifat universal yaitu
melaksanakan pengaturan lalulintas orang masuk/keluar wilayaﬁ suatu negara sesuai
dengan policy negara yang telah digariskan dalam undang-undang dasarnya.

Kita dapat melihat ada negara yang menganut policly negara imigran seperti
Amerika Serikat, Australia, Amerika Latin dan beberapa negara Eropa yang
menerima perpindahan bangsa untuk bermukim di negara-negara tersebut
berdasarkan kuota visa imigran setiap tahunnya.

Ada beberapa negara lain baik di Eropa maupun di Asia yang menerima
kehadiran imigran secara terbatas yang dikaitkan dengan perimbangan jumlah
penduduk negaranya dan kualifikasi kegunaan para imigran terhadap negara
penerima. Indonesia sejak tahun 1970 tidak lagi memberlakukan system kuota visa
yang berarti bahwa Indonesia bukanlah negara imigran dan beralih dari “open door
policy warisan pemerintah Hindia-Belanda ke” selective policy pemerintah RI yang
lebih mengutamakan asas manfaat dan daya guna pendatang asing di negara Republik
Indonesia.

Dalam Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 tahun 1992
tentang Keimigrasian di jelaskan pula fungsi dan peranan Hukum Keimigrasian yang
terkait dengan UIndang-undang No. 4 PP tahun 1960 tentang perairan Indonesia,
Undang~undéng No.1 tahun 1973 tentang landas Kontinen Indonesia, UU No, 7/1976
tentang Pengesahaan Penyatuan Timor Timur kedalam Negri RI dan pembentukan
Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur, UU No. 5/1983 tentang anﬁ Ekonomi
Eksklusif serta UU No. 17/1985 tentang Penggesahaan Konvensi Perserikatan Bangsa-

bangsa tentang Hukum Laut.
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Selanjutnya di jelaskan dalam memori penjelasan bahwa untuk menjamin
kemamféatm dan melindungi berbagai kepentingan nasiolnal maka perlu di tetapkan
prinsip‘ “Tata pengawasan dan pelayanan atas keluar masuk orang ke dan dari
wilayah Indonesia sesuai dengan nilai-nilai dan tugas nasional negara kesatuan
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, untuk menghadapi
perdagangan bebas .

Sehingga dengan demikian Hukum Keimigrasian melaksanakan fungsi sekuriti
(prinsip tata pengawasan) dan pelayanan (prinsip tata pelayanan) dan di kaitkan
dengan penegak hukum seperti tersebut di atas, maka pada dasarnya Hukum
Keimigrasi melakukan Trifungsi Keimigrasian yaitu sebalgai Penegakan Hukum,
Sekuriti dan Pelayanan Masyarakat.

Berkaitan dengan “Selective Policy” maka memori penjelasan dengan tegas
menyatakan : Terhadap orang asing pelaku bisnis, pelayénan dan pengawasan di
bidang keimigrasian di laksanakan berdasarkan prinsip yang bersifat selektif (selective
policy). Berdasarkan prinsip ini, hanya orang-orang asing yang dapat memberikan
mamfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia serta tidak
membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan terhadap rakyat
maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan
undang-undang dasar 1945 yang di izinkan masuk atau keluar wilayah RI dalam
perdagangan bebas tersebut. Dari diktum tersebut diatas jelaslah bahwa selective
policy mengandung asas :

- Manfaat dan daya guna bagi pembangunan nasional
- Tidak membahayakan keamanan nasional

Yang berarti bahwa fungsi dan peranan hukum keimigrasian juga ikut

mendukung terciptanya stabilitasi Nasional. Hal yang sangat mendasar pada Undang-
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" undang No. 9 Tahun 1992 tersebut adalah amanat undang-undang bahwa peranan

hukum keimigrasian diberikan mandat untuk melakukan :

¢. Mengkoordinasikan pengawasan orang asing. pelaku bisnis baik ditingkat pusat
maupun tingkat daerah untuk menghadapi perdagangan bebas.

d. Melembagakan i)erlakunya hukum pidana keimigrasian.

Dengan adanya deregulasi, debirokratisasi dan restrukturisasi dan dikaitkan
dengan globalisasi dan perdagangan bebas serta peningkatan laju pembangunan
nasional ditambah dengan resesi ekonomi dunia terutama di negara-negara barat, maka
makin meningkat pula kehadiran tenaga ahl: asing di Indonesia. Deregulasi
memberikan peluang bagi orang-orang asing pelaku bisnis yang melakukan bisnis dan
berdagang untuk berkunjung ke Indonesia dengan visa kunjungan usaha dengan syarat
tidak boleh bekerja namun dalam kenyataannya mereka banyak melakukan
penyimpangan dan kedapatan bekerja tanpa izih resmi.

Apabila kita hendak melaksanakan selective policy secara konsekuen, maka
yang pertama-tama diperlukan adalah rincian kualifikasi :”asas manfaat daya guna dan
tidak berbahay bagi keamanan dan ketertiban nasional” diantara instansi terkait. Pada
dasarnya selective policy int mendukung prinsip pendekatan sellcuriti-prosperiti, namun
dalam kenyataanya seperti kata pepatah,” Jauh api dari panggangnya”.

Justru belum ada rincian yang jelas terhadap sclective policy ini menycbabkan
tumbuhnya ancka ragam istilah jabatan yang direkayasa oleh perusahaan pengguna
untuk dapat menempatkan tenaga ahli asing untuk jangka waktu yang dapat
ditentul;an, ditambah lagi dengan tidak adanya usaha serius dari perusahaan pengguna
untuk melaksanakan alih kepada ahli domestik. Rincian berikut yang harus diterapkan

pada asas tidak berbahaya bagi keamanan dan ketertiban nasional yang masih belum
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1

-r jelaé, menyebabkan keberadaan orang asing pelaku bisnis di Indonesia dengan itikad

bﬁruk makin bertambah antara lain keterlibatan mereka dalam jalur narkotika, bisnis
terselubung, perkawinan semu, prostitusi gelap dengan bgrkedok sebagai artis dan
lain-lain yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban nasional.

Selective policy tidak lagi selektif, apabila tidak disertai oleh rumusan
penerapan, bahkan cenderung menjadi destuktif karena banyaknya terjadi
penyimpangan, penyalahgunaan dan pelanggaran terhadap peraturan dan ketentuan
yang berlaku.

Dalam menerapkan asas cermat, sekuriti perlu ditekankan adanya asas
pendekatan sekuriti-prosperiti yang berkaitan dengan kehadiran orang asing dalam
jumlah yang cenderung makin meningkat, sehingga pada hakekatnya kecermatan
merupakan produk akhir dari sistem pengawasan yang efisian. Pada saat ini masih
terasa adanya kesenjangan penilaian terhadap keberadaan orang asing di Indonesia
disebabkan belum terciptanya persepsi yang menyatu mengenai penerapan asas
pendekatan sekuriti-prosperiti.contoh misalnya penanganan konversi izin tinggal orang
asing dari pelakuan bisnis dalam perdagangan visa kunjungan usaha izin berdiam lebih
banyak ditekankan kepada aspek tehnis dan kurang memperhatikan asas pendekatan
sekuriti-prosperiti untuk menciptakan keseimbangan jumlah keberadaan bréng asing di
Indonesia. Sebagai perbandingan suatu negara imigran yaitu Amerika Serikat yang
menerapkan sistim kuota visa. Dalam hal ini Indonesia yang bukan negara imigran,
apakah benar telah melaksanakan asas SELECTIVE POLICY?. Aspck pendekatan
sekuriti-prosperti memang merupakan mata uang dengan dua muka yang tidak berada,
sehingga sebagai Aparatur Sekuriti dibidang keimigrasian harqs mampu menciptakan

keseimbangan dengan mengutamakan kepentingan yang lebil utama yaitu stabilitas
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-~ nasional dan daya guna dalam era pembangunan nasional dan éerta perdagangan
bebas. Apabila terjadi ketimpangan dan kesenjangan, maka asas cernat sekuriti akan
berubah fungsinya menjadi peluang untuk menjurus terjadinya ceroboh-sekuriti yang
dapat Imengakibatkan ketimpangan asas pendekatan sekuriti-prosperti;kecermatan
yang berarti presesi tidak berartikekakuan dan kerumitan alur birokrasi, melainkan
lebih banyak ditentukan oleh kualifikasi dan spesifikasi subyek dan materi untuk
mencegah kebocoran “security pattern and network “ antara sesama aparatur sekuriti.

Dari uraian tersebut diatas dapat diintisarikan betapa beratnya fungsi dan
peranan imigrasi yang harus melaksanakan Trifungsi Keimigliasian sebagai penegak
hukum, sekuriti dan pelayanan masyarakat dan sekaligus niewujudkan prinsip
selective policy terhadap orang asing pelaku bisnis yang keluar/masuk wilayah RI.

Menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas pada saat ini dalam dalam
hal mana seringkali batas negara yang satu dengan yang lain menjadi makin dekat
disebabkan karena kemajuan dan kecanggihan tehnologi, disamping posisi geo-
strateg;is Indonesia dengan negara kepulauan yang serba terbuka, makin meningkatnya
frekuensi dan insensitas keluar masuk orang dari dan ke wilayah RI baik untuk
kepentingan pariwisata, penanaman modal, perdagangan, ‘dan lain sebagainya maka
tidaklah tertutup kemungkinan bahwa hal tersebut akan dapat menimbulkan kendala
terhadap Pembangunan Nasional itu sendiri serta kerawanan bagi kehidupan Bangsa
dan Negara Indonesia. :

Indonesia memang merupakan suatu negara yang memiliki keunikan
tersendiri, seperti ungkapan dari Bahasa Belanda : “Bagaikan sabuk zamrud yang
melingkar di khatulistiwa”. Memang meliki daya pesona tersendiri disamping letak

dan posisinya yang bersifat geo-strategis.
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Terdiri atas puluhan ribu pulau-pulau kecil dan besar -yang tersebar dan
terbentang dari Sabang sampai Merauke, dengan dibelah oleh selat-selat dan diapit
oleh 2 samudera, Hindia dan Pasifik dan terletak diantara 2 Benua, Asia dan Australia,
memang cukup untuk menyebabkan orang asing pelaku bisnis yang makin meningkat
setiap tahun untuk melakukan kegiatan perdagangan, posisi yang geo-strategis ini
sedikit banyak mempengaruhi hukum keimigrasian dalam ikut sérta mensukseskan -
pembangunan nasional, disebabkan karena demikian banyak tersebar pintu masuk dan
keluar dilautan maupun di daratan kawasan perbatasan.

Dan tidak di semua pintu masiuk dan keluar tersebut ditempatkan petugas-
pctugaé Imigrasi, selain di pelabuhan-pelabuhan pendaratan -laut, udara maupun
pelintasan batas yang di tetapkan secara resmi oleh pemerintah. Fungsi pengawasan
fisik di pintu—pintu masuk dan keluar yang tidak termasuk resmi sedemikian
banyaknya tidak dapat dilaksanakan se-optimal mungkin szhingga sescorang baik
warga negara asing maupun Indonesia dengan itikad tidak baik dapat saja lolos lari
keluar negeri tanpa detekst (kasus Jusuf Randi dan pembobol Eank, (penyeludup dan
lain sebagainya).

Disamping aspek geo-strategis, aspek lainnya yang patut di perhitungkan
adalah aspek demografi dan sumber daya alam. kepadatah penduduk dengan kurang
tersdiaﬁl)fa lahan pekerjaan yang memadai, menyebabkan banyaknya pelintas-pelintas
batas gelap yang keluar dari Indonesia untuk mengadu nasibnya dikawasaan
berseBelahan yang kemudian menjadi pendatang haram di malaysia.

Tempat-tempat pelintasan rawan terdapat di kalimantan barat, Kalimantan
Timur sampai ke NTT (kasus penangkapan nelayan--nelayan dari NTT yang

kedapatan masuk secara gelap di perairan Australia). Pelintasan gelap tersebut ada
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-+ yang 'bermotivasiekonomi (mencari lapangan kerja di Malaysia ), politis (pelarian

poiitik dari aceh), kriminal (pembobol bank,penjahat), perdagangan wanita (warga
negara Indonesia keturunan Cina di kalimantan barat. termasuk penjualan bayi
kctururian Cina ke Serawak), sindikat penjualan wanita tuna susila kesingapura dan
Malay:sia secara gelap dan lain-lain kegiatan negatif. Pelintasan gelap tersebut jelas
melalul pintu-pintu keluar yang terpencil di pulau pulau seperti di Riau, Kaltim,
Kalbar), pelintasan batas melalui jalan setapak di hutan-hutan seperti di IRJA ke PNG
dan pelintas-pelintas gelap tersebut memungkinkan adanya jalur penyelundupan mulai
dari b;awang putih, narkotika sampai elektronika.

Aspek sumber daya alam yang tidak ternilai menyebabkan banyaknya

J

pendatang-pendatang asing pelaku bisnis yang datang ke Indonesia dengan berbagai

dalih, baik melalui jalur resmi sebagai penanam modal, wisatawan berkedok bisnis

- sampai kepada pendatang gelap (imigran gelap) ex ppl0 yang di atur oleh sindikat

gelap di luar negri dengan memperoleh paspor aspal. Perkawinan semu antara warga
negara asing dengan wanita Indonesia untuk melakukan kegiatan bisnis terselubung di
bidang garmen dan restoran di Bali, pcngusah mebe! di Jepara dan lain-lain), kawin
kontrak antara pengusaha asing dengan warga negara Indonesia untuk memungkinkan
oknum asing tersebut dapat tinggal lebih lama di Indonesia, usaha patungan semu
antara pengusaha asing yang tidak bonafide dengan mitra Indonesia yang sering kali
menimbulkan kericuhan bisnis, merupakan contoh bagaimana kondisi Indonesia yang
makin stabil dengan laju ekonomi yang makin meningkat, menimbulkan kerawanan
tersendiri terhadap masuknya orang asing ke Indonesia.

Sementara itu jumlah wisatawan yang makin meningkat dan pasti akan lebih

berkembang, akan dapat menimbulkan akses-akses yang apabila tidak di lakukan
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-~ antisipasi sedini mungkin, dapat mengakibatkan adanya kesenjangan sosial antara
pendatang asing dengan pribumi. Dengan adanya kemudahan I:;ebas visa wisatawan
sesuai dengan KEPRES 15/1983 yang membenarkan wisatawan asing untuk tinggal di
Indonesia selama 60 (enam puluh) hari yang di peruntukan bagi warga negara asing
dari jumlah 40 negara lebih, dapat di katakan bahwa tidak semua wisatuwan yang

datang ke Indonesia semata-mata untuk tujuan berwisata.

Berdasarkan analisis teinyata bahwa kemudahan tersebut lebih banyak di salah
gunakan oleh wisatawan asing, dengan secara tetap setelah masa 60 hari habis,
berangkat ke Singapura dan sore hari kembali ke Indonesia untuk jangka waktu 60
hari lagi. Hal ini di lakukan oleh wisataWan asing secara berulang kali sehingga dalam
jangka waktu 1 (satu) tahun mereka mempergunakan fasilitas Bebas Visa Wisatawan
selama 5 kali yang berarti tinggal di Indonesia selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan,
Dan banyak di antara mereka yang bekerja secara gelap di perusahaan-perusahaan
swasta sampai di BUMN dengan dalih sebagai konsultan, penasihatatau pun jasa
purnajual (after sales service). Belum lagi penggunaan ﬁebas» Visa Wisatawan di

bidang hiburan yang menonjol sekali pada saat menjelang Natal dan Tahun Baru untuk

di kontrak di kelab-kelab malam, hotel berbintang, diskotek, blaik di Ibu Kota Propinsi.

. HAK AZASI MANUSIA DI DALAM HUBUNGAN PERDAGANGAN BEBAS

MENYANGKUT HUKUM KEIMIGRASIAN

Hal-hal yang berhubungan dengan masalah hak azazi manusia di dalam hubungan
perdagangan bebas menyangkut hukum keimigrasian antara lain mengenai
penangkalan dan pencegahan terhadap warga negara asing sebagaimana tertera didalam

data statistik di bawah ini :
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STATISTIK PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN
WARGA NEGARA ASING DAN WARGA NEGARA INDONESIA

|

Th 1998 PENCEGAHAN PENANGKALAN [Th 1999 PENCEGAHAN PENANGKALAN
No Bulan MeniMen| Ja | Pa {Men| Ja | Pa Bulan Men|Men| Ja | Pa {Men| Ja | Pa
keh | keu | gung|ngab| keh | gung | ngab keh | keu [ gung{ngab| keh | gung | ngab
1. | Jan 23 [ 95 201 | 13 |2721 99 | 201 | Jan 19 1176 | 2027 7 {3303, 91 201
2. | Feb 18 | 95 | 208 ) 13 |27507 99 | 201 | Feb 191175 | 216 1 7 [33731 91 | 201
3, | Mar 19 | 95 | 194 | 13 |2828| 99 | 201 Mar 24 | 170 | 213 8§ | 3462 9] 198
4, | Apr 19 1204 | 197 | 13 |2892| 99 | 201 | Apr 24 | 342({210| 8 343-'; _9] ‘ f98
5. | Mei 17 12001 | 194 | 13 |2913| 100 | 204 | Mei 24 | 359|222 & |3520| 91 | 198
6. | Jun | 17 | 183 | 102| 6 [2077) o1 [ 203 | o | 17 | 365|228 | 13 |3456| o1 | 215
7.1 Jul 23 | 181} 100 | 6 {3081 91 | 202 | Jul 17 [ 336 | 222} 13 |3626| 91 | 215 i
.| Agu | 7 | 176 | 14a| 6 [3203] o1 | 202 | Agu | 18 | 3281 228 | 13 |3653| o1 | 215
_5— "S—cp 11 | 156 | 162 7 “ 3203 - 91 20‘2 Sép 22 | 327 | 225 | 13 [3778| 91 21 75777
10.} Okt 18 | 176 | 173 | 7 |3215( 91 202 | Okt 342 1 342 | 230 | 13 | 3843 91 21 5'
11.{ Nov 18 | 183|209 | 7 |3225| 91 | 201 j Nov 3351335,223 | 13 3955] 91 | 215
12.| Des 18 1 176 [ 192 | 7 13242 91 | 201 | Des 325 1325 1 216 | 13 140237 91 | 215
Jumlah | 208 | 192112076 111 {36250 1133 | 2421 1186 | 3580|2635 | 129 43479 1092 | 250|
Th 2000 PENCEGAHAN PENANGKALAN [Th 2001 PENCEGAHAN PENANGKALAN
No Bulan Men|Men| Ja | Pa [ Meni Ja Pa Bulan Men|Men| Ja | Pa [Men| Ja | Pa
keh | keu | gung| ngab| keh | gung | ngab keh | keu | gung | ngab | keh | gung | ngab
L} Jan 23 | 301 ) 214 | 13 [4092] 91 215 | Jan 29 , 81 . 268 - 14769 93 5
2. | Feb 24 [ 307 1224 | 13 |4113] 91 215 | Feb 29 84 | 276 - | 4827 100 3
3. | Mar 24 | 285|235 | 13 | 4228 91 | 215 ) Mar é‘) 86 | 280 | - [4897] 100 5
4. | Apr 24 [ 265|237 13 | 4330 _91_ 215 ”\pr 29 68 |'293 | - 49141100 -
5. | Mei 24 | 264 | 239 | 13 |4396] 91 | 215 | Mei 31 | 63 1301 | - 15004| 100 -
6.1 Jun 25 [ 268 | 255 | 13 | 4451 93 | 215 | Jun 8 ) 52 . 194 - 57083 100 -
7.1 hl 34 | 266 | 254 | - | 4482 93 18 | Jul .
8 ! Agu 28 | 255|262 | - |4515) 93 18 | Agu
9.1 Sep 28 | 258 | 2641 - |4593| 93 5 Sep
10.1 Okt 28 | 151 | 267 ) - |[4630| 93 3 Okt -
11.; Nov 28 95 | 276 - | 4664 | 93 5 Nov
12.] Des 28 | 83 277 - |4746| 93 5 Des N 7
Jumlah 318 1279813004 | 78 (53240 1106 1346 155 1 434 {1612 0 |29494; 503 15

Sumber : Direktorat Jenderal Imigrasi
Departemen Kehakiman dan HAM RI
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R Pen‘angkalan Terhadap Pelaku Bisnis di dalam Perdagangan Bebas

- Orang asing pelaku bisnis didalam perdagangan bebas karena alasan-alasan
tertentu, seperti sikap bermusuhan terhadap rakyat dan Negara Republik Indonesia
yang.berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk sementara
waktu dapat ditangkal masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia,

| Untuk Warga Negara Indonesia berlaku prinsip bahwa‘setiap Warga Negara
Republik Indonesia berhak keluar atau masuk kewilayah Negara Republik
Indonesia. Namun demikian, hak-hak ini bukan sesuatu y-jang tidak dapat dibatasi,
‘karena alasan-alasan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu Warga Negara
Indonesia dapat dicegah keluar dari dan dapat ditangkal masuk ke wilayah Negara
Republik Indonesia. Meskipun demikan, keputusan penangkalan tidak mengurangi
kemungkinan bagi pejabat yang berwenang untuk memberikan izin kepada orang
yang dikenakan pencegahan melakukan perjalanan keluar wilayah Negara Republik
Indonesia karena alasan keamanan, ibadah haji, dan untuk kepentingan nasional.
Tetapi karena penangkalan pada dasarnya ditujukan pada orang asing
pelaku bisnis maka penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia pelaku bisnis
dikenakan terhadap mereka yang telah lama meninggalkan Indonesia, atau tinggal
menetap atau telah menjadi penduduk negara lain dan melakukan tindakan atau
sikap bermwusuhan terhadap negara dan Pemeritahan Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya terhadap
Warga Negara Indonesia dapat pula dikenakan penangkalan berdasarkan
pertimbangan bahwa dengan masuknya mereka ke wilayah Negara Republik
Indonesia diperkirakan akan mengganggu jalannya pembangunan nasional,

menimbulkan perpecahan bangsa, mengganggu stabilitas nasional, dan dapat
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menimbulkan ancaman terhadap diri atau keluarganya. Sehubungan dengan itu,
maka pelaksanaanya dilakukan dengan sangat hati-hati dan selektif, penuh dengan
ketelitian dan ketepatan baik yang b'erkaitan. dengan pejabat-pejabat yang
berwenang dan bertanggung jawab terhadap penangkalan, alasan-alasan yang
digunakan untuk melakukan penangkalan, jangka waktu, orang yang dikenakan
penangkalan, maupun tata cara pelaksanaannya.

Dalam undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, pejabat
yang berwenang untuk melakukan penangkalan dibedakan dengan pejabat yang
berwenang untuk melakukan, baik penangkalan terhadap orang asing pelaku bisnis
ataupun penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia pelaku bisnis di dalam
perdaga.nga.n bebas.

Berdasarkan pasal 15 ayat (1), dan pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor
9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, pejabat yang berwenang dan bertanggung
jawab terhadap :

1. Penangkalan untuk orang asing adalah :

a. Menteri Kehakiman Republik Indonesia ‘
b. Jaksa Agung Republik Indonesia
¢. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

2. Penangkalan untuk Warga Negara Indonesia adalah Tim yang dibentuk
déngan Keputusan Presiden dan diketahui oleh Menteri Kehakiman Republik
Indonesia, yang anggotanya terdiri atas unsur-unsur :

'a. Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
b. Kejaksaan Agung Republik Indonesia;

c. Departemen Luar Negeri;



d. Departemen Dalam Negri;
e. | Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional; dan
f. Badan Koordinasi Intelejen Negara.

Penangkalan  harus ditetélpkan dengan  keputusan tertulis " dan
disampaikan kepada orang yang bersangkutan, Namun demikian, khusus keputusan
penangkalan terhadap orang asing pelaku bisnis tidak perlu disampaikan kepada
orang yang bersangkutan, tetapi cukup dikirimkan kepada Perwakilan-perwakilan
Republik Indonesia, agar orang asing pelaku bisnis yang bersangkutan tidak diberi
visa untuk masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia.

Sedangkan keputusan penangkalan untuk Warga Negara Indonesia, sedapat
mungkin diberitahukan kepada orang yang bersangkutan bahwa ia dikenakan
penangkalan untuk masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia melalui
Perwakian Republik Indonesia. 5%

Pengiriman keputusan penangkalan kepada Perwakilan Republik Indonesia
ini, karena Perwakilan Republik Indonesia adalah satu-satunya aparatur negara
yang mewakili kepentingan Negara Republik Indonesia secara késeluruhan di
negara lain atau pada organisasi internasional.

Jika seseorang terkena Penangkalan dan masuk ke wilayah Indonesia, maka
oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dilakukan tindakan sebagai
berikut :

a. Ditolak Izin masuknya dengan menerangkan penolakan pada paspornya;
b. Menyampaikan kepada Penanggung jawab alat angkut yang membawanya ke

wilayah Indonesia untuk membawa kembali ke luar wilayah indonesia baik

) Abdullah Syahriful, Memperkenalkan Hukum Keimigrasian, PT. Ghalia, Jakarta, 1993, halaman 23.
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dengan alat angkut yang membawanya atau alat angkut lain deﬁgan jaminan
Penanggung Jawab Alat Angkut yang membawanya ke wilayah Indonesia. Jika
pengembaliannya memerlukan waktu yang agak lama, maka yang bersangkutan
dapat di tempatkan di Karantina Imigrasi,

Jangka waktu berlaku penangkalan adalah : Karena alasan keimigrasian atau alasan

pemeliharaan dan penegakan keamanan dan pertahanan, paling lama 1 (satu) tahun

dan dapat diperpanjang setiap kali untuk waktu paling lama,i (satu) tahun atau
kurang dari waktu tersebut.

a. Karena alasan pidana lamanya disesuaikan dengan keputusan Jaksa Agung,

b. Penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia paling lama 6 (enam) bulan dan
sétiap kali dapat diperpanjang untuk paling lama 6 (enam) bulan dengan
ketentuan masa perpanjangan penangkalan tersebut tidak lebih dari 2 (dua)
tahun.

Waktu penangkalan akan berakhir jika :

a. Telah berakhir masa waktu penangkalan atau masa perpanjangannya;

b. .Dicabut penangkalannya oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang
dan tanggung jawabnya,

Berdasarkan penelitian penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia yaitu

berupa larangan bagi Warga Negara Indonesia pelaku bisnis perdagangan bebas

untuk memasuki wilayah Indonesia atau dengan kata lain dilarang kembali ke
negaranya sendiri. Hal ini sangat bertentangan dengan Hak Azasinya. Jika larangan
tersebut didasarkan keberadaannya di Indonesia nanti akan menimbulkan masalah,
bukan berarti yang bersangkutan tidal_c diperkenankan masuk ke ‘wilayah Indonesia,

tetapi akan di selesaikan ketika yang bersangkutan telah berada di Indonesia. Untuk
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meil.ghindari adanya tuntutan terhadap pelanggaraﬁ HAM, perlu dipertimbangkan
untuk mencabut pasal-pasal yang menyangkut penangkalan terhadap Warga Negara
Indoﬁesia dengan alasan apapun. Sedangkan penangkalan terhadap orang asing
pelaku bisnis yaitu melarang orang-orang asing tertentu untuk memasuki wilayah
Indonesia didasarkan pada kedaulatan negara, dimana setiap négara berhak untuk
menetapkan siapa-siapa orang asing pelaku bisnis yang dapat diizinkan memasuki
negaranya. Sistim penangkalan ini dianut oleh hampir seluruh negara. Dibidang
keimigrasian, setiap negara yang akan dimasuki oleh orang asing pelaku bisnis
sangat ketat dalam meneliti setiap orang asing yang akan memasuki negaranya,

kadang-kadang meskipun telah memenuhi persyaratan administratifnya,

. Pencegahan Terhadap Pelaku Bisnis Didalam Perdagangan Bebas

Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang
tertentu untuk ke luar dari wilayah Indonesia berdasérk_an alasan tertentu.
Pencegahan diberlakukan terhadap pelaku bisms yaitu Warga Negara Indonesia dan
Orang Asing.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian,
yang;-berwenang melakukan pencegahan adalah:

1. Menteri Kehakiman karena alasan-alasan yang bersifat keimigrasian;

2. Menteri Keuangan karena alasan-alasan yang menyangkut piutang negara;

3. Jaksa Agung karena alasan yang menyangkut pidana;

4. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia karena alasan yang
‘ meﬁyangkut gangguan terhadap pertahanan keamanan negara Republik

Indonesia,
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Pencegahan dilakukan dengan Surat Keputusan Tertulis yang ditanda

tangani oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang dan tanggung

jawabnya. Keputusan tersebut harus disampaikan kepada :

a.

Yang dikenakan pencegahan dengan surat tercatat dalam waktu 1 (satu) minggu

setelah keputusan tersebut di putuskan,

Menteri Kehakiman untuk dilaksanakan. Menteri Kehakiman memerintah

Direktur Jendral Imigrasi untuk melaksanakan pencegahan yaitu melarang

orang yang terkena pencegahan untuk meninggalkan wilayah Indonesia.

Surat Keputusan Pencegahan harus memuat keterangan dari orang yang
|

dikenakan pencegahan, yang sekurang-kurangnya harus memuat : nama, umur/

tanggal lahir, pekerjaan, alamat, jenis kelamin dan kewarganegaraan. Kelengkapan

ini diperlukan untuk mencegah terjadinya kekeliruan dalam menentukan orang

yang terkena pencegahan.

Lamanya waktu pencegahan untuk masing-masing bidang adalah sebagai berikut :

a.

Pencegahan dengan alasan yang bersifat keimigrasian dan piutang regara
paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali
dan setiap perpanjangan tidak lebih dari 6 (enam} bulan.

Pencegahan dengan alasan pidana yang diputuskan oleh Jaksa Agung, lamanya
pencegahan sesuai dengan keputusan Jaksa Agung.

Pencegahan dengan alasan untuk pemeliharaan dan penegakan keamanan dan
pertahanan negara berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan dan dapat
diperpanjang untuk setiap kali selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang

untuk setiap kali selama 6 (enam) bulan dan kesluruhan perpanjangan tidak




lebiﬁ dari 2 (dua) tahun yang berarti seluruh penegakan berlaku paling lama dua

| setengah tahun.

Jika seseorang terkena pencegahan, maka terhadap yang bersangkutan
diperlakukan sebagai berikut :

a. Jika yang terkena pencegahan mengajukan permohonaﬁ paspor pada Kantor
Imigrasi, maka permochonannya ditolak dan yang bersangkutan menyelesaikan
dahulu pencegahannya dengan Pejabat yang berwenang. |

b. Jika yang terkena pencegahan akan berangkat meninggatkan wilayah Indonesia,
'rimka keberangkatannya dibatalkan dan menyampaikan kepada Penanggung
jawab alat angkut yang akan membawanya keluar wilayah Indonesia untuk
'membatalkan keberangkatannya dan mencoret dari daftar penumpang yang
akan meninggalkan wilayah Indonesia.

Masa berlakunya pencegahan berakhir jika :

a. telah habiﬁ; masa berlakunya dan tidak diperpanjang atau masa perpanjangannya
juga telah berakhir;

b. dicabut pencegahannya, meskipun masa berlakunya belum berakhir.

Masalah pencegahan (Pasal 11 s/d 14) yaitu larangan bagi orang pelaku bisnis
tertentu untuk meninggalkan wilayah Indonesia di dalam perdagangan bebas. Hal ini
juga menyangkut HAM, dimana seseorang dinyatakan bebas untuk pergi meninggalkan
suatu wilayah termasuk negara sendiri. Dari sejarahnya, pencegahan yang dilakukan di
Indonesia, semula dari kebijaksanaan Pemerintah Hindia Belanda sesudah perangldunia
ke II, yang memberlakukan bagi setiap orang yang akan meninggalkan wilayah
Indonesia harus memiliki izin keluar (exit permit) dan harus melalui saringan

berdasarkan daftar pencegahan. Maksud dari kebijaksanaan tersebut ialah untuk
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..menghalangi pejuang-pejuang Republik Indonesia keluar negeri untuk mengadakan

hubungan dan mencari bantuan dari luar negeri dalam rangka perjuangan kemerdekaan
Indonesia. Sistem pencegahan ini sampai kini masih diteruskan tentu dengan alasan
yang berlainan antéra lain untuk mencegah larinva orang yang mempunyai masalah
dengan aparat hukum seperti sedang terlibat dalam masalah tindak pidana. Alasan ini
tidak dapat dipertahankan lagi, karena jika seseorang sedang berada dalam suatu
perkara pidana, oleh penyidik atau penuntut dapat dilakukan pencarian‘ dan
penangkapan dengan daftar pencarian orang (dpo), bukan hanya dicegah saja
kepergiannya. Jika yang bersangkutan ternyata telah meninggalkan wilayah indonesia,
dapat ditempuh melalui kerja sama Interpol untuk membawa kembali ke wilayah
Indonesia. Sistem pencegahan ini hampir tidak diberlakukan oleh negara-negara di
dunia, dan hanya beberapa negara yang memberlakﬁkannya terutama oleh negara-
negara komunis untuk menghalangi warganya meninggalkan negaranya untuk
mendapatkan kebebasan di negara lain, Untuk menghindari tuntutan atas pelanggaran
HAM yang menyangkut larangan meninggalkan wilayah Indonesia, sistem pencegahan
perlu diperhatikan untuk ditiadakan. |

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian mengatur
mengenai Pencegahan dan Penangkalan, yaitu suatu ketentuan yang melarang
seseorang untuk melakukan perjalanan keluar atau masuk wilayah Indonesia.
Ketentuan ini pada hakekatnya merupakan upaya pembatasan terhadap hak azasi
manusia, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip umum yang berlaku secara
internasional, yaitu setiap orang berhak melakukan perjalanan keluar maupun masuk ke
wilayah suatu negara. Namun demikian, dengan pertimbangan demi kepentingan

keamanan negara dan masyarakat Indonesia begitu juga dalam rangka mengayomi hak
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-azasi manusia, agar lebih menjamin adanya perlindungan dan kepastian hukum, maka

masalah pencegahan dan penangkalan diatur dalam suatu bab tersendiri didalam
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian,

Pengaturan pencegahan dan penangkalan yang diizinkan masuk atau keluar
wilayah Indonesia dalam Undang-undang Keimigrasian terutama pencegahan dan
periangkalan terhadap orang asing melalui bisnis didalam perdagangan bebas adalah
sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang keimigrasian yang menganut prinsip
“selective policy”, yaitu suatu kebijaksanaan yeng didasarkan pada prinsip yang
bersifat selektif. Berdasarkan prinsip ini, hanya orang-orang asing pelaku bisnis yang
dapat memberikan manfaatrbagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik
Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan
baik terhadap rakyat, maupun Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945 yang di_izinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia.

Salah satu tugas atau fungsi aparat keimigrasian ialah turut serta dalam me;njaga
ketertiban dan keamanan negara dari gangguan dan ancaman baik dari dalam negeri
maupun dari luar negeri, bekerjasama dengan aparat kemanan lainnya. Implimentasi
dari tugas menjaga ketertiban dan keamanan itu ialah melakukan tindakan preventif
yang berupa pencegahan dan penangkalan, yaitu melarang untuk sementara orang-
orang tertentu untuk meninggalkan atau masuk wilayaﬁ Negara Indonesia.

Dalam rangka menjaga keutuhan tegaknya negara, setiap negara menerapkan
tindakan-tindakan yang berwujud pencegahan, terutama penangkalan terhadap crang
asing pelaku bisnis didalam perdagangan bebas yang akan masuk ke wilayahnya.
Tidak semua negara menerapkan penangkalén, tetapi hampir semua negara

menerapkan penangkalan dengan pertimbangan bahwa jika seorang akan meninggalkan
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-rnegara tersebut tidak banyak mempengaruhi aspek ketertiban,l namun dengan
masukny‘;a. seorang asing ke negara tersebut, kemungkinan menimbulkan gangguan dan
ancaman dari orang-orang asing vang masuk tersebut, cukup menjadi pertimbangan
yang matang, sehingga keberadaan mereka ditekan sedemikian rupa, sehingga resiko
adanya gangguan dan ancaman semakin kecil,

Menurut peraturan perundang-undangan, Keimigrasian di Indonesia
menerapkan keduanya yaitu Pencegahan dan Penangkalan. Pencegahan diberlakukan
baik terhadap Warga Negara Indonesia maupun o-ra.ng asing, sedangkan penangkalan
terutama diberlakukan terhadap orang asing yang akan masuk wilayah Indonesia.
Warga Negara Indonesia pelaku bisnis merupakan pengecualian yang dilakukan dalam
keadaan yang sangat khusus, karena menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku, setiap Warga Negara Indonesia berhak melakukan perjalanan keluar atau
masuk wilayah Indonesia. Oleh sebab itu keputusan penangkalan terhadap Warga
Negara Indonesia dilakukan oleh sebuah Tim yang diketuai oleh Menteri dan unsur-

unsur dari Badan atau Instansi yang terkait, ®

Sebelum diberlakukannya Undang-undang tentang keimigrasian, Pencegahan |
dan Penangkalan diatur hanya dalam suatu Peraturan Menteri I%ehakiman. Dalam
Peraturan Menteri Kehakiman tersebut diatur Pejabat yang berwenang melakukan
Pencegahan atau Penangkalan, lamanya waktu pencggahan atau penangkalan.
Keputusan Pencegahan atau penagkalan tidak diberitahukan kepada yang terkena,

tetapi hanya kepada Direktur Jendral Imigrasi untuk dilaksanakan pencegahan atau

penangkalannya. Dengan demikian yang terkena pencegahan atau penangkalan tidak

% Moh. Arif . Masalah penyempurnaan dan penyederhanaan dalam bidang keimigrasian di indonesia,
Jakarta 1970, halaman 57.
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-<1'meﬁgetahui Pejabat mana yang melakukan pencegahan atau penangkalan atas dirinya,
yang mereka tahu, bahwa ia dikenakan pencegahan atau penangkalan oleh imigrasi.

Penangkalan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Orang-orang
tertentu untuk masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu. Pelaku bisnis
yang terkena panangkalan tidak di ijinkan masuk oleh Pejabat Imigrasi di Teémpat
Pemeriksaan Imigrasi dan harus di kembalikan ke negara asalnya atau ketempat lain di
luar wilayah Indonesia oleh alat angkut yang membawanya atau dengaﬁ alat angkut
lain atas jaminan penanggung jawab alat angkut yang membawanya masuk ke wilayah
Indonesia. |

Keputusan penangkalan terhadap orang asing pelaku bisnis yang menyangkut
urusan keimigrasian dilakukan oleh menteri kehakiman.

Keputusan penangkalan terhadap orang asing pelaku bisnis yang menyangkut
pelaksanaan ketentuan pasal 32 huruf g Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia dilakukan olch Jaksa Agung terutama yang
berhubungan dengan urusan pidana.

Keputusan penangkalan terhadap orang asing pelaku bisnis yang menyangkut
pemeliharan dan penegakan keamanan dan pertahanan negara terhadab orang asing
dilakukan oleh Panglirna Angkatan Bersenjata Republik Indoncsia.

Kewenangan dalam pengambilan keputusan penangkalan dari ketiga pejabat
tersebut tidak dapat dilimpahkan kepada pejabat lainnya.

Pelaksanaan penangkalan tersebut oleh Menteri Kehakiman atau Pejabat
Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang diberi wewenang untuk menolak orang

asing yang terkena penangkalan untuk masuk ke wilayah Indonesia.
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Warga Negara Indonesia hanya dapat ditangkal dalam hal-hal ~t§rtentu yang
memerlukén pertimbangan yang matang dan ditinjau dari beberapa segi, karena
sebagai warga negara berhak untuk masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan pasal 2
UU No 9 thn 1992 oleh sebab itu untuk mengambil keputusan terhadap Warga Negara
Indonesia tidak dilakukan oleh seorang pejabat yang bervenang, tetapi oleh sebuah
tim yang diketuai oleh menteri kehakiman dan anggotanya tefdiri dari Instansi yang
terkait terhadap kedatangan dan keberadaannya di Wilayah Inidonesia terutama yang
menyangkut segi Keamanan dan Keselamatan bangsa keseluruhan dan yang
bersangkutan sendiri bila ia berada di Indonesia.

Pelaksanaan keputusan penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia
dilakukan oleh Menteri Kehakiman atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yaitu Pejabat
imigrasi di Tempat pemeriksaan Imigrasi yang akan menolak memberikan izin masuk
ke wilayah Indonesia kepada yang bersangkutan. Alasan untuk melakukan
penangkalan terhadap orang asing pelaku bisnis ialah sikap dan perbuatan orang asing
pelaku bisnis tersebut yang dinilai atau diduga akan merugikan kepentingan Negara
dan masyarakat Indonesia sesuai dengan kebijaksanaan di bidang keimigrasian, yaitu
yaitu ‘kebijaksanaan saringan (selective policy), dimana hanyd orang asing pelaku
bisnis yang bermanfaat yang diizinkan masuk kewilayah Indonesia. Sikap
bermusuhan, kegiatan yang bertentangan dengan keamanan,j ketertiban, agama, adat
dan kebiasaan bangsa dan inasyarakat Indonesia, orang asing yang menghindari diri
dari ancaman hukuman atas kejahatannya yang dilakukan di negerinya atau dinegara

lain, kejahatan mana juga akan dikenakan hukuman berdasarkan hukum yang berlaku

di Indonesia. Demikian juga alasan-alasan yang menyangkut keimigrasian, seperti
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-~ pernah diusir atau dideportasi, penyalahgunaan perizinan dan lain-lain yang akan
diatulr lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Penaﬁgkalan terhadap orang asing pelaku bisnis di tuangkan dalam keputusan
tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu oleh Menteri Kehakiman,
Jaksa Agung atau Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indorzsia sesuai dengan
bidang masing-inasing. Penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia dituangkan
da_lam keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai ketua
tim yang berwenaﬂg sesuai dengan pasal 16 ayat (1).

‘Dalam keputusa.n. tertulis untuk penangkalan, harus memuat identitas yang
jelas, sehingga tidak menimbulkan keraguan terhadap drang yang terkena
penangkalan; alasan yang jelas, sehingga yang bersangkutan mengetahui alas an
mengapa ia dikenakan penangkalan, sehingga jika ia akan mengajukan usaha hukum
mengetahui jelas alas an penangkalan dan lamanya waktu penangkalan.

Keputusan penangkalan tidak di sampaikan kepada yané bersangkutan, karena
sukar menetapkan tempat tinggal orang yang terkena penangklalan. Keputusan itu
dikirimkan ke Perwakilan Republik Indonesia, yang dapat menyampaikan kepada
yang bersangkutan atau jika yang bersangkutan datang ke Perwakilan Republik
Indonesia untuk memohon Visa.

Waktu penangkalan yang keputusannya di keluarkan oleh Menteri Kehakiman
dan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia masing-masing berlaku 1 (satu)
tahun dan dapat diperpanjang jika dengan alasan yang jelas untuk beberapa kali tanpa
batas. Jika tidak ada perpanjangan lagi, maka penangkalan berakhir demi hukum atau
dapat dicabut sebelum waktunya. Sedang penangkalan yané diputus oleh Jaksa Agung

waktunya ditetapkan oleh Jaksa Agung termasuk perpanjangannya. Jika tidak ada
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“rperpanjangan lagi, penangkalan akan berakhir demi hukum atau dapat dicabut sebelum
waktunyg.

Penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia (Pasal 15, 16 dan 21) jalah berupa
larangan bagi Warga Negara Indonesia untuk memasuki wilayah Indonesia yang
merupa'kan pelaku bisnis didalam perdagangan bebas atau dengan kata lain dilarang
kembali ke negaranya sendiri. Hal ini sangat bertentangan dengan Hak Asasinya. Jika
larangan tersebut didasarkannya keberadaannya di Indonesia nanti akan menimbulkan
masalah, bukan berarti yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk ke wilayah
Indonesia, tetapi akan diselesaikan ketika yang bersangkutan telah berada di Indonesia.
Untuk menghindari adanya tuntutan terhadap pelaﬂggaran HAM, perlu
dipertimbangkan untuk mencabut pasal-pasal yang menyangkut penangkalan terhadap
Warga Negara Indonesia dengan alasan apapun. Sedang penangkalan terhadap orang
asing sebagai pelaku bisnis yaitu melarang orang-orang aéing sebagai pelaku binis
tertentu untuk memasuki wilayah Indonesia didasarkan pada kedaulatan negara,
dimana setiap negara berhak untuk menetapkan siapa-siapa orang asing yang dapat
diizinkan memasuki negaranya. Di dalam kebijaksanaan keimigrasian, setiap negara
yang akan dimasuki oleh orang asing, sangat ketat dalam meneliti setiap orang asing
yang akan memasuki negaranya, kadang-kadang meskipun telah memenuhi persyaratan
administratif,

Pencegahan adalah larangan yang bersipat sementara terhadap orang-orang
tertentu untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu. Pelaku bisnis
yang terkena pencegahan tidak di dijinkan oleh pejabat imigrasi di Tempat
Pemeriksaan Imigrasi untuk meninggalkan wilayah Indonesia dan tidak diberi tanda

Bertolak.
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Kewenangan untuk membuat keputusan pencegahan terhadap seseorang

diberikan kepada pejabat yang menyangkut bidang tugasnya yaitu:

a.

Yang menyangkut urusan keimigrasian di lakukan oleh Menteri yang dalam hal
ini Menteri Kehakiman;

Yang menyangkut masalah piutang negara dilakukan oleh Menteri Keuangan
Yang menyangkut pelaksanaan ketentuan pasal 32 huruf g Undang-undang nomor
5 tahun 1991 tentang kejaksaan Republik Indonesia di lakukan oleh Kcjaksaan
Agung.

Yaﬁg menyangkut masalah pemeliharaan dan penegakan keamanan  dan
pertahanan negara di yang diatur dalam undang-undang nomor 20 tahun 1982
teiltang ketentuan-ketentuan pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik
Indonesia sebagai mana yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 1
Tahun 1988, di lakukan oieh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
Mengingat pencegahan merupakan pembatasan terhadap hak-hak seseorang, maka
dalam mengambil keputusan, pejabat yang berwenang harus di dasarkan alasan

yang sah dan ,wewenang ini tidak dapat dilakukan oleh pejabat yang lebih rendah

_ berdasar delagasi wewenang.

Pelaksanaan keputusan pencegahan di laksanakan oleh menteri dalam hal ini

Menteri Kehakiman yang dalam pelaksanaanya di tunjtik pejabat imigrasi yang

bertugas di tempat pemeriksaan imigrasi dan kantor-kantor imigrasi melalui Direktur

Jendral Imigrasi. Keberatan terhadap. pencegahan diajukan kepada Pejabat yang

mengeluarkan keputusan,

Keputusan pencegahan harus merupakan keputusan tertulis yang di tanda

tangani oleh Pejabat yang berwenang, sehingga orang yang terkena pencegahan
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s G 1
-- mengerti mengapa ia dikenakan dan jika ia berkeberatan atas pencegahan tersebut,

mengetahui kemana ia harus mengajukan keberatannya.

Keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang harus di lengkapi
oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) hal. Jika keputusan tidak léngkap atau kurang, maka
Menteri Kehakiman-a atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan keputusan
tersebut dapat menolak dan mengembalikan kepada pejabat yang membuat keputusan
untuk di lengkapi.

Keputusan pencegahan harus di sampaikan kepada yang terkena pencegahan
paling lambat 7 (tujuh) hari, sehingga cukup waktu untuk menyampaikan kepada
pejabat yang akan melaksanakan dan kepada yang terkena juga menyampaikan waktu
untuk mengatur pemberangkatannya atau membatalkannya.

Pencegahan yang menyangkut keimigrasian dan piutang negara berlaku paling
lama 6 (enam) bulan. Pencegahan tersebut dalam keputusan Pejabat yang berwenang
menentukan dapat berlaku kurang dari 6 (enam) bulan, Pencegahan tersebut dapat
diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali- setiap perpanjangan untuk jangka waktu paling
lama 6 (enam) bulan, berarti seluruh pencegahan berlaku seluruhnya paling lama 18
(delapan belas) bulan dan tidak dapat diperpanjang lagi.

Jika terhadaia seseorang yang telah dikenakan pencegahan, diperlukan
pencegahan lagi, maka akan diberlakukan pencegahan baru, bukan perpanjangan.
Masa berlaku pencegahan dapat di cabut sebelum masa berlakuﬁya habis oleh pejabat
yang mengeluarkan keputusan pencegahan. Pencabutan juga berlaku, bila telah habis
masa berlakunya tidak ada perpanjangan atau pencegahan telah berlaku selama 18

(delapan belas) bulan, maka pencegahan berakhir demi hukum.
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Peﬁcegahan yang menyangkut pidana yang diputuskan oleh Jaksa Agung dan
dapat aiperpanjang sesual dengan keputusan Jaksa Agung,. Berakhirnya pencegahan
ditetapkan oleh Jaksa Agung setelah berakhirnya masa pencegahan atau selama masa
berlakunya pencegahan,

" Pencegahan yang menyangkut pemeliharaan dan penegakan keamanan dan
pertahanan negara berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang
beberapa kali dan setiap perpanjangan paling lama untuk ‘waktu 6 (enam) bulan dan
seluruh masa perpanjangan tidak lebih dari 2 (dua) tahun yang berarti seluruh
pencegahan dengan perpanjangan paling lama 2,5 (dua setengah) tahun. Pencabutan
pencegahan dapat dilakukan oleh Panglima Angkatan Bersénjata Republik Indonesia
sebelum masa berlaku pencegahan berakhir, atau pada waktu habis berlaku masa
pencegahan tidak ada perpanjangan ntau masa pencegahan telah berlaku selama
2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pencegahan,

Jika telah ada keputusan pencegahan dari pejabat-pejabat yang berwenang
terhadap seseorang dan masih berlaku, maka pejabat imigrasi wajib menolak
keBera.ngkatannya keluar wilayah Indonesia. Jika terjadi bahwa pencegahan seseorang
telah habis masa berlakunya dan tidak ada keputusar} perpanjangan atau telah habis
seluruh masa pencegahan termasuk perpanjangannya, maka pejabat imigrasi di tempat
pemeriksaan imigrasi dapat mengijinkan yang bersangkutan keluar wilayah Indonesia

dengan memberikan tanda bertolak.

Hal yang juga sangat penting ialah masalah pencegahan (Pasal 11 s/d 14)
ialah larangan bagi orang tertentu untuk meninggalkan wilayah Indonesia. Hal ini
juga menyangkut HAM, dimana seseorang dinyatakan bebas untuk pergi

meninggalkan suatu wilayah negara termasuk negaranya sendiri. Dari sejarahnya,
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penceg;han yang dilakukan di Indonesia, semula dari kebijaksanaan Pemerintahan
Hindia Belanda sesudah perang dunia ke II, yang niemberlakukan bagi setiap orang
yang akan meninggalkan wilayah Indonesia harus memiliki izin keluar (exit_permit)
dan harus melalui saringan berdasarkan daftar pencegahan. Maksud dari
kebijaksanaan tersebut ialah untuk menghalangi pejuang-pejuang Republik
Indonesia ke luar negeri dalam rangka perjuangan kcmerdekaaﬁ Indonesia. Sistim
pencegahan ini sampai kini masih diteruskan tentu dengan alasan yang berlainan
antara lain untuk mencegah larinya orang yang mempunyai masalah dengan aparat
l}ukum seperti sedang terlibat dalam masalah tindak pidana. Alasan ini tidak dapat
dipértahankan lagi, karena jika seseorang sedang berada dalam suatu perkara
pidana, oleh penyidik atau penuntut dapat dilakukan pencarian dan penangkapan
dengan daftar pencarian orang (dpo), bukan hanya dicegah saja kepergiannya. Jika

yang bersangkutan ternyata telah meninggalkan wilayah Indonesia, dapat ditempuh

melalui kerja sama Interpol untuk membawa kembali ke wilayah Indonesia. Sistim

pencegahan ini hampir tidak diberlakukan oleh negara—negalra*di dunia, dan hanya
beberapa negara yang memberlakukannya terutama oleh negara-negara komunis
untuk menghalangi warganya meninggalkan negaranya untuk mendapatkan
kebebasan di negara lain. Untuk menghindari tuntutan a;tas pelanggaran HAM yang

menyangkut larangan meninggalkan wilayah Indonesia, sistem pencegahan perlu

diperhatikan untuk ditiadakan.
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C..PELAYANAN, PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN

DIDALAM PERDAGANGAN BEBAS.

1. Pelaksanaan Pelayanan Hukum Kcimigrasian

| Perkembangan pelayanan hukum keimigrasian terakhir ini .meninjukkan
adanya peningkatan sesuai dengan perkembangan pembangunan nasional dalam
upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penggalian sumber devisa
negara non migas khususnya disektor perdagangan dan pariwisata.

Pelayanan hukum keimigrasian berupa melaksanakan pelayanan
keimigrasian diudara maupun pelayanan keimigrasian di kapal-kapal pesiar yang
membawa rombongan pelaku bisnis dan wisatawan mancanegara dalam jumlah
besar yang akan melakukan kunjungan dagang dan wisata ke Indonesia.

Selain kemudahan-kemudahan yang telah diberikan kepada warga negara
asing pelaku bisnis yang akan memasuki wilayah Indonesia juga diberikan
pelayanan terhadap masyarakat kita sendiri yang akan berangkat ke luar negeri
dengan berbagai macam tujuan dan keperluan, baik yang bersifaf—:‘pérdagangan,
penigkatan ilmu pengetahvan maupun upaya peningkatan taraf hidup dengan
bekerja diluar negeri.

Untuk meningkatkan pelayanan hukum keimigrasian didalam perdagangan
bebas, menciptakan mekanisme kerja dengan sistem baru dan berjalan dengan
dilengkapi peralatan komunikasi yang memungkinkan dialolg antara petugas terkait
dalam suatu pelayanan tanpa harus mondar mandir dari suatuiruangan ke ruangan
lainnya. Sistem baru ini misalnya dengan menggunakan peralatan komputer lokal

Local Area Network (LAN) dimana peralatan komputer pada suatu ruangan dapat
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-+ berhubungan dengan komputer pada ruangan yang lain sehingga pelayanan akan
semakin cepat.’”)

Dalam rangka pelayanan hukum keimigrasian Departemen Kehakiman cq
Direktoran Jendral Imigrasi telah mengeluarkan dasar-dasar hukumnya dan jenis-
jenis dokumen keimigrasian, antara lain ;

1. Dasar-dasar hukum

a. Undang-undang nomor 9 tahun 1992 tentang keimigr;':xsian;

b. Peratuan menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-UM.01.06
tahun 1988 tanggal 21 Januari 1988 tentang Surat Perjalanan Republik
Indonesia;

cA. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-UM-01.86
tahun 1992 tentang perubahan peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor
M.01-UM.01-06 tahun 1988 tentang Surat Perjalanan Repubik Indonesia;

d. Keputusan Menteri Kehakiman republik indonesia nomor M.02-UM .01.06
tahun 1987 tanggal 4 Mei 1987 tentang Biaya Imigrasi;

“e. Surat Keputusan bersama Menteri Luar Negeri dan’Menteri Kchakiman
Republik Indonesia Nomor 1413/BU/VII/79/01 dan JM/1/23 tahun 1979
tentang peraturan Visa 1979; '

f. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor JM/I/17 tahun

1978 tentang Ketentuan-ketentuan Keimigrasian bagi orang-orang asing

yang diikutsertakan dalam operasi-operasi pembangunan dilautan yuridiksi

nasional;

0 D.H. Soerahardjo, Drs, SH., Pengantar Hukum Imigrasi, Jakarta 1995, halaman 27,

139



g. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.06-UM.01.06 tahun 1987
tentang Dokumen Imigrsi berupa SKK/AB, KIM dan KIM/S bentuk baru.
2. Jenis-Jenis Dokumen Keimigrasian
a. Paspor baik untuk WNI maupun WNA ;.
b. Surat Perjalanan Laksana Paspor, baik untuk WNI dan WNA
c. Izin Tinggal Terbatas berupa KIM/S ;
d. Izin tinggal tetap berupa KIM dan SKK ;
e. Izin Dispensasi dan Fasilitas Keimigrasian (Disfaskim) ;

f. surat Keterangan Keimigrasian (SKIM).

Ditinjau dari pelayanan hukum keimigrasian dari berbagai jenis pelayanan
dokumen kemigrasian dan masing-masing pelayanan mempunyai sistem dan
prosedur yang berbeda tetapi pada prinsipnya adalah terkait unsur-unsur pelayanan
yaitu aparat pelayanan seb.agai unsur pelaksana dalam peiayanan, ketentuan
peraturan perundangan yang berlaku, sarana dan prasarana yang menunjang
kegiatan pelayanan maupun organisasi tatakerja sebagai wadah bekerja aparat

secara sistemnatis.

Oleh karena itu untuk dapat memberi gambaran pelayanan hukum
keimigrasian dalam praktek, maka diambil contoh pelayanan hukum dalam
perﬁberian izin masuk dan izin keluar bagi pelaku bisnis baik warga negara asing
dan warga negara Indonesia di pelabuhan udara Soekarno Hatta dimana prosedur
pelaksanaannya kedatangannya sebagai berikut :

a. Setiap warga negara asing dan warga negara Indoresia setibanya atau
kedatangannya dari luar negeri, diharuskan antri didepan Conter Imigrasi untuk

dilakukan pemeriksaan paspor dan dokumen Imigrasi. :
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Kemudian pejabat Imigrasi/ pejabat pendaratan, memeriksa data dan paspor
serta kartu Debarkasi untuk mengetahui jenis kedatangan penumpang kapal

udara tersebut.

Meneliti dan mencocokan pemegang paspor dengan memerintahkan pejabat

komputer untuk mengecek pada daftar cekal.

Melarang kedatangan penumpang yang namanya termasuk dalam daftar cekal.

" Melaporkan kepada' Kepala Unit Bandara atas nama pemegang paspor yang

memiliki kemiripan dengan yang terdaftar pada daftar cekal untuk tindak lanjut.
Kemudian dilakukan wawancara bagi pemegang paspor yang namanya ada
kemiripan dengan yang terdapat pada daftar cekal untuk penetapan lebih lanjut.

Menandatangani pada lembar paspor yang telah distempel sebagai memenuhi

persyaratan teknis atau izin kedatangannya,

Pelayanan hukum keimigrasian bagi pelaku bisnis warga negara asing dan

warga negara Indonesia yang ingin bertolak atau keberangkatan keluar negeri di

Bandara Soekarno Hatta adalah sebagi berikut :

a.

C.

Penumpang yang akan bertolak keluar negeri hafus mempunyai paspor dan tiket
penerbangan diharuskan antri di Conter Imigrasi untuk diperiksa data dan
paspor serta kartu embarkasi untuk mengetahui jenis keberangkatan
penumpang.

Meneliti dan mencocokan pemegang paspor dengan memerintahkan pejabat
komputer untuk mengecek pada daftar cekal.

Melarang keberangkatan penumpang yang namanya termasuk daftar cekal.
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d. Mélaporkan kepada kepala unit Bandara atas nama pemegang paspor yang
memiliki kemiripan dengan yang terdapat pada daftar cekal atau yang termasuk

didalam daftar cekal untuk tindak lanjut.

e. Mencari pemegang paspor yang namanya ada keiniripan dengan yang terdapat
pada daftar cekal untuk penetapan lebih lanjut.
f. Menandatangani pada lembar paspor yang telab distempel sebagai memenuhi

persyaratan teknis atau izin keberangkatan.®®

2. Pengawasan Orang Asing Terhadap Pelaku Bisnis Didatiam Perdagangan Bebas

Keberadaan orang asing khususnya pelaku bisnis disuatu negara menjadi
tanggung jawab dari negara dimana orang asing itu berada, sedang negara dari
orang asing tersebut juga mempunyai tanggung jawab melindungi warganya yang
berada di negara lain. Negara dimana orang asing berada, selain mempunyai
ke\lfvajiban untuk menjamin kepentingan dan keamanannya, jﬁga wajib melakukan
pengawasan terhadap orang asing yang berada di negaranya.

Orang asing yang berada disuatu negara lain, keberadaannya dapat ditinjau

“dari 2 (dua) aspek yaite : Aspek keberadaannya atau izin tinggalnya dan aspek

kegiatannya selama berada dinegara tersebut.

Keberadan orang asing disuatu negara dapat dilihat dari sah tidaknya izin
tinggal yang dimiliki orang asing tersebut selama yang bersangkutan berada di
negara itu yang dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok orang asing. Keberadaan
orang asing disuatu negara lain dapat dibagi menjadi 3 (tiga) golongan :

1. Orang asing yang mempunyai izin tinggal yang sah dan masih berlaku ;

2. Orang asing yang memiliki izin tinggal yang sah tetapi sudah tidak belaku ;
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.. 3. Orang asing yang tidak memiliki izin tinggal yang sah.

Kegiatan orang asing selama berada disuatu negara lain dapat melakukan
kegiatan yang berupa :
1. Kegiatan yang sesuai dengan izin yang diberikan dan sesuai dengan maksud
kedatangannya diwilayah negara ;fang didatangi ;
2. Kegiatan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan dan maksud

kedatangannya ;

3. Kegiatan yang merugikan atau membahayakan negara yang didatangi,

Pengawasan adalah suatu proses kegiatan mengurnpulkan data, menganalisa
dan menentukan apakah sesuatu yang diawasi sesuai dengan standar yang telah
ditentukan atau sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pengawasan orang asing meliputi aspek yang menyangkut aspek
keberadaannya dan aspek kegiatannya, yaitu suatu proses kegiatan dibidang
keimigrasian yang mengumpulkan data dan informasi, menganalisa dan menetukan
apakah keberadaan orang asing sejak masuknya di wilayah Indonesia dan
kegiatannya selama berada di wilayah Indonesia telah sesuai dengan norma-norma
yang berlaku baginya. Norma-norma yang diberlakukan bagi orang asing di
Indonesia antara lain norma hukum yang berupa peraturan ‘perundang—undangan
yang berlaku seperti yang menyangkut izin keberadaannya (izin keimigrasian), izin
kegiatannya seperti yang menyangkut ketenagakerjaan, mengikuti pendidikan,

mengadakan penelitian dan sebagainya. Selain itu juga norma-norma yang

%) Hasil wawancara dengan Kepala Unit Bandara dan Pejabat Imigrasi di Bandara Soekarno Hatta.
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menyangkut norma agama dan sosial budaya lainnya, seperti norma agama,
kebudayaan, adat istiadat yang berlaku‘di Indonesia. &

Jika terjadi penyimpangan terhadap norma-norma tersebut, terhadap orang
asing yang bersangkutan akan diambil tindakan sesuai deﬁgan peraturan yang
berlaku, baik berupa tindakan yang justisial ataupun tindakan keimigrasian.

|
. Menurut undang-undang tentang keimigrasian, Pengawasan Orang Asing di

‘Indonesia meliputi :

a. Masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia ;

b. Keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

Seiring dengan terjadinya lonjakan arus lalu lintas orang asing peaku bisnis
didalam perdagangan bebas, maka tidak tertutup kemungkinan juga akan
menimbulkan berbagai permasalahan dibidang keimigrasian. Untuk itu pengawasan
keimigrasian (pengawasan orang asing) menjadi sangat diperlukan. Dalam art,
pengawasan itu tidak hanya dilakukan ketika orang asing masuk ataupun keluar
wilayah Indonesia, tetapi juga dilakukan tatkala berada di wilayah Indonesia dalam
melakukan segala aktivitasnya.

Pengawasan terhadap masuk dan keluarnya orang ke dan dari wilayah
Indonesia dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di tempat Pemeriksaan Imigrasi. Jika
dalam pemeriksaan imigrasi terdapat penyimpangan atau pelanggaran yang
dilakukan orang asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia, Pejgbat [migrasi
akan menolak memberikan Izin Masuk dan memerintahkan yang bersangkutan
meninggalkan wilayah Indonesia melalui alat angkut yang membawanya dan

kepada penaggung jawab alat angkut diperintahkan untuk membawa kembali orang

%) D H. Soerahardjo, Drs. SH. Pengantar Hukum Imigrasi, Jakarta 1995, halaman 37.
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asiné tersebut ke negara asalnya atau ke tempat ﬁemberangkatan terakhir dengan
alat angkutnya atau alat angkut lain atas jaminan Penanggung jawab alat angicut
yang membawanya ke wilayah Indonesia, Terhadap orang asing yang akan
meninggalkan wilayah Indonesia, jika didapati adanya penyimpangan atau
pelanggaran pada Pemeriksaan imigrasi, maka'keberangkatannya dapat dibatalkan
dan akan di proses sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Pengawasan terhadap keberadaan orang asing menyangkut izin keberadaan
atau izin tinggalnya di wilayah Indonesia yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi,
baik yang berupa izin yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan
Imigrasi atau kantor Imigrasi. Pengawasan ini merupakan pengawasan yang
bersifat administratif dengan data yang lengkap yang berada di Imigrasi.

Pengawasan terhadap kegiatan orang asing akan menyangkut badan atau
Instansi terkait yang mempunyai tugas melakukan pengﬁwaéan orang asing seperti
Departemen Tenaga Kerja, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan
atau Instansi lainnya yang dapat dilakukan melalui Tim Koordinasi Pengawasan
Orang Asing.

| Tindak lanjut dari pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing akan
dikenakan Tindakan baik dengan melalui proses peradian atau Tindakan
Keimigrasian non justisial.
Pengawasan terhadap orang asing dilakukan dengan cara :
1. Pengawasan administratif yaitu pengawaéan yang dilaksanakan dengan
" menggunakan data-data administratif yang ada pada instansi yang melakukan

pengawasan, dimana terdapat data-data yang bersangkutan, sehingga jika terjadi

!
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penyimpangan, instansi tersebut berdasarkan data-data yang ada padanya, sudah
dapat mengambi! langkah berdasarkan peraturan yang berlaku.
. Pengawasan Koordinatif, yaitu pengawasan terhadap orang asing oleh beberapa

instansi yang terkait dalam pengawasan dengan saling memberi masukan sesuai

dengan bidangnya masing-masing sehingga dapat ditentukan secara koordinatif

apakah terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh orang asing tersebut scrta
tindakan apa yang akan diambil sesuai dengan bidang masig-masing instansi
terkait baik secara sendiri, maupun secara bérsa.ma sesuai dengan peraturan
yang berlaku. Setiap Instansi melihat pelanggaran atau penyimpangan yang
dilakukan oleh orang asing yang bersangkutan dibidangnya, sedang data
lainnya diperoleh dari intansi yang berkoordinasi, Sesuai dengan peraturan yang
berlaku, pengawasan secara koordinatif dilakukan secara bertingkat ; ditingkat
Pusat dipimpin oleh Menteri Kehakiman atau Direktur Jenderal Imigrasi,
difingkat Propinsi oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman atau
Pejabat Imigrasi yang ditunjuk olehnya dan ditingkat Kabupaten/Kotamadya

Oleh Kepala Kantor Imigrasi di daerah.

. Pengawasan ditempat dengan suatu operasi lapangan yang dilaksanakan oleh
imigrasi dan atau bersama dengan instansi terkait secara koordinatif, dimana
suatu satuan atau tim mengadakan pengawasan dengaln mendatangi tempat-
tempat yang diduga terjadi pelanggaran atau penyimp%n.ngan yang dilakukan
oleh orang asing baik yang menyangkut keberadaaﬂnya ataupun yang

menyangkut kegiatannya selama berada di wilayah Indonesia.

Pengawasan terhadap orang asing dilakukan sejak orang asing mengajukan

pemintaan visa, ketika masuk wilayah Indonesia melalui pemeriksaan Imigrsi di
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tempat pemeriksaan Imigrasi, selama berada di wilayah Indbnesia baik terhadap
izin keberadaannya, maupun kegiatannya selama berada di wilayah Indonesia.

Untuk keperluan pengawasan administratif yang bergpa catatan dan bahan-
bahan tertulis yang dikumpulkan sejak orang asing mengajukan visa, saat
kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, ketika memberijka.n izin keimigrasian,
dan lain yang Bersifat administratif. Dari data-data tersebut dap:at diketahui keadaan
orang asing yang bersangkutan.

Untuk keperluan pengawasan koordinatif, dibentuk Tim Koordinasi
Pengawasan Orang Asing (Sipora) sejak dari tingkat Pusat, wilayah Propinsi
Daerah Tingkat I dan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

Tim Pengawasan Orang Asing di Tingkat Pusat diketuai oleh Direktur
Jenderal Imigasi atau Pejabat yang ditunjuk yang anggotanya terdiri dari unsur
instansi yang terkait seperti Markas Besar Kepolisian, Badan Koordinasi Intelejen
Negara, Departemen Dalam negeri, Departemen Luar n‘egeri, Departemen Tenaga
Kerja dan Instansi lainnya yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap
pengawasan orang asing. i

Dalam pengawasan lapangan langsung tertuju pada kegiatan pemantauan
‘dan operasi pemantauan pelaksanaannya terpusat ditempat-tempat keberadaan
orang asing, yaitu : alat angkut, kantor/perusahaan, hotel dan sejenisnya, pusat
keramaian dan tempat-tempat hiburan, serta lainnya, Sumber data yang
dipergunakan meliputi : hasil pengamatan — wawancara — pelacakan- pembuntutan

dan penyusupan, hasil penilaian sumber data pengawasan administratif, hasil

penilaian dari laporan masyarakat serta berita media cetak dan elektronik, hasil
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laporan instansi pemerintah maupun swasta, dan hasil pengembangan dari semua

sumber data yang ada. 70)

Belakangan ini dikota-kota besar terutama DKI Jakarta, sering ditemui .

kasus pelanggaran keimigrasian yang dilakckan orang asing dari negara-negara
Afrika yang tergolong “rawan keimigrasian” menjadikan tugas dan fungsi
pengawasan keimigrasian (termasuk penindakan keimigrasian) tak lepas dari
sorotan Iﬁasyarakat luas, pasalnya, keberadaan orang asing dimaksud mulai
mengganggu keamanan dan ketertiban umum, serta memBuat resah sebagian
masyarakat. Malahan data sekunder yang ditelusuri tim peneliti, juga memaparkan
dengan gamblang sebagai berikut ; keberadaan warga negara Afrika diwilayah
kerja kantor Imigrai Jakarta Pusat telah banyak menimbulkan masalah, terutama
dari segi keimigrasian berupa pelanggaran batas waktu z’z[in tinggal (over stay),
dan penyalahgunaan izin tinggal. Bahkan akhir-akhir ini,l mereka ditengarai
terlibat aktivitas yang tergolong tindak pidana [ilegal activities] seperti penipuan
dan pengedaran narkotika , mercka juga disinyalir tergolong dalam kelompok
mafia hitam, yang kini telah dalam penyelidikan pihak Kepolisian R.l. namun
demikian, diantara mereka tentu saja ada yang membawa manfaat bagi negara
Indonesia, seperti para buyer Nigeria yang membeli garment dari Pasar Tanah
Abang. m

Dengan adanya pengawasan lapangan (pemantauan keimigrasian) yang
bertujuan untuk menghimpun data dan informasi se-,hubungan dengan masuk

ataupun keluarnya orang asing, keberadaan, dan kegiatannya selama diwilayah

Indonesia, maka paling tidak akan diketahui secara dhlﬁ setiap peristiwa yang

™ D.H. Soerahardjo, Dts. SH. Pengantar Hukum Imigrasi, Jakarta 1993, halaman 42.
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diduga méngandung unsur-unsur pelanggaran atau kejahatan dalam tindak pidana

keimigrasian. Oleh karenanya, dengan kegiatan pemantuan keimigrasian ditegaskan

baﬁwa petugas/pejabat Imigrasi yang menjalankan mempunyai kewenangan

untuk :

1. Mendapatkan keterangan dari masyarakat atau instansi pemerintah;

2. " Mendatangi tempat-tempat atau bangunan yang diduga dapat ditemukan bahan
keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan orang-orang asing; dan atau

3. memeriksa surat perjalanan atau dokumen keimigrasiar orang asing.

Pemantauan, keimigrésian ini bila dikaitkan dengan penyelidikan (menurut
KUHP), maka bisa dikatakan mempunyai kesamaan arti dan makna hal ini dapat
kita cermati melalui pengertian-pengertian sebagai berikut :

Pemantauan keimigrasian adalah : kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk
mengetahui secara dini setiap peristiwa yang diduga mengandung unsur-unsur
pelanggaran keimigrasian (berdasarkan petunjuk pelaksanaan Direkiur Jendral
Imigrasi Nomor F-337.1L.02.01 tahun 1995); sedang penyelidikan adalah
serangkain tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa
yané diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau lidaknya
dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini
(berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981).

Muatan substansi baik pemantauan keimigrasian maupun penyelidikan
tersebut ‘hanya tertuju” pada pencari bukti-bukti awal dari suatu peristiwa agar bisa
dikategorikan/dianggap sebagi tindak pidana _[tindak pidana keimigrasian|, serta

menetukan dapat tidaknya melakukan penyelidikan lebih lanjut melalui hasil

"} Hasil wawancar dengan kepala kantor Imigrasi Jakarta Pusat dan kepala Seksi Pengawasan Penindakan
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(laporan) pemantauan keimigrasian. Dengan asumsi iﬁilah maka tim penelitién
memandang bahwa pemantauan keimigrasian adalah merupakan petunjuk
(langkah qwal) dan sekaligus menjadi bagian dalam prﬁses penyelesaian tindak
pidana keimigrasian, bahkan tampak kuat indikasinya bila dikaitkan dengan pasal
.15 keputusan Menteri Kehakiman R.1. nomor M.02-PW.09.02 tahun 1985 yang
menegaskan bahwa sumber-sumber data sebagaimana dimaksud dalam pasal 13
(sumber pengawasan administratif) dan pasal 14 (sumber data pengawasan
lapangan) dikumpulkan, diolah, ditata, dan dijadikan informasi untuk pengambilan
keputusan dan bukti-bukti untuk ke}:aerluan yustisial serta tindakan keimigrasian
(non yustisial).

Pelaksanaan operasi pemantauan sebagai salah satu bentuk pengawasan
lapangan terhadap orang asing rupanya tak selalu berjalan dengan lancar
(berkelanjutan), mengingat pada beberapa kantor Imigrasi mempunyai cakupan
wilayah kerja yang tidak hanya meliputi daratan saja melainkan juga perairan.
Dimana perairan itu sendiri- masih terbagi lagi menjadi laut wilayah, peraiafan
kepulauan, dan perairan pedalaman. Oleh karenanya bisa jadi petugas/pejabat
Imigrasi akan merasa menemui kendala geografis apabila unit pelaksana teknisnya
mempunyai wilayah kerja mencakup perairaa/kepulauan dimaksud. Belum lagi
dengan adanya keterbatasan sumberdaya manusia, biaya operasional, serta sarana
dan prasarana maka tak bisa dipungkiri akan menjadi faktor penghambat
pemantauan keimigrasian. -

Kalau benar demikian hambatan dilapangan, kiranya bisa dimaklumi

apabila terdapat kantor imigrasi yang cenderung tidak melaksanakan pengawasan

Keimigrasian, 3 Desember 2000.
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lapangan serta termasuk yang wilayah kerjanya mencakup perairan/kepulauan.
Dugaan ini, mungkin juga ada benarnya bila kita kaitkan dengan data sekunder
yang menyatakan bahwa jumlah pejabat/pegm{iai pada seksi Wasdakim di banding
dengan beban tugas (Administratifflapangan) cenderung tidak memadai, sehingga
pengawasan lapangan jarang dilakukan ; malchan menurul informasi ada
kecenderungan tidak melakukan pengawasan lapangan mengingat jumlah personel
yang tidak memadai dan baru mengadakan pengawasan/pemantauan bi;'a ada
laporan dari masyarakat maupun dari sumber lain,  sehingga timbul
kecenderungan bahwa seksi/sub seksi Wasdakim lebih banyak memantau melalui
administratif artinya lebih banyak waktunya bekefja dikuntor daripada di
lapangan.

Kirannya data sekunder tersebut menjadi terkesamping dengal.l data primer
yang diperoleh pada saat turun ke lokasi penelitian, Karena para responden
menyatakan bahwa selama ini telah melakukan pengawasan admiﬁz’stran‘f dan
pengawasan lapangan secara terpadu (untuk pengawasan lapangan dilakukan
setelah memperhatikan lemuan-temuan pengawasan administratif maupun adcm)lfa
informasi laporan dari masyarakat, atauw media cetak dan media elekironik).
Baé'zkan dalam pengawasan lapangan terinformasi telah bekerja sama dengan
instansi terkait.

Berbagai temuan kasus yang mewarnai pengawasan administratif dan
pengawasan lapangan (gabungan) cukup bervariasi, yaitu :

1. Orang asing masuk kewilayah Indonesia taﬁpa dokumen keimigrasian ;
2. Penyalahgunaan izin keimigrasian (visa) yang dimilikiiorang asing ;

- 3. Kelebihan masa izin tinggal (over stay) ;
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10.

11.

Kelalaian suatu perusahaan untuk melaporkan data orang asing yang menjadi
tenaga kerja ;

Pihak yang menjamin keberadaan orang asing selama berada di wilayah
Indonesia (sponsor) ternyata fiktif';

Kedapatan orang asing yang memberikan dat;cl keterangan tidak benar untuk
memperoleh Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) ;

Ditempat keberadaan orang asing, setelah diadakan pemeriksaan ternyata tidak
memegang dokumen Imigrasi dengan alasan hilang ;

Penanggung jawab suatu penginapan/hotei tidak dapat memperfihatkan buku
daftar identitas orang asing yang bermalam ;

Tidak melapor kepada Kantor Imigrasi setempat berkenaan dengan hal-hal
pindah alamat, perubahan status sipil (menikéh dengan warga negara
.Indonesia);

Adanya warga keturunan Indonesia (Maluku) yang kembali menetap di wilayah
propinsi Maluku yang sebetulnya masih warga negara Belanda tanpa bisa lagi

menunjukan dokumen keimigrasian yang dimiliki;

Para nelayan warga negara asing yang disadari atau 'tidak telah memasuki

teritorial Indonesia secara tidak sah (kasus ini diperoleh dari koordinasi dengan

pihak TNI Angkatan Laut).

Temuan kasus tersebut diatas tentunya merupakan data yang akurat dan bisa

dipertanggung jawabkan, sehingga diharapkan dapat masuk kategori/dianggap

sebagai tindak pidana keimigrasian agar bisa direkomendasikan untuk pemrosesan

lebih lanjut (penyidikan). Malahan bila dikaitkan dengan “sasaran pemantauan”,

kiranya cukup mendukung penelitian ini, karena yang menjadi sasaran adalah orang
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asing meliputi : pemegang Izin singgah pemegang Izin kunjungan (wisata, sosial
budaya, usaha/beberapa kali perjalanan) pemegang izin tinggal ierbatas, pemegang
Izin tinggal tetap, tanpa izin keimigrasian over stay, imigran gelap, serta yang

melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

. Penegakan Hukum Keimigrasian atau Tindakan Keimigrasian Terhadap

Orang Asing Pelaku Bisnis Didalam Perdagangan Bebas

Sebagai tindak lanjut dari pengawasan orang asing, dilakukan tindakan jika
terdapat penyimpar_lgan atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing pelaku
bisnis baik yang menyangkut izin keberadaannya maupun kegiatannya selama
berada di wilayah Indonesia.

Pada zaman Hindia Belanda, berdasarkan Penetapan Izin Masuk,
penyimpangan dan pelanggaran di bidang keimigraﬁan hanya merupakan
pelanggaran pidana (over trading), schingga hukumannya atau tindakan
keimigrasiannya hanya berupa denda.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1953
tentang Pengawasan Orang Asing, penyimpangan dan pelanggaran di bidang
keimigrasian tidak lagi dianggap sebagai pelanggaran, letapi sebagai kejahatan
(misdrift), sehingga tuntutan hukumﬁya dapat berupa hukuman penjara.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang
Keimigrasian, tindakan terhadap penyimpangan dan pelanggaran di bidang
keimigrasian di bagi atas 2 (dua) bentuk :

1. Melalui Tindakan Keimigrasian;
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2. Melalui proses peradilan, dimana Pejabat Imigrasi diangkat sebagai Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibawah koordinasi Penyidik Polri.

Tindakan Keimigrasian ialah tindakan administratif dalam bidang
keimigrasian diluar proses peradilan, yaitu tindakan yang dikenakan terhadap orang
asing yang melakukan pelanggaran di bidang keimigrasian tanpa harus menunggu
keputusan dari proses peradilan. Tindakan Keimigrasian juga dapat dilakukan
setelah orang asing menjalani hukuman berdasarkan keputusan Peradilan yang
tidak termasuk dalam keputusan Pengadilan tersebut.

Tindakan Keimigrasian yang dapat dikenakan terhadap orang asing adalah
sebagai berikut :

1. Penolakan pemberian visa yang dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia
di luar negeri atau di tempat lain yang ditentukan oleh Pemerintah Republik
Indonesia.

2. Penolakan izin masuk ke wilayah Indonesia, me;skipun yang bersangkutan telah
'memiliki visa untuk masuk ke wilayah Indonesia. Visa belum menjamin bahwa
yang bersangkutan secara otomatis mendapatkan izin masuk.

Selain visa, untuk dapat diberikan izin masuk, Pejabat Imigrasi berwenang
- menolak memberikan izin masuk terhadap orang asing yang tidak memenuhi
syarat lainnya, seperti
a. tidak mempunyai paspor yang sah dan masih berlaku;
b. menderita gangguan jiwa atau penyakit menular yang membahayakan
kesehatan umum;
c. ternyata telah memberikan keterangan yang tidak benar dalam memperoleh

paspor dan atau visa;
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d. tidak mempunyai biaya cukup untuk hidup selema di Indonesia atau tidak

‘memiliki tiket untuk kembali ke negaranya atau ke negara lain.

. Merubah, membatasi atau membatalkan izin keimigrasian yang dimilikinya.

Dalam hal ini Pejabat Imigrasi yang berwenang dapat :I

a. merubah izin tinggal tetap menjadi izin tinggal terbatas, atau izin
kunjungan;

b. membatasi berlakunya izin keimigrasian, seperti izin kunjungan yang
seharusnya berlaku 3 (tiga) bulan dibatasi hanya berlaku 2 (dua) bulan;

c. membatalkan izin keimigrasiannya dengan mencabut izin keimigrasiannya,

sehingga yang bersangkutan tidak mempunyai izin keimigrasian dan harus

keluar dari wilayah Indonesia.

. Melarang orang asing berada di suatu tempat tertentu di Indonesia, atau

mengharuskan orang asing berada di suatu tempat yang ditentukan di wilayah

Indonesia.

. Mengusir atau mendeportasi orang asing keluar dari wilayah Indonesia.

. Menempatkan orang asing di Karantina Imigrasi dalam hal :

a. berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin keimigrasian yang sah;

b. dalam rangka menunggu proses pengusiran atau deportasi,

c. dalam rangka menunggu keputusan Menteri atas pengajuan keberatan yang

diajukannya terhadap tindakan keimigrasian yang dikenakan terhadapnya.

Terhadap tindakan keimigrasian yang dikenakan pada seseorang dapat

diajukan keberatan oleh yang bersangkutan kepada Menteri Kehakiman. Keputusan
Menteri terhadap keberatan yang diajukan bersifat final yang berarti keputusan

Menteri atas keberatan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.
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Tindakan ini tidak berarti semua penyimpangan di bidang 'keimigrasian dapat

dilakukan tindakan keimigrasian tanpa melalui proses peradilan. Dalam hal

pelanggaran atau perbuatan tindak pidana imigrasi dapat dilakukan proses
penindakannya sebagai berikut :

1. Setiap pelanggaran berupa tindak pidana imigrasi dapat diajukan kepengadilan
—melalui proses hukum acara pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 8
tahun 1981 tentang Hukpm Acara Pidana, dimana pejabat imigrasi dapat
bertindak sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang
‘seterusnya melalui Penyidik Polisi di teruskan ke Kejaksaan Negeri dan
Pengadilan Negeri untuk diputuékan.

2. Setalah orang asing menjalani putusan Pengadilan Nlegeri dan dilepas, maka
orang asing tersebut diserahkan kepada imigrasi untuk proses selanjutnya yang
berupa tindakan keimigrasian dalam bentuk yang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-undang Keimigrasian.

3. Dalam hal tertentu, oleh imigrasi diambil langsung tindakan keimigrasian tanpa
melalui proses peradilan dengan pertimbangan, bahwa akan lebih efektif
diambil tindakan keimigrasian daripada melalui proses peradilan yang

umumnya memakan waktu lama, seperti tindakan pengusiran atau deportasi.

Undang-undang tentang Keimigrasian selain mengatur hal ihwal yang
menyangkut bidang keimigrasian, juga mencantumkan ketentuan pidana yang
- berhubungan dengan tindak pidana keimigrasian, Ketentuan pidana tersebut akan
menjadi acuan bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutuskan perkara tindak
pidana yang menyangkut bidang keimigrasian. Didalam ketentuan pidana itu

ditentukan tindak pidana yang berupa pelanggaran dan yang berupa kejahatan dan
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proses peradilan tindak pidana keimigrasian sama dengan proses peradilan umum
biasa.

Didalam ketentuan pidana, ditentukan pelanggaran dan atau kejahatan
dibidang keimigrasian yang ancama hukumannya dapat berupa :
a. Hukuman penjara dan denda (kumulatif);
b. Hukuman penjara saja;
¢. Hukuman penjara atau denda (alternatif);

d. Hukuman denda saja.

Ketentuan Pidana dibidang keimigrasian meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Orang yang masuk dan keluar wilayah Ir<donesia tanpa melalui ‘pemeriksaan
imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (Pasal 48);

2. Orang Asing yang membuat palsu atau memalsukan visa atau izin keimigrasian
(Pasal 49 a);

3. Orang Asing yang menggunakan visa atau izin keimigrasian palsu atau yang
dipalsukan untuk dan berada di wilayah Indonesia (Pasal 49 b);

4, Qrang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan
yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian yang diberikan
kepadanya (Pasal 50); ]

5. Orang Asing yang tidak melakukan kewsjibannya untuk memberikan
keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri- dan keluarganya,
memperlihatkan Paspor atau dokumen imigrasi yang dimilikinya pada waktu
diperlukan dalam rangka pengawasan orang asing (Pasal 51);

6. Orang Asing yang tidak melakukan pendaftaran orang asing bagi yang berada

di wilayah Indonesia lebih dari 90 (sembilan puluh) hari (Pasal 51);
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7.

Orang Asing yang tidak mau membayar biaya beban yang dikenakan

terhadapnya (Pasal 51); |

Orang Asing yang mempunyai izin keimigrasian yang sudah tidak berlaku lagi

- dan masih ada di wilayah Indonesia (Pasal 52);

10.

11.

12.

13.

Orang Asing yang berada di wilayah Indonesia secara tidak sah atau pernah
diusir (dideportasi) dan berada kembali di wilayah Indonesia secara tidak sah
(Pasal 53);

Orang yang dengan sengaja menyembunyikan, melindungi, mexlnberi
pemondokan, memberi penghidupan atau pekerjaan kepada orang asing yang
diduga :

a. pernah diusir dan berada kembali di wilayah Indonesia secara tidak sah;

b. berada di wilayah Indonesia secara tidak sah;

c. mempunyai izin keimigrasian yang sudah tida_k berlaku lagi (Pasal 54)
Orang yang menggunakan paspor palsu atau yang dipalsukan, menggunakan
paspor yang sudah dieabut atau dibatalkan atau menyerahkan paspor yang
diberikan kepadanya kepada orang lain untuk dipergunakan secara tidak berhak,
memberikan keterangan yang tidak benar untuk mendapatkan paspor atau
memiliki atau menggunakan secara melawan hukum 2 (dua) paspoi' atau lebih
semuanya masih berlaku (Pasal 55);

Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mencetak, mempunyai, atau
fnenyimpat blanko paspor atau dokumen keimigrasian (Pasal 56);

Orang yang sengaja dan melawan hukum membuat, mempunyai atau
menyimpan cap yang dipergunakan untuk mensahkan Paspor atau dokumen

keimigrasian (Pasal 56);
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14. Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak, menghilangkan atau

15.

16.

17.

18.

mengubah baik sebagian atau seluruhnya keterangan atau cap yang terdapat
dalam paspor (Pasal 57);

Orang yang dengan sengaja.dan melawan hukum mempunyai atau menyimpan,
mengubah atau menggunakan data keimigrasian secara manual atau elektronik
(Pasal 58);

Pejabat yang dengan sengaja dan melawan hukum memberikan atau
memperpanjang berlakunya paspor atau dokumen keimigrasian kepada
seseorang vang tidak berhak (Pasal 59);

Orang yang memberi kesempatan menginép kepada érang asing dan tidak
melapor kepada Pejabat Kepolisian atau Pejabat Pemerint‘ah Daecrah sctempat
yang berwenang dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan
orang asing tersebut (Pasal 60},

Orang asing yang sudah mempunyai izin tinggal yang tidak melapor kepada

Pejabat Kepolisian Republik Indonesia di tempat tinggal atau tempat

kediamannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diperolehnya izin tinggal

(Pasal 61).

Didalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 melalui pasal-pasalnya telah

diklasifikasikan mengenai tindak pidana keimigrasian yang bersifat kejahatan dan

yang bersifat pelanggaran, lengkap dengan sanksi pidananya. Oleh karena itu,

sepertinya terbuka peluang terhadap orang asing yang dliduga melakukan tindak

pidana keimigrasian tatkala/disidik langsung dapat diarahkan untuk kepentingan

yustisial (proses peradilém), tapi dalam kenyataan dilapangan justru “dilarikan”

untuk kepentingan non yustisial (proses diluar Peradilan) sehingga secara formal
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sekilas tampak ada kesan “mengesampingkan” aspek penegakan hukum dibidang

keimigrasian” aspek penegakan hukum dibidang keimigrasian, walaupun bisa jadi

secara material mungkin tidak demikian adanya berdasarkan berbagai alasan yang
bisa membenarkan,””

Apalagi dalam konteks ini, perangkat peraturan pokoknya yaitu Undahg-
undang Nomor 9 Tahun 1992 melalui pasal 42 ayat 1 memberi peluang
penafsiran/interpretasi yang punya konotasi “wajar-wajar, sah-sah saja” untuk
menerapkan tindakan keimigrasian. Selain itu,-melalui Juklak Tata Cara Tindakan
Keimigrasian tampaknya juga sarat peluang untuk bisa menerapkan tindakan
keimigrasian yang mana ditegaskan bahwa pertimbangan dan alasan dalam
menetapkan Tindakan Keimigrasian, antara lain :

1. Tergolong orang-orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Keputusan
Menteri Kehakiman R.I, Nomor M.02-PW.09.02 Tanggal 14 Maret Tahun 19935
tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tindak
Keimigrasian, yang ditemukan berada di wilayah Indonssia.

2. Terdapat cukup bukti, bahwa yang bersangkutan bermaksud untuk berada di
Indonesia, dan bila diajukan ke Pengadilan akan menggunakan upaya hukum
mulai dari Banding, Kasasi dan jika perlua Grasi, dan atau akan digunakan
kesempatan oleh orang asing yang menjadi buronan dari negaranya sendiri
(terlibat kasus-kasus berat, atau pelarian dari negara-negara yang sedang
Bergolak);

3. Menurut pertimbangan politis, ekonomi, sosial dan budaya serta keamanan

‘dipandang lebih efektif dilakukan tindakan keimigrasian;

™ Abdullah Syahriful, Memperkenalkan Hukum Keimigrasian, PT, Ghalia, Jakarta, 1993, halaman 13.
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4. Atas :pertimbangan dari pejabat yang berwenang memutuskan tindakan

keimigrasian, bahwa akan lebih efisien dan efektif dilakukan tindakan

i

keimigrasian dari pada tindakan Pro Yustisia.

Sehingga tidak mengherankan, kalau dilapangan sempat meletup/muncul

isyarat “lampau hijau” (mendukung dan membenarkan) bahwa dengan adanya

tindakan keimigrasian itu dipandang tepat, dalam arti kata efektif dan efisien,

sebagaimana dikemukakan seluruh responden penelitian ini. Beberapa alasan yang

mendasar dinyatakan sebagai berikut :

1.

Dilihat dari sudut pandang kepraktisan dan efisiensi (prakmatis), maka tindakan

keimigrasian ini bisa diterima. Tapi bila dipandang dari sudut pembinaan

hukum dan kesadaran hukum masyarakat, maka tindakan keimigrasian masih

perlu dipertanyaka.n/dikaji lagi;

Penerapan Exit Permit Only (EPO) dengan tinta warna merah, tentunya juga
merupakan suatu akibat/tindakan hukum bagi si penerima,;

Perangkat peraturan dalam proses penyelesaian tindak pidana keimigrasian
cukup mendukung untuk penerapan tindakan keimigrasian;

Bermuara dari pasal 42 ayat 1 Undang-undang Nomor 9 Tahuan 1992,
kemudian juga mengingat terbatasnya jumlah PPNS Imigrasi pemcgang kartu,
serta penyelesaian proses peradilan (yustisial) memakan waktu yang cukup
lama;

Penerapan tindakan keimigrasian memang sangat terkait dengan
pembangunan/pengembangan industri di suatu kawasan tertentu (seperti Pulau
Batam), dengan asumsi bahwa apabila semua kasus pelanggaran keimigrasian

di proses untuk kepentingan pro yustisial, maka dikuatirkan para calon investor
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‘asing bisa berkurang minatnya untuk menanamkan modal di Indonesia.

- Sehingga jangan sampai ada kesan, bahwa pihak Imigrasi (Kantor Imigrasi)

selalu menghambat pihak Otorita setempat. Dan perlu diketahui, kegiatan
i)erekonomian di kawasan ini sangat tergantung dari keberadaan investor asing.
Maka dari itu, bisa dikatakan bahwa penerapan pasal 42 Ayat 1 Undang-undang
Nomor 9 Tahun 1992 (tindakan keimigrasian) bukan saja dipengaruhi oleh
faktor internal tapi juga faktor external (sosial, ekonomi, dan lain-lain). Namun
demikian, kewaspadaan terhadap keamanan negara tetap menjadi prioritas
utama; | !

Dapat menghilangkan dampak negatif atas keberadaan orang asing, sekaligus

menjaga keamanan negara dan bangsa.

Dari penelusuran data primer yang diperoleh tampaknya tidak ada

kewajiban untuk menghubungi/koordinasi dengan perwakilan negara asal

tersangka (Kedutaan Besar) yang diduga melakukan tindak pidana keimigrasian

apabila penyidikannya untuk kepentingan non yustisial. Akan tetapi pada umumnya

tetap dilakukan koordinasi, dalam hal :

1.

Tersangka tidak memiliki paspor/dokumen keimigrasian, tapi menyebutkan
negara asal;

Sejak tersangka ditangkap/ditahan oleh pihak imigrasi dimana pihak perwakilan
negara asalnya diberikan surat tembusan penamgkapan/i penahanan;

Pada waktu tersangka mulai diperiksa/disidik PPNS Imigrasi atas dugaan

melakukan tindak pidana keimigrasian;

Sewaktu tersangka akan dipulangkan ke negara asalnya ataupun deportasi;
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5. Menemui kesulitan dalam memperoleh biaya pemulangan atau deportasi
warganya. |

Adanya kewajiban menghubungi Kedutaan Besar, aﬁabila penyidikannya

menlang;ﬁntuk kepentingan yustisial yaitu melalui pemberitahuan lewat sural,

J
kendati demikian, dari pengalaman responden menunjukkan bahwa ada juga

perwakilan negara tidak begitu pro aktif menaggapinya terutama bagi negara-

negara berkembang sebut saja Myanmar (jauh berbeda dengan negara yang sudah
maju, seperti Singapura yang cukup pro aktif), Namun sebagian besar kantor
Imigrasi di lokasi penelitian menyatakan bahwa koordinasi dengan pihak
perwakilan negara terkait yang terjalin selama ini cukup baik.

Koordinasi dengan Koordinator Pengawas Tindak Pidana Tertentu (Korwas
Tipiter) yang dalam hal ini adalah POLRI, tampaknya memang diperlukan.
Mengingat PPNS Imigrasi sebagai penyidik tindak pidana keimigrasian
membutuhkan petunjuk/bimbingan dalam melakukan penyidikan agar mampu
mandiri menuju profesionalisme, Apalagi dalam ketentuan yang ada disebutkan,
bahwa penyidik POLRI diminta atau tidak diminta wajib memberikan bantuan
kepada PPNS Imigrasi dalam menangani penyidikan tindak pidana keimigrasian.
Penelusuran data sekunder menyatakan bahwa dari pengalaman 122 responden 96
pernah mendapat bantuan dari penyidik POLRI 14 tidak pernah tanpa
memberikan keterangan/alasan, dan sisanya 12 tidak memberi jawlaban/kosong.
Dengan gambaran ini menunjukkan kecenderungan kerjasama yang baik antar
penyidik POLRI dan PPNS Imigrasi dalam menangani tindak pidana keimigrasian
(Penelitian Pendayagunaan Tenaga Fungsional PPNS di Lingkungan Direktorat

Jenderal Imigrasi. Bantuan dimaksud, bisa jadi hanya sebatas kalau
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penyelesaiannya untuk kepentingan peradilan (yustisial), sehirlgga taka salah kalu
data primer juga mengisyaratkan bahwa koordinasi telah berjalan dengan baik.

Selain itu, terekam melalui data primer dari kar?ror Imigrasi Jakarta Utara
yang. cakupan wilayah perairan kepulauan telah melakukar penyidikan bersama
TNI Angkatan laut. Dalam hal ini pihak Imigrasi menyidik berkaitan dengan
pelqnggaran pasal 53, 55,a Undang-undang Nomor 9 tahun 1992 sedang pihak
TNI Angkatan Laut menyidik berkaitan dengan pencurian kapal(tindak pidana
umum). Kiranya ada yang “menarik” dari jalinan koordinasi dengan instansi
tersebut, sebagaimana penuturan salah satu resﬁonden dilapangan yang
me;ayebutkan bahwa bila terjadi perompakan dilaut yang dil:akukan orang asing,
maka pihak TNI Angkatan Laut yang akan bertindak sebagai penyidik.

Dengan memperhatikan data primer tersebut tenéunya lebih memperkuat
‘dugaan bahwa selama ini masih terjadi “rebutan kasus” yang menyangkut orang
asing, guna kepentingan penyidikan lebih lanjut. Sehingga dengan adanya
komitmen siapa yang lebih dulu punya kewenangan penyidikan sebenarnya lebih
bersifat diplomatis. Karena tidak tertutup kemungkinan, apabila pihak Imigrasi
kedapatan lebih dulu menangkap orang asing tapi mengingat adanya pandangan
membahayakan keamanan negara dimaksud, maka bisa saja langsung berpindah
kewenangan penyidikan ke tangan POLRI apalagi dalam kenyataannya sudah

pernah hasil penyidikan TNI Angkatan digelar disidang Pengadilan berkat bantuan

kantor Imigrasi setempat.

Dari gambaran sistem prosedur pelayanan pemberian izin masuk dan izin bertolak
atau keberangkatan dan kedatangan bagi penumpang warga negara asing dan warga

negara Indonesia di bandara Soekarno Hatta ini dapat dianalisis bahwa sistem
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" pelayanan terasa begitu rumit yaitu cara penyelesaian begitu berbelit-belit, yaitu cara

meneliti dan mencocokan pemegang paspor dengan memerintahkan pejabat kofnputr
untuk mengeéek pada daftar cekal, apabila komputer lagi erorr atau mati lampu
terpaksa mempergunakan sistem manual dan apalagi melakukan wawancara bagi nama
pemegang paspor yang memiliki kemiripan dengan yang terdapat pada daftar cekal.

Jadi sistem yang rumit atau berbelit-belit ini dilaksanakar dalam pelayanan
kepada warga negara asing dan warga negara Indonesia. Akibat dari sistem yang
berbelit-belit ini berdampak pada pelayanan yang memakan waktu relatif lama dan
tidak efisien.

Sistem prosedur pelayanan ini sudah tidak tepat lagi untuk menghadapi jumlah
pelayanan yang semakin bertambah banyak dan daya intelektual rﬁasyarakat semakin
tinggi, Demikian halnya untuk menghadapi globalisasi dunia internasional dan
perdagangan bebas, maka pelayanan hukum keimigrasian secara bertahap melakukan
penyederhanaan prosedur dan sistem pelayanan yaitu meperpendek birokrasi
pelayanan.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya pelayanan hukum keimigrasian yang
berkualitas (cepat, tepat,dan cermat) diperlukan adanya peningkatan kualitas unsur-
unsur pelayanan karena unsur-unsur pelayanan inilah yang sangat menentukan baik
buruknya kualitas pelayanan. .

Unsur-unsur pelayanan tersebut antara lain adalah : -
1. Unsur aparatur Imigrasi;

2. Unsur proedur dan sistem pelayanan keimigrasian,;

3. Unsur peraturan hukum keimigrasian;

4, Unsur sarana dan prasarana pelayanan hukum keimigrasian,
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-5, Unsur organiéasi

Untuk meningkatkan pelayanan hukum keimigrasian didalam perdagangan
bebas, menciptakan mekanisme ketja dengan sistem baru dan berjalan dengan
dilengkapi peralatlan komupikasi yang memungkinkan dialog antara petugas terkait
dalam suatu pelayanan tanpa harus mondar mandir dari suatu ruangan ke ruangan
lainnya. Sistem baru ini misalnya dengan menggunakan peralatan komputer Local
Area Network (LAN) dimana peralatan komputer pada suatu ruangan dapat
berhubungan dengan komputer pada ruangan yang lain sehingga pelayanan akan
semakin cepat.

Pengawasan terhadap orang asing pelaku bisnis dilakukan pada wakiu mereka
masuk ke wilayah Indonesia dan keluar dari wilayah Indonesia melalui tempat
Pemeriksaan Imigrasi. Pegawasan juga di lakuken terhadap orang asing pelaku bisnis
yang keluar masuk melalui Tempat pemeriksaan Imigrasi. Setelah orang asing pelaku
bisnis masuk ke wilayah Indonesia, di lakukan penéawasan terhadap keberadaanya
yaitu izin tinggalnya di Indonesia dengan segala aspeknya seperti penyalah gunaan
izin tinggal, telah berakhir izin tinggalnya dan lain-lain yang berkaitan dengan izin
tinggalnya. Orang asing yang berada di Indonesia akan melakukan kegiatan yang
berupa aktivitas sesuai dengan tujuan kedatangan;lya di Indonesia. Dalam melakukan
kegiatannya, di lakukan pengawasan apakah kegiatannya di Indonesia sesuai dengan
peraturan yang berlaku atau apakah orang asing terscbut melakukan kegiatan yang
merugikan negara dan pemerintah serta masyarakat dengan menyalah gunakan
periziﬂan yang di berikan.

Pendaftaran orang asing dilakukan terhadap orang asing yang telah berda di

wilayah Indonsia selama 3 (tiga) bulan keatas yaitu orang asing yang meliki izin
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- tingagal kunjungan sampai 3 bulan, izin tinggal terbatas yang pada umumnya lebih

dari 3 bulan dan izin tinggal tetap. Bagi orang asing yang memiliki izin tinggal
kunjungan, pendaftaran di lakukan pada wal;tu yang bersangkutan memohon
perpanjangan yang berlaku lebih dari 3 bulan, sedang bagi orang asing yang akan
memiliki izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap, pendaftaran di lakukan pada
waktu orang asing di berikan izin tinggalnya.

Setiap orang asing selama berada di Indonesia wajib memperlihatkan identitas
seperti paspor, dokumen imigrasi dan keterangan lainnya kepada Pejabat Imigrasi atau
pejabat lainnya seperti aparat kepolisian yang bertugas melakukan pengawasan orang
asing dalam rangka pengawasan. Yang di maksud dengan lPejabat Imigrasi yang
bertugas di Kantor Imigrasi dan tempat lain yang sedang diadakan pengawasan -
lapangan atau di Kantor Kepolisian. Setiap ada perubahan menggenai status sipilnya,
seperti menjadi Warga Negara Indonesia atau warga negara lainnya, perkawinan,
perceraian, kelahiran, anak dan lain-lain perubahan sipilnya, wajib di laporkan kepada
Kantor Imigrasi atau Kantor Polisi setempat. Orané asiﬁg yang berada di Indonesia
lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, selain wajib memiliki izin tinggal yang berlaku, di
wajibkan pula mendaftarkan diri pada Kantor Imigrasi setempat. Bagi pemegang izin
kunjungan pendaftaran di lakukan pada waktu izin kunjungannya berlaku 90 hari atau
lebih. Bagi orang asing yang mendapat izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap,
pendaftaran di lakukan pada pemberian izin tinggalnya,

| Direktorat Jendral Imigrasi beserta jajarannya dalam 'rangka pengawasan,
melakukan pengumpulan dan pengolahan data sejak orang asing pelaku bisnis masuk,
pemberian izin keimigrasi sampai ke luar wilayah Indonesial, melakukan pendaftaran

seperti yang dikemukan dalam pasal 39 hurup ¢ UU no. 9 tahun 1992.
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Di samping itu juga di lakukan pemantauan di lapangan di mana orang asing
pelaku bisnis berada seperti di hotel-hotel, perusahaan-perusahaan yang
memperkerjakan orang asing serta mengumpulkan imformasi tentang kegiatan orang
asing pelaku bisnis selama berada di Indonesia. Pelaksanaan operasi pemantauan
sebagai salah satu bentuk pengawasan lapangan terhadap orang asing rupanya lak
selalu berjalan dengan lancar (berkelanjutan), mengingat pada beberapa kaﬁtor
Imigrasi mempunyai cakupan wilayah kerja yang tidak Lhanya meliputi daratan saja
melainkan juga perairan. Dimana perairan itu sendiri masih terbagi lagi menjadi laut
wilayah, peraiaran kepulauan, dan perairan pedalaman. Oleh kérenanya bisa jadi
petugas/pejabat Imigrasi akan merasa menemui kendala geografis apabila unit
pelaksana teknisnya mempunyai wilayah kerja mencakup perairan/kepulauan
dimaksud. Belum lagi dengan adanya keterbatasan sumberdaya manusia, biaya
operasional, serta sarana dan prasarana maka tak bisa dipungkiri akan menjadi faktor
penghambat pemantauan keimigrasian.

Pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing pelaku bisnis di lakukan oleh
Menteri dalam hal ini Menteri Kehakiman atau pejabat yang di tunjuk yaitu Direktur
Jendral Imigrasi beserta jajarannya dengan bekerja sama dengan Badan atau Instansi
Pemerintah seperti Badan Koordinasi Intelijen Negara, Aparat Keamanan, Departemen
terkait seperti Departemen Tenaga Kerja atau Departemen-Departemen lainnya yang
berkaitan dengan keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.
Pengawasan di lakukan dalam bentuk pengawasan administratif yaitu berdasarkan
data-dafa administratif yang berada pada Direktorat Jendral Imigrasi atau Badan atau
instansi terkait, maupun pengawasan operasional di lapangan secara terpadu.

Keberadaan orang asing pelaku bisnis di wilayah Indonesia menyangkut 3 aspek yaitu:
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-+ 1. Masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indolnnesia;
2. Keberadaan atau izin tinggalnya selama di wilayah Indonesia;

3. Kegiatan selama berada di wilayah Indonesia

Tindakan terhadap orang asing pelaku bisnis di lakukan, jika terjadi
pelanggaran atau _penyimpangan terhadap salah satu dari ketiga aspek terrsebut.
Aspek masuk atau keluar wilayah Indonesia terjadi penyimpangan atau pelanggaran
antara lain tidak memenuhi persyaratan, menggunakan dokumen palsu atau memberi
keterangan yang tidak benar mengenai diri, dokumen atau tujuan kedatangannya atau

lain-lain yang berkaitan dengan masuk dan keluarnya wilayah Indonesia.

Aspek keberadaan orang asing pelaku bisnis menyangkut izin tinggal selama
berada di wilayah Indonesia. Pelanggaran serta penyimpan-gan antara lain telah habis
berlaku izin tinggalnya, pemalsuan dokumen izin tinggal, tidak mempunyai izin
tinggal yang sah, penyalahgunaan izin tinggal orang asing pelaku bisnis di wilayah

Indonesia.

Aspek kegiatan menyangkut kegiatan-kegiatan orang asing pelaku bisnis
selama berada diwilayah Indonesia yang dapat diperinci dalam beberapa kegiatan :

a. Menyalahgunakan perizinan yaitu melakukan kegiatan yang menyimpang dari
tujuan kedatanganya di Indonesia}, seperti memiliki izin tanggal wisata tapi
bekerja di Indonesia.

b. Disamping melakukan kegiatan sesuai dengan perizinan, melakukan kegiatan—
kegiatan lain yang tidak termasuk dalam pemberian izin tinggalnya dengan kata

lain melakukan pekerjaan rangkap.
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-

C.

Selama di wilayah melakukan kegiatan yang merugikan negara, pemerintah dan
masarakat atau kegiatan yang membahayakan negara di bidang ideologi, politik,
ekonomi, sosial dan pertahanan keamanan.

Tindakan Keimigrasian ialah tindakan administratif dalam bidang
keimigrasian diluar proses peradilan, yaitu tindakan yang dikenakan terhadap orang
asing yang melakukan pelanggaran di bidang keimigrasian tanpa harus menunggu
keputusan dari proses peradilan. Tindakan Keimigrasian juga dapat dilakukan
setelah orang asing menjalani hukuman berdasarkan keputusan Peradilan yang

tidak termasuk dalam keputusan Pengadilan tersebut.

Tindakan keimigrasian yang berupa pembatasan perubahan atau pembatalan

izin keberadaan yaitu antara lain:

Y

2)

3)

4)

Melakukan pembatasan izin tinggalnya dengan tidak memberi perpanjangan izin
tanggal atau membatasi berlaku izin tinggalnya.

Izin tinggainya tidak berlaku bagi daerah ataun tempat tertentu di Indonesia
umpamanya daerah rawan yang dapat disalahgunakan oleh orang asing tersebut.
Diharuskan untuk berada di suatu tempat tertentu seperti di ruang transit di
pelabuhan, di rumah sakit untuk di rawat atau di karantina imigrasi.

Di lakukan pengusiran atau deportasi yaitu orang asing tersebut di haruskan
meninggal wilayah Indonesia atau dilakukan pencekalan yaitu larangan masuk ke

wilayah Indonesia. !

Tindakan keimigrasian terhadap orang asing pelaku bisnis yang berupa

pembatasan, perdbahan atau pembatalan izin tinggal, larangan untuk berada disuatu

atau beberapa tempat tertentu, keharusan untuk bertempaf tinggal di svatu tempat

tertentu atau pengusiran deportasi dilakukan serta alasan yang mendasari tindakan
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-+ keimigrasian yang di kenakan, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada
Mentri dalam dalam hal ini Menteri kehakiman, Orang asing pelaku bisnis yang
kedapgtan berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki i‘zin tinggal yang sah atau
mempunyai izin tinggal yang tidak berlaku lagi, dapat diten#patkan di karantina
Imigrasi dalam proses penindakan keimigrasian lainya, baikl proses justisia, maupun
proses nonjustisia. |

Penempatan di Karantina Imigrasi terhadap orang asing pelaku bisnis dapat
juga di lakukan dalam rangka menunggu pengusiran atau deportasi baik setelah
menjalani proses justisia maupun dalm rangka penindakan Keimigrasian non justisia.

Dalam keadaan tertentu seperti sakit atau pertimbangan lain, orang asing yang
seharusnya di tempatkan di karantina, idapat di tempatkan di tempat lain seperti di
Rumah Sakit atau di Perwakilan Negara orang asing yang bersangkutan.

Orang asing pelaku bisnis yang setelah habis berlaku izin Keimigrasiannya dan
keberadaannya di wilayah Indonesia tampa memiliki izin yang sah tidak lebih dari 60
(enam puluh) hari dan yang bersangkutan akan meninggalkan wilayah Indonesia, di
kenakan biaya beban yang besarnya di tentukan oleh Menteri Kehakiman dengan
persetujuan Mentri Keuangan (jika lebih dari 60 hari berlaku pasal 52 Undang-undang
No 9 Tahun 1992},

Biaya beban juga di kenakan kepada penanggung jawab alat angkut seperti
nakhoda atau perusahaan yang melalaikan kewajiban yang dimaksud dalam pasal 52
yaitu yang tidak : |
a. Memberitahukan kedatangan atau rencana keberangkatannya;

b. Menyampaikan daftar penumpang dan daftar awak alat ang.kut yang di

tandatangani kepada pejabat Imigrasi;
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e, Mengibarkan bendera isyarat (N) bagi kapal laut yang da‘.tang dari luar wilayah
Indonesia dengan membawa penumpang;

d. Melarang setiap orang naik atau turun dari alat angkut tapa izin Pejabat Imigrasi
selama di lakukan pemeriksaan Keimigrasian; |

e. Membawa kembali keluar wilayah Indoesia setiap orang asing pelaku bisnis yang
datang dengan alat angkutnya yang tidak mendapatkan izin masuk dari Pejabat

Imigrasi di tempat pemeriksaan Imigrasi

Pengaturan lebih lanjut tentang pengawasan orang asing pelaku bisnis dan
tindakan keimigrasian diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 1994
tentané Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasiaxi (Lembaran Negara
Reppublik Indonesia Tahun 1994 Nomor 52 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor
3562). |

Berdasarkan analisis dari penulusuran data primer, tampaknya belum ditemukan
adanya “kriteria/klarifikasi” untuk dapat dilakukan tindakan keimigrasian dalam proses
penyelesaian tindak pidana keimigrasian. Para responden memberikan pandangan yang
beragam dalam hal kriteria dimaksud. Tapi, kiranya perlu disimak penekanan salah satu
responden yang memberikan ulasan cukup menarik, sebagai berikut
Kriteria/klasifikasi untuk dapatnya dilakukan tindakan keimigrasian secara eksplisit
termaktub dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992, dan peraturan-peraturan
pelaksanaannya. Akan tetapi, belum ada kriteria tertentu yang dapct menjadi pedoman
(untuk membatasi) terhadap tindakan pelakufkasus yang bagaimana bisa dikenakan
tindakan keimigrasian? Tampak terpola selama ini. bahwa tindakan keimigrasian

hanya dilakukan dengan pergkarantinaan, pendeportasian, pemasukan dalam daftar

pencegahan dan penangkalan/cekal sehingga jarang diberlakukan “pengenaan sanksi

172




. hukum melalui Peradilan.” Penindakan hukum-pun hanya melibatkan pelaku tindak

pidana keimigrasian, dan tidak menyentuh sponsornya yang sebetulnya juga memiliki
fanggung jawab hukum atas keberadaan orang asing yang dijamin.

Memang tidak tertutup kemungkinan, yang menjadi salah satu penyebab
banyaknya kasus yang diselesaikan secara yustisial (di luar peradilan) bisa bermuara
dari Undang-un.dz‘mg Nomor 9 Tahun 1992 itu sendiri. Dikatan demikian, karena di
kalangan jajaran Imigrasi mungkin akan setuju kalau pasal 42 ayat 1 Undang-undang
Nomor 9 Tahun 1992 disebut sebaga “pasal p.amungkas” sekaligus menjadi
pedoman/acuan/tumpuan dalam proses penyelesaién tindak pidana keimigrasian. Hal
ini tercermin bahwa sejak dari awal pemeriksaan (penyidikan) agaknya sudah mulai
mengarah untuk kepentingan non yustisial, agar tersengka pelaku tindak pidana
keimigrasian dapat dikenakan sanksi administratif l;»erupa tindakan keimigrasian.

Puncak pembenaran dari berbagai interpretasi berkenaan dengan penerapan
tindakan keimigrasian tentunya akan berhenti (tak ada tandingan lagi), apabila
alasan/pertimbangan yang dipakai sudah apriori terhadap keberadaan/kinerja.

Bérdasar pada rujukan data sekunder tersebut di atas, maka ada “dugaan” bahwa
pada waktu membuat/menyusun Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tampaknya
telah dirancang sedemikian rupa oleh para pakar di bidang keimigrasian (yang sangat
paham dengan permasalahan dai solusi di lapangan) sehingga tercipta “jurus-jurus sapu
jagad” yang dikemas secara sistematis dan terpadu dalam pasal-pasalnya. Dan mudah-
mudahan, tidak ada suatu kepentingan tertentu (politis) yang terlsifat didalamnya, yang
justru bersebrangan atau tidak mendukung upaya penegakan' hukum di bidang

keimigrasian itu sendiri.
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Lembaga-lembaga yang terkait dengan penegakan hukum di Indonesia,
utamaﬁya lembaga peradilan. Disamping itu, bisa jadi pengetéhuan dan wawasan
mengenai tindak pidana keimigrasian yang dimiliki aparat penegak hukum terkait
mungkin sangat minim. Sehingga, putusan hukumnya mungklin tak sebanding dengan
dengan lamanya birokrasi hukum (proses perkara) yang harus dilalui, apalagi kalau
ditempuh upaya hukum Banding maupun Kasasi. Atau mungkin, lebih jauh lagi yakni :
Peninjauan Kembali, dan Grasi. Bahkan Atidak jarang rupanya, dalam proses
persidangan perkara tindak pidana keimigrasian ternyata pihak petugas/pejabat
Imigrasi yang terkait menangani di awal penyidikan juga tidak dilibatkan sebagai saksi
ahli dalam sidang Pengadilan yang digelar.

Kendati tak bisa dipungkiri, bahwa keberadaan lembaga peradilan di
Indonesia tampaknya memang tidak lepas dari sorotan masyarakat luas dan
semakin terpuruk dari waktu ke waktu termasuk di era reformasi ini. Bahkan bukan
hanya sudah tidak percaya lagi, adakalanya para pencari keadilan dan
kebenaranpun tak segan-segan tidak menghormati lembaga yang scharusnya
dihormati dan dijunjung tinggi (sakral). Berbagai hal yang punya konotasi negatif
(buruk) masih melekat dan menyelimuti, diantaranya adalah : Tunggakan kasus
yang belum terselesaikan persidangannya, putusan Hakim yany belum memenuhi
rasa keadilan dan kebenaran, serta masih terdengar hembusan mafia peradilan,

Berkaitan dengan “mafia peradilan” mungkin sudah bukan merupakan
rahasia umum lagi dikalangan masyarakat khususnya komunitas pehcéri keadilan
dan kebenaran. Memang hal ini sulit untuk dibuktikan, terasa tumbuh dan
berkembang di dunia peradilan. Sistem penempatan atau mutaéi hakim yang kurang

obyektif, bisa jadi menjadi salah satu penyebab. Karena tidak tertutup kemungkinan
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Justru para Hakim menghendaki penempatan terkonsentrasi pada kota-kota besér,
yang mana terbuka peluaﬁg prakter kolusi (KKN) dalam modifikasi putusan
perkara. |

Dengan demikian, bisa ada benarnya juga alasan/pendapat/pandangan yang
menyatakan bila kasusu tindak pidana keimigrasian ini diselesaikan melalui proses
peradilan akan memakan waktu yang cukup lama, mengingat terlalu banyak

birokrasi jalur yuétisial yang harus dilalui (dan mungkin berliku-liku lagi). Yang

menjadi “pertanyaan” sekarang yaitu : apa penerapan tindakan keimigrasian itu

telah memenuhi rasa keadilan dan kebenaran dalam rangka penegakan hukum

. dibidang keimigrasian? sebab dikuatirkan sanksi/tindakan ini tidak memberi suatu

“pelajaran yang berharga (jera atau sadar)” bagi para tersangka pelaku tindak
pidana keimigrasian, dan justru akan terus meningkatkan intensitas dan kualitas
pelanggaran keimigrasian yang dilakukan di masa mendatang. Untuk sementara ini,
tidak jera atau tidak sadarny01 para pelanggar mungkin bila ditandai (tolok ukur)
dengan‘. “meningkatnya” jumlah kasus pelanggaran keimigrasian akhir-akhir ini.
Oleh karenanya tak salah, kalau dari data primer yang terkumipul sempat mencuat
kepermukaan bahwa dari sisi pragmatis kiranya tindakan keimigrasian itu bisa
diterima, namun bila dipandang dari sisi pembinaan/kesadaran hukum agaknya
penerapan tindakan keimigrasian masih perlu dzpeftanyakan (dikayji).

Kalau memang perlu dikaji, tentunya yang perlu disoroti adalah perangkat
peraturan keimigrasian yang mendukung utamanya Undang-undang nomor 9 tahun
1992 tentang Keimigrasian, Namun, adakalanya keinginan (goodwill) dari pembuat
undang-undang dimaksud (tim RUU/Rancangan Undang-undang) untuk meninjau/

merubah/menyempurnakannya kembali. Karena secara tidak langsung, mungkin
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dari sisi :sejarah yakni pada awal penyusunan sempat muncul “pesan sponsor” yang
memandang perlu adanya pasal tertentu yang sarat dengan interpretasi untuk suatu
kepentingan/keperluan ternteﬁz pula (celah hukum), sehingga akan meringankan/
menguntungkan pihak imigrasi dalam pelaksanaan tugas dilapangan.

Demi kelancaran proses penyelesaian tindak pidana keimigrasian tentunya
pihak jajaran Imigrasi tak bisa berjalan sendiri. Sehingga perlu adanya koordinasi
antar instansi terkait dalam beberapa hal yang memang memerlukan masukan
perhatian dz}n bantuan. Terutama dalam tahap-tahap pemantauan keimigrasian,

penyidikan tindak pidana keimingrasian, dan tindakan keimigras.an.

176



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam WTO, AFTA arus perdagangan merambah ke segala bidang, tidak
terbatas pada aspek sosial-kultural-politik-ckonomi tapi masuk kesemua aspek

kehidupan. Indonesia sebagai bagian dari dunia, telah berada dalam arus itu,

. pada saat ini dan masa-masa yang akan datang. Meninjau langsung Imigrasi

sebagai institusi yang bersinggungan langsung dengan lalu lintas orang
sebagai pelaku bisnis atau negara.

Bahwa Hukum Keimigrasian disesuaikan dengan perkembangan perdagangan
internasional terutama mengenai kesepakatan dan ketentuan WTO mengenai
perdagangan bebas pada masa kini dan masa yang akan datang perlu
mendapat perhatian.

Peranan hukum keimigrasian terhadap perdagangan bebas adalah
melaksanakan trifungsi keimigrasian yaitu sebagai penegak hukum sckuriti
dan pelayanan masyarakat serta sekaligus mewujudkan prinsip selektive
policy terhadap orang asing pelaku bisnis yang keluar dan masuk wilayah

Indonesia.

2. Untuk menghindari adanya tuntutan terhadap pelanggaran HAM di dalam

hubungan perdagangan bebas menyangkut hukum keimigrasian, perlu

dipertimbangkan untuk mencabut pasal-pasal yang menyangkut penangkalan

terhadap warga negara Indonesia dengan alasan apapun dan larangan bagi orang

I
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o tertentu untuk meninggalkan wilayah Indonesia sebagaimana tertera dalam Pasal
11 s/d 16 dan 21 dalam UU No. 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian
3. a. Untuk menghadapi globalisasi dunia internasional dan perdagangan bebas
maka pelayanan Hukum Keimigrasian sccara bertahap melakukan
penyederhanaan prosedur dan sistem pelayanan yang berkuali-tas yaitu cepat,
tepat dan éermat.

b. Pengawasan yang selama ini dilakukan oleh kebijaksanaan keimigrasian
dirasakan kurang efektif mengingat luasnya wilayah yang harus diawasi, sedang
tenaga yang mengawasi terbatas, perlu diciptakan suatuy sistem pengawasan yang
mengikutsertakan masyarakat dalam mengawasi orang asing sclama mereka
berada di wilayah Indonesia. Salah satu sistém yang perlu dipikirkan, ialah
dengan menerapkan ketahanan nasional di bidang pengawasan orang asing.

¢. Dalam rangka penegakan hukum dan tindakan keimigrasian nampaknya sudah
terpola yaitu deportasi, pengkarantinaan dan memasukkan dalam daftar cekal

dan jarang diberlakukan pengenaan sanksi hukum melalui peradilan.

B. SARAN

1. Menghadapi WTO AFTA dan perdangan bebas, Hukum keimigrasian dituntut
untuk menyesuaikan kebijaksanaannya dengan perkembangan dan kebutuhan
masyarakat baik masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasional dan
trend yang terjadi di negara lain, terutama di negara-negara yang sccara teknologi
lebih jauh tinggi, perlu mendapatkan pengamatan yang seksama dan dipelajari

kemungkinan yang akan segera terjadi di Inconesia.
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Dengan adanya pencanangan Hukum Keimigrasian, bertambahlah khasana ilmu
Hukum di Indonesia, dan Hukum Keimigrasian pun mendapat tempat dalam tata
Hukum Indonesia, sehingga kedudukan (posisi) Hukum Keimigrasian sudah
dapat di sejajarkan dengan hukum-hukum yang telah lahir terlebih dahulu, seperti
Hukum Perpajakan dan Hukum Perburuhan. Kalau Hukum Perpajakan dan
Hukum Perburuhan sudah di masukan dalam kurikulum l;)eberapa Perguinan
Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta, maka sekarang tibalah gilirannya
Hukum Keimigrasian untuk di pertimbangkan menjadi mata kuliah pada jenjang
pendidikan tinggi terutama di Falkutas Hukum.

Peraturan Perundang-undangan yang kini telah dimiliki berupa U.U.No.9 Tahun
1992 tentang Keimigrasian sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagai sumber
hukum bagi kegiatan keimigrasian, karena banyak mengandung unsur
pelanggaran Hak Asasi Manusia, sehingga perlu diuBah dan direvisi agar dapat
memenuhi kepentingan perkembangan masyarakat kini czlan masa yang akan
datang. Demikian juga peraturan dibawahnya seperti Iferaturan Pemerintahnya
dan peraturan-peraturan lainnya. Dengan melakukan perbaikan peraturan
perundang-undangan sebagai dasar hukum, fnereformasikan Struktur Organiéasi
yang lebih sesuai dengan perkembangan era globalisasi, diciptakannya suatu
sistem dan prosedur yang baku yang tidak setiap kali dirubah sesuai dengan

selera pimpinan serta dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya.
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